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KATA PENGANTAR

ujt svukur kepada Allabh SWT yang telah memberikan rahmat dan
hidayah-MNva pencipta alam semesta sumber dari segala kebenaran,
keindahan dan kebaikan, Berkat karunia-Mva bukao vang berjudul
Memperkuat Kedaulatern Indonesia di Laud Mewegu Poros Maritim Dunia dapal

diselesaikan walaupun masib jauh dari kesempurnaannya

[de dan sumber awal buko im dikembangkan dari naskah pidato pe-
ngukuhan sava sebagai Curu Besar Hukum Internasional pada sidang Senat
Terbuka Universitas Lampung, Pengembangan naskah pidake yang ber
judul Memperkuat Kedaulatan Indonesia di Laot (Dan Rezon Arclipeiegn
State Menuju Jalewera Jayamale) mengalami perubahan judul disesuaikan
dengan kondisi saat ini, dimana pembangunan Indenesia di era Presiden-

Joko Widodo memfokuskan pada pembangunan kelautan,

Penerbitan buku ini didasarkan pada pertimbangan untuk memenuhi
literatur dan bahan bacaan akademisi tentang persoalan kelautan Indonesia
vang saal ini visi Pembargunan Indomesia adalah pembangunan marttim

vang; bertujuan menjadi Indonezia sebagai pores maritim dunia. Disampin-
gitu, ingin memaotivasi tentang pengkagian pembangun kelautan Indonesia
dan sekaligus pula memberikan bahan informasi bagipara praktisi dalam
merumuskan kebijakan kelautan, sehingga pengembangan bidanyg kelautan,
khususnva hokum laut dapat benar-benar terwujud sesusa dengan kondisi

wilavah Indonesia sebagai Negara kepulavan,
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Berkenaan dengan visi pembangunan Indonesia dalam buko ini juga
dipaparkan terkait dengan upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara
maritim vang berkedaulatan di wilavah laut vang sejak dahulu kala visi ke-
lautan ini telah menjadikan bangsa Indomesia terkenal seantero dunia se-
bagai bangsa pelaut.

Pertimbangan lain juga muncul tentang pengembangan pidato pengu-
kuhan guru besar saja dalam buku i, karena bahan bacaan mahasiswa sa-
ngat diperlukan untuk pengkajian masalah-masalah kelautan ke depan, me-
lalui buku ini diharapkan membuka wawasan mahasiswa akan pandangan
terhadap bangsa dan negaranya sebagai satu kesatuan wilavah sebagaimana
diakuoi dunia bahwa Indonesia adalah negara kepulavan.

Selesainva buku ini, tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak.
Deh sebab itu, sava menvampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan
vang sebesar-besarnya, kepada semua pihak vang telah membantu dalam
penyvelesaian buku ini

Akhirnva sava menyadan bahwa dalam buku ini banyak hal vang
perlu disempurnakan, Oleh sebab itu, kritik dan saran vang konstruktif dari
permbaca sangat saya harapkan, Semoga buku ini bermanfaat. Terima kasih.

Bandar [ampung, September 20014

Perulis

Hervandi
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KONSEPSI UMUM KEDAULATAN
DAN KEDAULATAN NEGARA

iskusi lentang kedaulatan dan kedaulatan negara, sampai saat ini
fidak pernah berhenti, Penvebabnya adalah kesadaran untuek men-
jadi negara vang berdaulat secara hakikit masih menjadi perhatian
mternasiomal, terutama bagi negara-negara berkembang. Banvaknya inter-
vensi negara-negara besar terhadap eksistensi negara berkembang, terlebih
fagi negara vang baru merdeka diberbagai bidang kehidupan menunjukan
bahwa Megara tersebul belumlah berdaulal. Persoalan ini semakin nvata

jika dikaitkan dangan kedaulatan negara di wilavah laut.

Banyak negara pantai (negara vang memiliki wilavah laut), hanya
berdaulal secara ide-jure, sedangkan secara de-facly masih jauh dikatakan
berdanlat, karena berbagar sumber dava alam (SDA), sepert 5DA laut vang
seringkali dijarah oleh pihak asing, sementara negara pantai tidak berdava
antuk mengatasi penjarahan tersebut, penentuan keputusan politik serimg
kabl diintervens: pibak asing, sepert; adanva tekanan negara lain terhadap
penentuan kebijakan pengelolaan SDA vang mengunlungkan pihak asing,
walaupun bertentangan dengan kemauan rakvat, terpaksa dilakukan ka-

rena mendapat tekanan vang tidak dapat dihindari

Penguasaan llmu Pengelabuan dan [eknologi (IFTEK) juga masih
merupakan masalah mendasar bagi negara pantai untuk mempertahankan
kedaulatannya, Karena penegakan hukom di wilayah laut dan ekplorass dan
eksploitasi 512A laut lidak dapat dipungkini memerlukan IPTEK, dan belum
mampu dilakukan oleh sumber dava manusia negara pantas, hal ini terpak-
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ca dilakukan oleh negara lain vang tentunya akan merugikan negara pan-
tai, Kenyataan ini semakin menunjukan bahwa kedaulatan suatu negara di
wilayah laut vang diakui efeh ketentuan internasional masih scbatas slogan.

Ketidakberdavaan dalam pengelolaan SDA akibat rendahnya pe-
nguasaan [FTEK dan terbatasnya finansial, masith belum mampu meng-
angkal kesejahteraan rakyat negara pantai Akibatnva masyvarakal vang
menggantungkan kehidupannyva dari SDA laut, selalu dalam posisi vang
termarjinalkan ditengah-tengah pengelolaan SDA vang dilakukan oleh pi-
hak asing. -

Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, penegakan
kedaulatan semakin kompleks karena, antara satu pulau dengan pulau vang
lain vang terpisahkan oleh lautan, tdaklah modah untuk menegakan ke-
daulatannva secara hakiki, tanpa didukung kesadaran penuh seluruh bang-
&a Inconesia,

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagar negara kepulau-
an dengan segala kelebihan dan kekurangannya, perlu dipertahankan. SDA
vang terdapat di laut harus mampu dikelola oleh bangsa Indonesia sendiri
dan hasilnya harus ditujukan untuk sebesar-besarnya bag kesejahteraan
dan kemakmuran bangsa Indonesia. Keterlibatan pihak asing harus di-
anggap sebagai pendukunyg untuk mewujudkan cita-cita bangzsa.

Bangsa Indonesia sendiri vang harus menentukan arah pembangunan
kelautan Indonesia, tinpa campur tangan bangsa lain, karena sejarah telah
membukiikan pengelolaan SDA yvang dilakukan oleh bangsa lain hanya me-
nimbulkan kerugian dan kerusakan wilavah Indonesia. Apalagh hukum in-
ternasional telah mengakui kedaulatan Indonesia di wilavah lautnya sesual
dengan prinsip negata nusantara,

Pengakuan kedaulatan Indonesia diwilavah laut oleh masvarakat in-
ternasional, terkandung dalam tiga dimensi, vaitu dasar laut dan tanah di
bawahnya, di perairanava dan di ruang udara di atasnva.

Konsekuensi pengakuan kedaulatan Indonesia sampai di witavah ru-
ang udara, merupakan karunia vang perlu dipertahankan, termasuk dalam
memandang wilavah NKR tentunya tidak terfokus pada balas wilavah laul
tetapi puga meliputi ruang udara, sebagaimana dikatakan Privatna Abdur-
rasjid bahwa:
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....ada hal vang memang seringkali menyesatkan penilaian terhadap ben-
tuk Musantara, bilamana kita berbicara tentang Wawasan Nusantara pe-
mikiran kebanyvakan ilmuwan tertuju pada United Nations o e Lo of Hie
Sen (UNCLOS 1982) saja, pemikiran ini dapat dimakluma, kita tidak boleh
terus menerus meniti pandangan vang sesal vang pada akhirnya merugi-
kan bangsa dan negara, persoalan kedaolalan seharusnya dikaitkan dengan
suaty analisa tentang mala rantai vang terdiri dar aspek, politik, ckonomi
dan hukum udara,’

Pandangan int juga menjadi dasar pembahasan tentang kedaulatan In-
donesia di wilavah NKRL tidak saja harus ditegakan di wilayah laut tetapi
fuga sampai ruang udara, maksudnya bahwa batas wilavah laut NKRI men-
jadi satu kesatuan sampai ruang udara, sehingga berbagai aspek kedaulatan
wilayah menjadi perhatian dalam rangka memperkuat kedaulatan Indone-
s untuk mewupudkan visi Indonesia menjadikan [ndonesia sebagai poros
maritim dunia.

1.1 ARTI DAN SIFAT KEDAULATAN

Kedaulatan berasal dari Bahasa Arab “danlaht” atau “dmeclat”™ yang be-
rarti kekuasaan atau dinast pemerintahan. Dalam bahasa Inggris dikenal
dengan Soutereignty, bahasa Mrancis Sovercincle, bahasa ltalia speranus, ber-
asal dan bahasa latin saperanis vang berarti teratas atau tertinggi

Pengertian kedaulatan dart berbagai bahasa tersebut, kedaulatan
dapat diartikan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara atau kesal-
wan masyarakat Jimly Asshidiqie menyatakan kedauolatan diartikan sebagai
wewenang satu kesatuan politik.” Berarti bahwa kekvasaan negara, hidak
saja dipandang sebagai suatu kesatuan wilavah, tetapi juga satu kesatuan
weologi dan satu kesatuan hukum.

Dalam Hundbook of Ieternifeonal Human Bight Termpiology mengartikan
kedaulatan, vaitu:®

souereigniy 1= e general frdernahonal legal pricoiply that procides that a state
hais Larofiad conirol gaer 10's oaon feeeilory fe e exclusion of ell olher state, Sedang-
kan Sovmereign Equality {of state) 15, A gereral pringgpde ifeematioeal T Heat
feofels that el shite are foridically OlegalTeb eqid within e comgeranity of reefaoes
amnid aender ietesnetional haze and that eovry stete as the same legal rght as all otler
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1 act ot Hee realm of mternatonsd law and relativns, regardless of size, prepia-
feom, aoetdh, potver or amiltlary nght,

[ abad pertengahan, kedaulatan diartikan sebagai seperanas, ini dimaknai
sebagai st pofestis atau pleretudo polestalis yang berarti wewenang, ber-
tingrzi dart kesatuan politik Istilah ini selalu diartikan otoritas pemerintahan

dan hukum.’

Pengertian di atas, menitikberatkan bahwa vang memiliki otoritas
adalah pemerintahan atau hukum.Pandangan seperti ini dapat dimaklumi,
karena Pada abad pertengahan pemikiran-pemikiran kenegaraan mengges-
er pemikiran kebangsaan, sehingga konsepsi kenegaraan memberikan porsi
vang terbesar dalam memberikan kekuasaan dalam suatu negara,

Makna kedaulatan dikaitkan dengan negara sebagai satu kesatuan
politik, merupakan unsur vang harus ada di dalam negara. Pemerintah sulit
menjalankan pemerintahannva tanpa adanva kedaulatan, karena didalam
kedaulatan terkanduny sifat kedaulatan vang mengandung otoritas untuk
hal tersebut, sebagaimana dijelaskan Jean Bodin vang menyatakan bahwa:
kedaulatan mempunyai 3 (bygza) sitat pokok, vaitu:

a.  Absolute atau absolut, artinva kedaulatan tersebut tidak terbatas, sebab
apabila terbatas maka sifat ertinggi akan lenyap.

b, Indivisible atan tidak terbagi, artinva kedaulatan itu tidak berasal dar
kekuasaan lain vang lebih tinggi dan hanya satu-satunya kekuasaan
vang tertinggl.

¢, Permanent atau abadi, artinva kedaulatan vang tetap ada selama negara
masih berdird

Dalam perkembangannya,selain 3 (tiga) sifat yang disebuthan jean
Bodin, terdapat pendapat vang menambahkan 1 {satu} unsur dari sifat ke-
daulatan, vaitu “asli” artinva tidak diturunkan dari sesuatu kekuasaan lain,
sedangkan sifat vang lam, vaitu:”

a.  Tertingg, artinyva tidak ada kekuasaan lain yang lebih linggi vang Jdapat
membatasi kekuasaannya

b, bersifat abadi/ kekal atau permanen vang berartikan kekuasaan tersebut
tetap berdiri walaupun pemerintah atau pemerintah yang berdaulat
telah berganti.



fomsepar L Kedaw!eton din Kedenlaton Negarn 3

¢, TINdak dapat dibam-bam, kekoasan tersebut merupakan satu-satunya
kekuasaan yang tidak dapat diserahkan atau dibagi-bagikan kepada
suatu badan ataupun lembaga.

d.  Tidak dapat dipindahkan atau diserahkan kepada badan lain.

1.2 EKSISTENSI BERBAGAI BENTUK KEDAULATAN

Jean Bodin De Saint-Amand abad XV, sebagai peletak dasar filoso-
fis dari pengertian kedaulatan vang bersifat absolut, mengounakan istilah
sonieraiuete dalam bukunva six bioves de la Republique atau Six Books of e Re-
pahite(1576), Bodin menvatakan, kedaulatan merupakan hakikat dari sebuah
negara. Kedaulatan merupakan escrsialin setiap kesatuan politik yvang dise-
but dengan negara. Tanpa adanya kedaulatan dapat dipastikan tidak ada
negara, Berdasarkan ajaran Bodin, hakikat kedaulatan bagr sebuah negara
bersifat imperatif. Kedaulatan wajib ada sebagai sebuah syarat konstitutif
berdirinya negara.®

Pada masa lampau bentuk-bentuk kedaulatan vang diterapkan dalam
suahu teritorial (bentuk nepara atau dalam bentuk vany lam), dikenal ber-
macam ragam dan setidak-tidaknya terdapat 5 (lima) macam bentuk ke-
daulatan. Eksistensi kelima bentuk kedaalatan tersebut, vartu:

a. Kedaulatan Tuhan

Bentuk kedaulalan ini didasarkan pada pemikiran vang muncul aki-
bat pengaruh pemikiran hukum alam sampai saat ini berpengaruh terhadap
pemikiran hukum modern Kedavlatan Tehan diartikan bahwa kekuasaan
berasal dari Tuhan (sang pencipta) vang diberikan.diturunkan atau dititah-
kan kepada penguasa atau raja. Raja merupakan penjelmaan dari keinginan
Tuhan di bumi. Merintah raja atau titah raja adalah perintah Tuhan dan men-
gacti hukum vang: harus dipatuhi. Melanggar titah raja sama dengan melang-
gar perintah Tuhan atau melanggar hukum.

Eksistensi kedaulatan Tuhan didasarkan pada pemikiran babwa alam
semesta merupakan ciptaan Tuban, dimana menempatkan rakyvat sebagai
ciptaarmya. Oleh sebab by, fidak ada kekuasaan vang dimiliki oleh makh-
Sk hidup kecuali berdasarkan kehendak Tuhan sang pencipta, Penguasa
adalsh perpanjangan tangan dar kehendak Tuhan, Penguasa yvang diberi-
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kan kekuasaan untuk mengatur dan memberikan perlindungan kepada
rakvat vang diknasai. Penguasa memegang kekuasaan secara absolut.

Dralam wadah vang dinamakan negara, bagi negara vang menganut ke-
daulatan Tuhan dikenal dengan negara Teokrasi. Negara jenis ini mengede-
pankan bahwa kekuazaan dibumi tidak lam adalah kekuasaan Tuhan (sang
pencipta). Kekuasaan Tuhan yang dijalankan oleh seseorang dibumi hanya
berfungsi sebagai perantara dan ini biasanya diperankan oleh oleh orang-
orang vang dianggap suci dan bjak seperti; pendeta, biksu.atau ulama. Para
tokoh agama atau ulama vang menjalankan kekuasaan, tidak terbatas pada
persoalan keagamaan dan kerohanian, tetapi juga masalah duniawi dan
kenegaraan. Sampai saat ind, penganut kedaulatan Tuhan dapat dilihat dari
kekuasaan Maus di Vatikan,

Thomas Aquinas menjustifikasi peran dan kedudukan paus sebagai
penguasa kebijakan negara, sekaligus melaksanakan kekuoasaan agama,
Paws Gregorius VI, Innocentius [, Bonatacius VI sebagai pemimpin ter-
tinggi agama Khatolik juga menyatakan dirinya sebagai kepala dan Crorkate
Der { Agustianus, 354-430), Pavus memiliki kekuasaan untuk memberikan hu-
kuman, yaitu hukuman gereja vang sama sifat kekuatannva dengan hukum
duniawi.”

Thomas Aquinas dalam karvanyva Summa Theologin, menyatakan bah-
wa kedaulatan tidak terikat oleh dayva paksa hukum, tetapi kedaulatan fun-
duk pada hukum Tuhan dan hukum alam dengan sanksi yang dipaksakan
oleh Tuhan.'"

Kedaulatan Tehan pernah diterapkan pada masa lalu, seperti [N Asia;
terkenal masa Kaisar Tenno Hetka di Jepang, zaman kekaisaran di Cina, ler-
masuk pada zaman raja-raja Jawa pada Zaman Hindu, seperh: Ken Arok
vang mendeklarasikan dirinya sebagai titisan dar ketiza dewa sckaligus,
vailu Brahmana, Wisnu dan Sviwa D Eropa pada Zaman Raja Haile Selasi
di Belanda dan di Afrika, vailu pada zaman raja-raja Mesir kunao,

b. Kedaulatan Raja

Kedaulatan raja, pada intinva serupa dengan kedaulatan Tuhan, yaitu
menempatkan kekuasaan tertinggi di bumi di langan raja, karena kehen-
dak raja merupakan penjelmaan kehendak Tuhan Eksistensi kekuasaan raja
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harus mutlak dan tidak terbatas dan rakyat harus rela menyerahkan hak-
hakoyva demi kepentingan raja. Perintah raja adalah undang-undang vang
harus dipatuhi, Cardin Le Bret menyatakan: the king is He sole sovereign i
T Jn'rr_-,,'rg{ra-u.l il :-ut'cru'l'll;rjf_l,l i s tdisthie as Hhe I|I|:|£'.I1 irt ST "._l'E'ﬂ'I‘I Bodin
menyatakan; kedaulatan negara memang dipersonifikasikan dalam priba-
di raja, namun raja tetap harus menghormat hukum kodrat, hukoam antar
bangsa dan konstitusi keragaan. ™

Pemikiran tentang kedaulatan Raja, dalam pemikiran Thomas Hobbes
vang tHidak menerima pemikiran Grotius tenlang kecenderungan manusia
untuk hidup bersama Hobbes menvatakan bahwa manusia sefak zaman
purbakala seluruhnya dikuasai oleh nafsu-natsu alamiah untuk memper-
uangkan kepentingannya sendiri. Oleh sebab itu, untuk menjaga ketertiban
dan perlindungan diperlukan adanya kekuasaan vang dilakukan oleh orang
vang kuat vang tercermin dari seorang raja, karena kekuasaan raja diperlu-
kan untuk mengatur negara dan menghindari Homo Homtini Lupus. Hobbes
menyatakan raja berdaulat, artinya:™
(1) la menentukan bentuk pemerintahan, mengangkat  pejabat-pejabat,

mengonirol paham-paham perorangan, menjadi wasit dalam segala
perkara, berhak menyatakan perang dan sebagainya.

(2) la merupakan sumber segala hukum, pertama-tama sumber segala
sumber hukum negara vang terdapat baik dalam undang-undang
maupun dalam adat-istiadat, termasuk pula sumber segala sumber
hukum dalam hubungan perdata.

.  Kedaulatan hukum

Sejalan dengan tuntutan rakyat sebagaimana pada kansepsi kedaulatan
rakyat, Batasan-batasan penguasaan dalam menjalankan dan memberikan
hak-hak kepada rakyal vang memilibnya didasarkan atas hukum vang se-
cara umum ditentukan dalam konstitusi negara, Berdasarkan konstitusi i
penguasa menjalankan pemerintahannva termasuk menetapkan aturan-
aturan di bawahnya untuk menjalankan pemerintahan.

Eksistensi kedaulatan hukum, menempatkan kebuasaan tertinggi
negara terletak pada hukum o sendin. Hukum vang berdaulat bersumber
dari lembaga atau vrang yang dipilih cleh rakvat vang diberikan berwenang
mengeluarkan hukum untuk mengikat seluruh warga negara,
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d. Kedaulatan negara

Kedaulatan negara berkembang dari kedaulatan hukum dan ke-
daulatan rakvat, Pada kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum, meletakan
kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan, terdapat pada keinginan
rakvat. Pada kedaulatan negara, meletakan kekuasaan ada pada negara,
Munculnva pemikiran kedaulatan negara, karena pada prinsipnya rakyat
vang hidup dalam suatu nesara, memiliki keinginan dan hasrat Individu
vang beragam. Banyaknya keinginan individu vang berbeda dan harus se-
suai dengan kepentingannva masing-masing, menyulitkan bagi penguasa
urttuk menjalankan pemerintahannya. Akibat dari dilema ini, keinginan
rakvat yvang hidup dalam suatu negara diambil-alih oleh negara, sehingga
hak-hak vang ada pada rakvat diserahkan kepada negara, konsckuensinya,
negara memberikan perlindungan kepada rakyat.

Negara menempatkan kekuasaan terlinggi terhadap rakyatnva. Sum-
ber maupun asal kekuasaan ialah negara, Negara sebagai lembaga tertingz
vang mengatur kehidupan suatu bangsa. Kekuasaan negara vang terwujud
datam kedaulatan negara, imbul bersamaan dengan berdirinyva statu nega-
ra, Kedaulatan ini pernah diterapkan pada masa kekuasaan Tsar dan negara
Jerman pada masa Hitler dan ltalia pada masa Mussoling

e. Kedaulatan rakyat

Pada saat ini negara-negara muolai menempatkan kekuasaan (ke-
daulatan) dalam suatu negara berada di tangan rakyatl, Prinsip demokra-
st {dari, oleh dan untuk rakyat) juga didasarkan pada kedaulatan rakyat.
Kedaulatan rakyat diartikan kekuazaan tertinggi ada di tangan rakyat. Pe-
mikiran tentang kekuasaan ditangan rakvat dipengaruh oleh alam pikiran
bahwa adanya pemisahan antara hukum Tuhan, vaitu hukum vang diboat
oleh Tuhan dan hukum vang dibuat dan ditetapkan oleh manusia, melalui
akal ptkirannya

Hatta menvatakan bahwa; kedavlatan rakvat berarti kekuasaan untuk
mengatur pemerintahan dan negara ada pada rakvat, rakvat vang berdaular,
berkuasa untuk menentukan cara bagaimana a harus dipatuhi, tetapi pu-
tusan rakyat vang menjadi peraturan pemerintah bagi semua orang, alah
keputusan vang ditetapkan dengan cara mufakat dalam suatu perundingan
vang teratur bentuk dan jalannyva, '
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Anggapan bahwa raj atau penguasa merupakan titisan dari Tuhan
untuk menjalankan norma-norma kehidupan dalam masvarakat bertentang-
an dengan rasio ibmiah, sehingga muncul tuntutan balwa untuk memiliki
kekuasaan mengatur seharusnva ada pada rakyal. Kehidupan manusia vang
ingin selalu bersama dan memiliki kehendak vang sama dalam melindungi
hak-hak, keamanan dan kedamaian rakyat vang harus dijalankan oleh pe-
nguasa vang ditentukan oleh rakvat.

Pemikiran bahwa hidup bersama secara damat dari keinginan rakvat,
seringhali tdak selalu sebanding lurus (bertentangan) dengan keinginan
penguasa (sewenang-wenangl, Perbedaan ini memunculkan kedaulatan
rakvat. Rakvat melalui kekuasaanmya menetapkan atan menentukan pe-
nguasa dan pemerinlahan vang melakukan melindungi dan mengalankan
keinginan rakyvat. Penguasa vang diberikan wewenang harus mengakui
dan melindungi hak-hak rakvat. Konpensasi kepada penguasa vang men-
jalankan kehendak rakyat, mereka harus merelakan hak-haknya dikurangi
karena diberikan kepada penguasa. Hak-hak dan kewenangan tersebut ten-
tunya terbatas, karena dibatasi eleh hukum vang dibuat dan ditetapkan oleh
rakvat.

Kedaulatan rakyat saat ini diterapkan oleh banyvak negara dan sering-
kali dimaknai negara vang menjalankan kedaulatan rakvat dianggap sebagai
negara modern, yvaitu negara hukum dan demokrasi, yvaitu negara vang
menjalankan kehendak rakyvat atas dasar hukum vang berlaku berdasarkan
pilihan rakvat. Tindakan peayelenggara negara dan rakyat didasarkan pada
hukum vany; ditetapkan oleh rakyvat. Hukum menentukan kekuasaan peny-
elenggara negara dan orang-orang vang akan menjalankan dan menegak-
kan hukum serta hukum pula vang membatasinya kekuasaan tersebut,

1.3 KEDAULATAN NEGARA MENURUT HUKUM
INTERNASIONAL

Hukum internasional merupakan ketentuan vang diterapkan dalam
mengatur hubungan antar subjek hukum internasional yvang melintasi
batas-batas negara. Oleh sebab itu, batas wilayah negara menjadi penting
dalam menentukan kedaulatan suatu negara, Wilayah negara vang jelas
batas-batasnva, merupakan salah satu svaral berdirinya negara, Konvensi
Montevideo 1933 mengatur secara jelas bahwa; suatu persekutuan bangsa



L Menperkiort Kedamalatan Iedonesin o Liut Mesaiu Pores Maritiee Dieea

imasvarakat) dapat dikatakan sebagai suatu negara haros memunuhi svaral
sebagai berikul:

4. Memiliki wilayah dengan batas-batas yang jelas.

b, Memiliki penduduk vang menetap secara permanen di wilayah tersebut,
¢.  Memiliki pemerintaban berdaulat vang didukung oleh rakvatnva,

d.  Mampu melakukan hubungan internasional

Ketentuan Konvensi Monteviden 1933 memberikan pedoman untuk
disebut negara harus memenuhi svarat di atas, tidak terpenulmya syarat
tersebut, maka tidak dapat dikatakan sebagas suatu negara dan praktis tidak
adanya kedaulatan negara.

Keempat syarat berdirinya negara sebagaimana diatur dalam kon-
venst di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, svarat berdirinya negara adanva wilayah Pengertian wilayah
dapat dirumuskan sebagai ruang, tempat orang vang menjadi warga negara
atau penduduk negara yang bersangkutan hidup serta menjalankan aktivi-
tasnva. Wilavah negara dapat melipuli; daratan {lembah dan pegunungany,
perairan (sungai danau dan atau laut), dan ruang udara/angkasa,

Tidak semua negara wilavah memiliki wilayah perairan, banyak nega-
ra vang hanya terdiri dart daratan dan ruang udara/ angkasa saja, seperti; di
Benua Asia: Afghanistan, Laos, Nepal dan Bhatan, di Benua Afrika: Atrika
Tengah, Uganda, Nigeria, dan Chad. Di Eropa; Swiss, Austria, Hongaria,
dan Luxemburg, dan di Amerika negara Paraguay. Negara-negara ini dike-
nal dengan istilah negara tak berpantai atau negara buntu, atau dikenal pula
dengan istilah land lock state.”?

Unsur wilavah dalam Konvensi Motevideo 1933, harus memiliki batas-
batas vang jelas, sebagai tempat berdiamnya atau bermukimnya penduduok
negara secara telap [permanen) Svarat ini merupakan unsur mutlak adanya
negara. Kepelasan batas-batas wilavah negara, menentukan ruang lingkup
kedaulatan vang ditegakkan dan dihormati oleh negara-negara lain.

Kedrea, erat kaitannva dengan wilavah, syarat berdirinva negara, yaitu
penduduk. Pengertian pendudiek dalam konvensi di atas, yaitu penduduk
vang mendiami wilayah negara, haruslah penduduk vang menetap secara
permanen, dalam artl bahwa memang berdomisili tetap di wilavah tersebut,
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sehingpa secara administrabif merupakan penduduk negara vang bersang-
kutan. Penduduk atau rakvat adalah sekumpulan manusia vang terorganisir
dengan baik sehingga menjadi masyarakat vang hidup berdampingan se-
cara damai dengan kelompok masyarakal lainnva di dalam suatu negara,
atau dapat pula diartikan bahwa rakvat adalah masyvarakat vang mendiami
wilayah, menetap secara permanen ataue dalam waktu yang lama dan memi-
liki identitas sebagai penduduk negara.™

Keliga, apabila svarat wilayah dan penduduk terpenuhi, berikuinya
tenitu Jiperlukan orang-orang vang akan menjalankan akbvitas kenegaraan
untuk mencapal tujuan negara atau dikenal dengan istilab pemerintahan.
Pemermtah haruslah berdaulat, sehingga dapat mengatur rakyat secara baik
dan dipatuhi oleh rakyat vang diperintah. lstilah i dikenal dengan pemes-
tntahan vang berdaulat,

Pemerintahan vang berdaulal, adalah pemerintahan vang memiliki
strukbur dan pemimpin vang jelas, sehingga keberadaan dukungan dari
rakvatnya menjadi jelas. Pemenntahan vang berdaulat, seringkali juga di-
hubungkan dengan penguasaan wilavah, Namun bukan berarti bahwa
pemwrintahan harus berada di wilayvah tersebut, terdapat juga pemerintahan
vang didukung oleh penduduk wilavah suatu negara, tetapi berada di luar
wilayah negara (dalam pengasingan), seperti Palestina di bawah pimpinan
Yasser Arafat, dimana pada waktu kontlik Palestina, Yasser Arafat berada
dalam pengasingan, demukian pula pada saat perang Veatnam, pimpinan
Veatnam berada dalam pengasingan, namun setelah kontlik usai pimpinan
vang didukung oleh rakvatnya kembali ke wilayah negaranya,

Kempait, selain syarat wilavah, penduduk dan pemerintahan, dapal
dikatakan memenuhi unsur sebagai negara vang diakui sebagai subjek hu-
kum internasional, diperlukan satu svarat lag, vaitu kemampuan melaku-
kan hubungan dengan negara lain,

Kemampuan melakukan hubungan dengan negara lain, dalam hukum
internasional dikenal dengan lembaga pengakuan (recagmbion). Persyaratan
mi menentukan bahwa suatu negara dianggap mampu melaksanakan
hubungan dengan negara kin, apabila negara tersebut diakui oleh negara
lain sebagal suatu negara.
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Hukum mternasional bidak menetapkan, berapa negara vang men-
gakui, baru dapat diakui sebagai suatu negara. Satu negara saja vang memn-
berikan pengakuan, maka itu sudah dianggap cukup sebagai suatu negara,
seperti Indonesia pada masa kemerdekaan diakui oleh Mesir,

Negara memberikan pengakuan kepada negara baru dilakukan me-
talui proses politik dan hukum. Proses politik terkait dengan penilaian dari
negara vang akan mengakui, apakah pengakuan vang diberikan memberi-
kan keuntungan atau terdapat kepenbingan politikatau ndak. Jika diang-
gap memberikan keuntungan politik atau karena kedekatan emosional
antara pimpinan negara baru dan pegara vang memberikan pengakuan,
pengakuan tersebut akan diberikan. Namun, jika negara vang akan mem-
berikan pengakuan beranggapan bahwa negara tersebut akan menghambat
kemajuan negara pemberi pengakuan, maka negara fidak akan memberi-
kan pengakuan, sebagai contoh, bahwa cikal bakal negara baru vang se-
dang melakukan pergolakan dan pangaruh konfliknya mengganggu negara
pemberi pengakuan, negara pemberi pengakuan akan selalu menghambal
berdirinya negara baru tersebul,

Pengakuan pada kasus seperti ini, negara pemberi pengakuan akan
mempertimbangkan pemberian pengakoan, jika negara bary tersebut telah
benar-benar stabil dan adanva pematuhan terhadap hukum internasional
barulah negara lain memberikan pengakuannya.

Adapun pemberian pengakuan melalui proses hukum, sering kali di-
dasarkan pada penilaian apakah secara hukum negara tersebut telah me-
menuhi persyvaratan, baik dalam hubungannva dengan pemerintahan vang
berkuasa (tidak melanggar ketentuan hukum), perlindungan terhadap
rakyatnva, pendudukan wilavah vang diduduki juga telabh memenuhi per-
svaratan hukum.

Kemampuan melaksanakan hobungan diarttkan melakukan  ho-
bungan hukum antara pemerintah dan rakvat termasuk hubungan dengan
negara lain. [, Starke manvatakan bahwa:

Persyaratan berdirinva negara ini merupakan hal vang paling penting
menurut hukum internasional, karena persvaratan ini untuk membedakan
negara dengan unil-unil vang lebih kecil seperti; anggota-anggota federasi
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atau protektorat-protektorat vang tidak menangani sendiri urusan luar ne-
gerinya dan tidak diakui sebagai anggota masyarakat internasional.”

R.C Hingorant memberikan pandangan bahwa unsur ini bukan saja
penting tetapi juga merupakan keharusan (@ must) bagi negara, untuk mem-
peroleh keanggotaan sebagar masvarakat internasional dan subjek hukum
internasional. Adanva status/unsur ini, negara tersebut menjadi indepen-
den dan bebas mengratur masalah-masalah dalam dan luar negeranya.

D samping unsur-unsur negara yang diatur dalam Konvensi Mon-
tevided 1933, Gerhard von Glahn, menambahkan dua unsur/syarat lagi,
vaitu:pertama bahwa negara tersebul harus dapat mempertanggungjawab-
kan berbagaitindakan pejabat-pejabatnya terhadap pihak negara lain atau
mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara inlernasional, kedua
bahwa negara tersebut harus merdeka, Tanpa merdeka tdak dapat di-
katakan sebagai negara.™

Berbagai syarat berdirinva negara menurut Konvensi Montevideo di
atas, Batas wilayah negara merupakan aspek penting dan harwes ada untuk
menempatkan kedaulatan, karena batas-batas inilah kedaulatan itu dapat
ditegakkan dan sekaligus pula batas ind juga mengakhiri kedaulatan suatu
negara. Kedaulatan di dalam batas wilavah negara menentukan penguasaan
wilavah oleh suatu negara. Secara formal kemampuan mencrapkan ke
daulatan di dalam batas tersebut. menunjukkan kualitas dari suatu negara
vang membedakan dengan komunitas-komunitas atau subjek hukum inter-
nasional lainnva dan hal ini yang menjadikan negara dapat dikualifikasikan
sebagai subjek hukum internasional vang utama '

Pada awalnva, pemikiran kedaulatan dalam pandangan ahli hukum
internasional, hanya terfokus pada kekuasaan ke dalam batas-batas wilayah
negara saja. Keluar batas atan bertemunya kekuasaan negara lain, itulah akhir
dari kedaulatan negara, Dalam perkembangannya negara-negara dalam ba-
tas-hatas tertentu juga telah dapat memperluas kedaulatannya di luar batas
wilayvah negara, karena pengertian kedaulatan saat ini mengandung dua di-
mensi sebagaimana dijelaskan Milton | Esman vang menyatakan bahwasaat
mi terdapat doa dimensi kedaulatan setiap negara, vaitu:

a. Dimensi pelaksanaan kedaulatan ke dalam {mierul soveraigniy) cover-
sthe befaveon of perseone ad cortbrod of resodeces willine the ferpborial boieiderrics
i) e sfde
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b. Dimensi pelaksanaan kedaolatan ke luar (external sourereigntyl, wihich
procludes amy interferce by entsiders domestic affairs wnles are conceded

volunkarily by (15 gevernment,™

Pemikiran kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi dan suatu negara
dalam hukum internasional telah mengalami pergeseran, hukum interna-
sional memandang kedaulatan dalam arti kekuasaan tertingg tanpa batas
tidaklah dapat dipertahankan lagi, karena pesatnva hubungan internasion-
al saat ini apalagi masyarakat internasional berada dalam era globalisasi.
Kekuasaan tectinggi telah bergeser ke arah yang lebib terbatas, yaitu hanya
ke dalam batas-batas wilayvah negara saja, sedangkan untuk ke luar batas-
batas wilayah negara diberikan dan dibatasi oleh hukum internasional.

John [} Montgomery berpendapat bahwa:

Foser cenlforaes age, sovereignfy had e ambrtanes goal of proveding ahsodl secni-
Fity for the stade as part of accepled nebernihonal systesee. I ervcted the strimiges!
posssible legal barricade agatinst forcign isnasion or lesser ingerferce witle the il
af sovereign. A respected teenbietli-centiery polifical phiilesopher described fts orig-
el function 1 these oigoroms torm: o e81 polestas siper lernmm e comperetur

(Hhere is ne pogeer an earth to compere to i)l

Sejalan dengan pemikiran John [ Montgomery, Louis Henkin, me-
nyatakan bahwa penggunaan kedaulatan secara berlebihan sudah tidak te-
pat lagi. Kedaulatan perlu ditinjau ulang

I is bime bring sovereignby down to earth, Lo examie, anlyze, FeOONCeTY the
concept, cnt it dmen fo size, break ot fte normative, repackagedt, perlups eten
rerrnne i

Faktor perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terkait den-
gan komunikasi dan transportasi vang demikian maju, batas-batas wilayah
negara sudah tidak lagi menjadi penghalang untuk melakukan interaks: me-
lalui teknologi komunikast. (leh sebal itu, hukom internasional meman-
dang aspek kedaulatan suatu negara telah bergeser dengan tidak mengha-
puskan nilai-nilai hakiki dari kedaulatan itu sendiri,

Hukum mtemasional memandang kedaulatan mengandung 3 (tiga)
aspitk vaibae™

a,  Aspek Internal, negara tersebut mempunyai kekuasaan untuk mengatur

semala sesuatunya ke dalam negaranya sendiri vang dibatas: oleh
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kemstitusi atau peraturan perundang-undangan vang ditetapkan, seperti
membentuk lembaga-lembaganya, cara kerjanya, hak untuk membuat
undang-undang serta indakan-tindakan unkik mematuhinya.

b,  Aspek eksternal, vaitu kekuasaan negara lertinggi untuk mengadakan
hubungan dengan negara-negara berdaulat lainnva, Kemampuan
negara untuk  mengadakan hubungan dengan negara lain tanpa
tekanan, kekangan dan pengawasan dari negara lain akan menunjukkan
eksistensi kedaulatan negara tersebul.

c.  Aspek teritorial, berartt kekuasaan penuh dan eksklusif vang dimiliki
oleh negara atas individu-individu dan benda-benda vang terdapat di
wilavah tersebut,

Ketiga aspek kedaolatan tersebut, telah mengubah paradigma ma-
syarakat mternasional dalam memandang kedaulatan sebagai kekuasaan
tertinggi, dibandingkan dengan pandangan kedaulatan pada abad 15-19. Pe-
satmya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam interaksi an-
tar negara hampir tidak dapat dibatasi lagi. sehingura sekat-sekat kedaulatan
negara dalam batas wilavahnya sudah semakin pudar

Perubahan paradigma tentang kedawlatan vang didasarkan pada hu-
kum nasional yvang menjadi batasan kedaulatan tidak dapat dipertahankan
lagi, konsekuensinva batas kedaulatan lebrh cenderung dibatasi oleh hukam
internasional, hukum internasional juga telah memberikan kekuasaan dan
kewenangan negara dalam bidang-bidang tertentu di luar batas wilayah
negara, sepertl di Zona Tabahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan di Landas
kontinen.

Apapun pemahaman tentang kedaulatan, baik ilu terkait dengan
perkembangan pembatasan kedaulatan dan perfuasannya, pada prinsipnva
hukum internasional mengakui bahwa antara negara-negara memiliki pers-
amaan kedaulatan. Beberapa intrumen hukum internasional vang mengatur
tentang persamaan kedanlatan antara lain:™
a,  The Ulnibed Netiows Special on Principles of Internabional {awe Congering

Pracefl Keletioms and Cooperafion. Anmmy Sfafe 1964, Dalam hukum
internasional ind, mengakui bahwa semua negara menikmati persanaan
kedaulatan dan menimati hak dan kewajiban vang sama;

(1) State are juricdhcally égual

{2y Each slale vnioys e righits aiherent in full soperetgmly



Memperksat Kedalatan dadvmesio ai Lt Mero iy Pores Maritoer Daeeia

(3) Each state fus the duty bo respect Hie personalitry of offier shate.

(4 The territoral integrity and political iredepuenidence of the state are froielatde.

{5) Each stite s the right freely to choose and devefop ifs poliboal, sovidl,
gcomionne, amd cukltutal sysiems,

(6) Each stake lus the duby to comply fully and in good faith it its
intermtional obligations, end to live in peace wath ofhier state

Deklarasi Majelis Umum PBB 1970 berjudul: The Principles uf sovereign

ety Lf-,f' State dalam Declarabions om Primciples |I_f' Irebernafeoral lawe

L'mn‘r'rrrr':'zg__.Frr'm.:i.'_l.- refniiom and till-I'F-"l.'Fih‘J.n'."rl' Among sfafes @1 docordpmce

with the United Nations Charter. Mengemukakan bahwae all state enjoy

sovereign equality, They have equal right wud duties and are equal members

of the irbernational compranity, ot witle standing differences of un coonemne,

sucigl, pelitical ar other watire.,

Paragraf 4 Deklarasi Majelis Umum PBE 1974 tentang pembentukan

Tata Ekonomi Internasional Baru, sehagai berikut: The newr infernatiomal

ecomenic order stowld be founded on full respect for the follvaermg princrples:

(1) Soveretge cquality of stake

(2 Self delermmation of all people inadmssaibility of the acquisition af
fernutornies by foree:

(3} Tereitorial integrity and non inferference oo the ternal affaies of ather,

Putusan pengadilan dalam kasus Antelope (1825) vang membahas aspek
hukum persamaan kedudukan negara-negara antara Russia dan Jenewa
menegaskan bahwa keduanya memiliki hak-hak vang sama.

1 I]I_I'j|j|,'|'||]|||" |1_|"§~r.'_'rr.g'.rr.l|' Tiail 15 ppicre IJIIIi'{'.r‘FCE-I.I.I_If |il.'.[.||l'i-"|'l"l'f_'§l'lilI flrn Hre H‘-‘:uﬁ?”
cepualfy of station, Russin amd Gerecv fave eqoal rights [t results fom s equeal-
iy, that e one cm rightfully mpese @ reele on anotter. Each legisinbes for riself
but its legislation can operite-on ftselfatore. A rght, en winch is vasted in alf by
b congend of all, car be divested anly g consead; an tus trade (e sl tradz), fer
which all furoe participated, neest resain Jazefid bo these whe cammot be gnduced b
relinguislt it. As walion can presceibe a rafe foe other, nene can make @ b of -
viems; e s Praffic remsains fnpefid o these whose goteement laoe pof firtidden
i,
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2

KEDAULATAN NEGARA DI
WILAYAH LAUT DALAM HUKUM
. INTERNASIONAL

2.1 PENEMPATAN KEDAULATAN NEGARA DI WILAYAH LAUT

efjuangan panjang negara pantai untuk mendapatkan wilayah vang
dapat ditundokkan di bawah kekekuvasaanva (kedaulatan) di laut,

telah dilakukan sefak runtuhnya Empericm Komawai

Sejarah membuktikan bahwa hampir seluruh epi lautan tengah, pada
masa lalu di bawah kekuasaan emperium Romawi dengan tujuan untuk
membebaskan diri dari bahava ancaman bajak-hajak laut vang mengganggu
keamanan pelavaran di laut Kejadian ini sangat penting bagi berkembang-
nva perdagangan dan kesejahteraan hidup orang di daerah vang berada di
bawah kekuasaan Roma.'

Setelah Emperium Romawi runtuh, barulah negara-negara pantai
berani mengklaim wilayvah lautnva sebagai satu kesatuan wilayah daratan

vang tunduk di bawah kedaulatan negara,

Klaim negara pantai terhadap wilayvah laut menimbulkan polemik dan
perdebatan vang panjang, tidak saja oleh para ahli tetaps juga oleh pimpi-
nan negara. Salah satu vang terkenal adalah pendapat Bortulus dan Baldus
Bartulus meletakan dasar pembagian laut menjadi dua bagian, vaitu bagan
faut vang berada di bawah kekuasaan kedaulatan negara panta: dan di luar
vang merupakan faul bebas. Pendapal initah vang berujung adanva pemba-
gian laut teritorial dan faut lepas. Selain it Baldus berpendapat, lamembag
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tiga konsepsi penguasaan atas laut oleh negara, vaitu pemmilikan dar laut,
pemakaian laust, dan yurisdiksi atas laut dan wewenang untuk melakukan
perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan di laug”

Polemik tentang kedaulatan suatu negara di laut, pada awal perkem-
bangan hukum laut mternasional, dapat disarikan adanya dua hal, vaitu
terkait dengan wilayah vang dapat dimiliki oleh suatu negara {laut Terito-
rial} dan wilayah laut lepas {bebas) dan penempatan kekuasaan didalam-
nya. Selanjutnva dua hal tersebut, disepakati eleh masyarakat internasional
bahwa; pertarga, di wilayah laut dapat didedukan di bawah kedaulatan
dengan perimbangan, keamanan nasional (agar dapat memiliki dan me-
lindungi sepanjang wilayah negara), politik, ekonoms, yang pada dasarnva
untuk untuk menjamin kepentingan nasional negara pantai. Keduoalaut be-
s, vaitu laut yang berada di luar atau vang hidak berada di bawah ke-
daulatan negara tetapi mempunvar fungsi menvediakan jasa kepada semua
orang vang ingin kelaut dengan kapalnya atau melakukan berbagai macam
kegiatannya di laut.’

Disepakatinva pembagian wilavah laut (Territerial sea Versus High sea),
bukan berarti perdebatan terhadap kedua pembagian wilavah laut ini sele-
sai, karena masih menvisakan banvak persoalan. Perscalan utama berkisar
pada permasalahan seberapa jauh wilavah laut dapat dimiliki oleh suatu
negara dan dari mana titik awal tempat mengukur wilavah laut ke arah laut
lepas.

Perdebatan tentang batas wilavah laut negara menimbulkan berbagai
perundingan, seperti Konferenst Kodifikast Den Haag 1930, Konferensi Kon-
vensi Jenewa 1958, samipail pada akhirnya dirumuskannya Konvensi Hukum
Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1982 {Uited Nation Convention on
e Lager of fhe Sea 1982) fselanjutnya disinglet UNCLOS 19320

Kedua konferensi terdahulu (sebelum ditandatanganinya UNCLOS
1982, tidak dirtemukan kata sepakat dan peserta konterensi tentang lebar
laut teritorial. Masing-masing negara pantai menentukan lebar laat terito-
rialnya secara beragam, Negara-negara maju cenderung untuk menetapkan
lebar laut terttorialnya sedekat mungkin dengan pantai, karena semakin luas
wilavah laut lepas (bebas) semakin memungkinkan bagi negara maju un-
tuk melakukan aktivitas didalamnyva secara bebas pula, sedangkan negara-
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negara berkembang mengingmkan lebar laut teritorialnya seluas mungkin,
karena kemampuan ekplorasi dan eksploitasi yang sangat terbatas, dengan
ditetapkannva jarak laut terotoral yang jauh dari pantai, setidak-tidaknya
negara pantai dapat mengklaim secara vuridis wilayvah laulnva.

Tidak ditemukannva kata sepakat tentang lebar lant teritorial, menye-
babkan penempatan kedaulatan negara di wilayah laut, hanya sebagai slo-
gan saja, karena pada prinsipnya kedaulatan di suatn wilayah rergantung
dari kemampuan penguasaan wilavah secara nvata

* Penguasaan wilayvah laul oleh negara-negara maju (Barat), disebab-
kan banyaknya kepentingan mereka terhadap wilayah laut, sehingga peng-
aturannvapun didominasi oleh kepentingan-kepentingan Barat. Karin Hy-
ertonsson menvatakan:?

The trudesaerad loee of the sea was framed prioely by the European stafe and
reflected thetr interest in the naes of e seas, The developing state-trclading Sose
ittt only recen tly hate gamed indeferedence baee come fofee! that conditions luee
chntrged cond that Hiey are mot obfigabed to abide Iy rles created Dy offier, niles St
wrere et desigennd fo prodect theie iinterest,

Kepentingan negara-negara Fropa terhadap wilavah laut dapat dikap
dari usaha mereka untuk menetapkan lebar laul teritorial sejauh 3 (tiga) mil,
karena semakin sempit wilayvah laut negara, semakin luas wilavah laut in-
ternasional dan semakin besarlah peluang negara-negara barat untuk me-
nguasai wilayvah laut secara bebas, Kenyataan ini vang menimbulkan reaksi
negara-negara berkembang untuk memperluas kedaulatan dan yurisdiksi-
nva dr wilavah laut vang memungkinkan adanva batasan terhadap kekua-
saan negara maju di wilayah laut secara bebas. Berbagai upava terus di-
lakukan dalam konferensi-konmferensi internasionalintinya agar negdra
berkembang dapat membatasi penguasaan laut secara bebas. Pembatasan
penguasaan wilavah laul oleh negara-negara berkembang, agar hak-hak
negara berkembang juga dapat diterlindungi secara pasti melalui aturan ke-
lautan vang jelas dan pasti pula.

Upava negara-negara berkembang untuk mendapatkan akses keadil-
an di wilavah laut, baik di laut teritorial, perairan pedalaman, maupun di
wilavah laat fainnyva vang memberikan hak, kekuasaan dan kewenangan
secara terbatas, akhirnva terwujud dengan disahkannya UNCLOS 1982,
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2.2 KEDAULATAN NEGARA DI WILAYAH LAUT
BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

2.2.1 Kedaulatan Negara Pantai Di Laut Teritorial

Dalam hukum internasional, diatur bahwa negara berdaulat terhadap
wilayah negaranya, baik di darat, laut, dan ruang udara di atasnya. Hal i
dipertegas dalam dalam UNCLOS19827

Hukum mternasional mengatur tentang kedaulatan negara pantai di
wilayah laut, vaitu pada di laut teritorial, perairan pedalaman dan perairan
kepulauan. I'h luar itu, seperti Zona Tambahan, ZEE dan dasar laut {Lan-
das hontinen), bukanlah wilavah negara, tetapl negara pantai diberikan
wewenang, hak dan kekuasaan thak berdaulal atau yurisdiksi bukan ke-
daulatan} secara terbatas saja, misalnva di ZEE. negara pantai diberikan hak
berdaulat dan vurisdiksi terhadap sumber dava alam havati. Begitu pula di
Zoma Tambahan {centingfus zovel, negara pantai diberikan oleh hukum inter-
nasiomal hak dan yurisdiksi untuk pembuatan peraturan perundang-undan-

gan dan menegakannya, dibidang; imegrasi, bea coukai, fiskal dan karantina.

Pemberian hak dan kewajiban oleh hukem internasional kepada neg-
ara pantai, merupakan tuntulan pegara-negara pantai terhadap perluasan
kekuasaannyva di wilayvah laut. Kempromi terhadap tuntutan ini kemudian
disepakati bahwa kedaulatan pegara di wilavah laut hanva terbatas pada
laut teritorial dan perairan kepulavan saja. Sementara di luar rtu, tetap se-
bagai wilayah internasional, tetapi negara pantar diberikan hak, kekuasaan

dan wewenang secara terbatas saja.

Lintuk menentukan berapa jauh {luas) wilavah vang dapat ditunduo-
kan di bawah kedaulatan pegara UNCLOS 1982 menetapkan syarat-syarat
dan tata cara dimulai dengan penctapan garis pangkal, vailu garis vang
menghubungkan sisi-sisi terluar dari pulau ketika air laat surut,

Saat ini, diakui 3 {tiga) bentuk garis pangkal untuk mengukur laut teri-
torial, sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982, vaitu"

a. Garis pnngk;\l biasa ool hase lined, vaitu garis pangka] yang ditarik

pada pantal waktu air laut surut dengan mengikuti lekukan-lekukan

pantai. Garis pangkal biasa digunakan untuk bentuk geografis pulau
vang tidak berliku-liku tajamy;
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b, Garis pangkal lurus {straight base fiae), vaitu suatu garis vang ditarik dari
pantai pada waktu air laut surut, tetapi penarikannva hidak mengikuti
lekukan pantai, melainkan dengan menghubungkan HHk-tidk atau
ujung-ujung terluar dari pantai ltulah sebabnya garis pangkal lurus
disebut juga garis pangkal lurus dari ujung ke ujung (straight hose lne
frovm poind to point). Garis pangkal lurus digunakan untuk bentuk pulau
vang berliku-liku tajam seperti Norwegia {Pasal 13 UNCLOS 1982

€. Garis pangkal kepulavan, vaitu garis pangkal vang digunakan untuk
negara-negara vang terdiri dari banyak pulau dan memenuhi syarat dan
kriteria negara sebagai negara kepulauan, seperti Indonesia

Penggunaan masing-masing garis pangkal tersebut, tergantung dari
kondis: fisik wilavah negara. Bagi negara-negara vang kondisi geografi pu-
fau berliku-liku tajam dapat mengpunakan gans pangkal lurus, sedanghkan
negara vang terdird dan banyvak pulau dan merupakan satu kesatuan gugu-
san kepulauvan, sesuat dengan syarat dan kriteria yvang ditentukan dalam
Pasal 5 UNCLOS 1982 dapat menggunakan garis pangkal kepulavan, se-
dangkan di luar dari bentuk itu, negara menggunakan garis pangkal biasa,
sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UNCLOS 1982

Kevuali ditentukan fain dalam konvensi ing, untuk mengukuor laut ten-
torial digunakan garis pangkal biasa, vailu garis air rendah sepanjang pantai
sebagaimana terlibat pada peta dalam skala besar vang diakui oleh negara
pantai

Caris air rendah vang dimaksudkan dalam Pasal 5 UNCLOS
1982 adalah garis vang ditentukan ketika air laut surut, dalam pengerban
vang paling surul dan pinggir pantai vang akan diukur (dalam Konvensi
Jenewa 1958 dikenal dengan istilah fooe coater mark).

Setelah ditentukannya garis pangkal dar wilayvah pantai masing-
masing negara, selanjulnya ditarik garis untuk menentukan zona maritim
megara pantai, vaitu:

{a) sejauh 12 mil untuk Laut Teritorial, sebagaimana diatur dalam Pasal 3
UNCLOS 1952 "Setiap negara berhak menetapkan lebar last teritorialnya
hingga batas vang tidak melebihi 12 mal laut, divkur dari garis pangkal
vang ditentukan sesuai dengan konvensi ind”.
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(b} 24 mil dari garis pangkal untuk Zona Tambahan, dan
(e} 200 mil dari garis pangkal untuk Zona Ekonomi Eksklusit.

Selain pengaturan wilavah perairan (kolom air), negara pantai yang
memiliki landas kontinen {dazar laut dan tanah di bawahnyva) juga dapat
menarikan landas kentinennya sejauh 200 mil dari garis pangkal dan dapat
melebihi 200 mil sampai 350 mil dard garis pangkal, apabils wujud alamiab
dari permukaan dasar laut masih melandai sebelum sampai pada dasar laut
dalam.

Kedaulatan suatu negara pantai hanya berada pada laut teritorial se-
jauh 12 mil dan perairan kepulauan bagi negara kepulauan, Dasar hukum
kedaulatan negara pantai di laut teritorial berlaku 3 {tiga) dimensi, yaitu
Pasal 2 UNCLOS 1982 vang menelapkan bahwa:

[ laut teritorial negara pantar dapat menempatkan kedaulatannya
pada tiga dimensi, vaitu;

{1} Kedaulatan negara pantai, selain wilayah daratan dan  perairan
pedalamannyadan dalam hal negara kepulauan, perairan kepulacannya,
meliputi pulau dan jalur laut vang berbatasan dengannyva yang
dinamakan laut teritorial;

(2} Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial serla dasar
laut dan tanab di bawahnva;

(3 Kedaulatan atas laut teritorial difaksanakan dengan tunduk pada
ketertuan konvensi dan peraturan hukum internasional lainnya.

Pengaturan wentang titik awal dan luas laut teritonial bagi negara pan-
tai memberikan dasar yuridis vang kuat terhadap status wilayah laut yang,
dapat ditundukan di bawah kedaulatan negara pantai. Namun demikian,
hak-hak internasivnal, seperti kapal-kapal asing vang melintas laut teritonial
tetap harus ditzinkan oleh negara pantai, selama perlintasan tersebut untuk
maksud damai (himocent Passaee), vaitu berlayvar secara terus-menerus, lang-
sung dan secepat mungkin, tanpa berhenti kecuali dalam keadaaan yang
forve majure, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 avat {1) LINCLOYS 1982,

Lintas diartikan sebagai navigasi melalui laut teritorial untuk keperluan:

{a) Melintasi laut tanpa memasuks perairan pedalaman atau singgah
ditempat berlabuh ditengah laut (roadstead) atau fasilitas pelabuban di
luar perairan pedalaman, atau
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(b) Berlaku ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat
berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan tersebut.

Pazal 1B Aval {2) menentukan persyaratan suatu lintas, vaitu:

Harus terus menerus, langsung serta secepat mungkin, namun demiki-
an lintas mencakup berhenti dan buang jangkar, tetapi hanya sepanjang hal
tersebut berkartan dengan navigasi vang lazim atau perlu dilakukan karena
force majeure atau mengalami kesulitan atau karena memberikan pertolon-
gan kepada orang, kapal atau pesawat udara dalam bahava atau kesulitan.

Pasal 14 avat {1) UNCLOS 1982 merumuskan pengertian lintas dam-
ai, yartusepamang tidak merugikan kedamaian, ketertiban atau keamanan
negara pantas. Lintas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan konvensi in
dan peraturan internasional lainnva.

Selain pengertian hintas damai, dalam UNCLOS 1982 juga disebutkan
secara rinci tindakan yang dimaksud tidak damai atau tidak boleh dilaku-
kan selama melintas, vaitu

a. Sehap ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan,
keutuhan wilayah kemerdekaan politik negara pantai, atau dengan cara
lin apapun vang merupakan pelanggaran asas hukem mternasional
sebagaiimana tercantum dalam Piagam PBE;

b, Setiap latiban ataw praktck dengan senjata apapun;

€. Sehiap perbuatan vang bertujuan untuk mengumpulkan mformas: vang
merugikan pertabanan dan keamanan negara pantai;

d. Setiap perbuatan propaganda vanyg bertujuan mempengaruhi pertahanan
atau keamanan negara panlai.

e Peluncuran, pendaratan atau penerimaan sebiap kapal udara di atas
kapal;

f.  Peluncuran, pendaralan atau  penerimaan  seliap  peralatan  dan
perlengkapan militer;

g Bongkar atau muat setiap komodit, mats uang atau orang secara
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal,
imigrasi alau saniter negara pantai;

h. Setiap perbuatan  pencemaran dengan sengaja dan parah vang
bertentangan dengan ketentuan konvensi;

L Setiap kegiatan perikanan;
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j. Kegiban riset atau survey;

k. Betiap perbuatan vang bertujuan mengganggu setiap sistem komunikasi
atau setiap fasilitas atau mstalasi lainnya negara pantai;

I Betiap kegiatan lainnva vang berhubungan langsung dengan lintas.

Khusus untuk lintas kapal selam dan kendaraan air lainnya dalam
Pasal 20 UNCLOS 1982 diharuskan melakukan navigasi di atas permukaan
air dan menunjukan benderanya. Pasal 23 UNCLOS 1982 diatur bagi bagi
kapal asing bertenaga nuklir dan kapal vang mengangkut nuklir dan bahan
lain karena sifatnya berbahaya atau beracun, apabila melaksanakan hak lin-
tas damai melalui laul teritorial harus membawa dokumen dan mematuha
pencegahan khuosus vang ditetapkan oleh perjanjian.

Selain penghormatan terhadap hak melintas, UNCLOS 1982 juga
menetapkan untuk menghormati hak-hak nelayan tradisional {fradifoeal
fishamg righity

2.2.2 Kedaulatan Negara Kepulauan di Perairan Kepulauan

Ketentuan tentang garis pangkal untuk menentukan zona maritim
bagi negara-negara vang memiliki kekhususan (terdirn dar banvak pulau
atau kepulavan), seperti Indonesia, Fiji, Philipinadan Mauritius, menggu-
nakan garis pangkal kepulauan.

Pengaturan garis panghkal kepulavan merupakan perkembangan baru
dalam hukum laut internasional, sebagaiupaya negara-negara vang terdiri
dari banvak pulau. Oleh sebab itu, adanva pengaturan dalam Bab 1V UN-
CLOS 1982 tentang Negara Kepulauan meropakan hasil dan perjuangan
bangsa Indonesia dan negara-negara kepulauan lainnva,dalam kancah in-
ternasional,

Pengaturan resim negara kepulavan dalam hokom internasional di-
maksudkan, tidak lain untuk memberikan hak-hak bagi negara vang terdir
dan banyak pulau, seperti Indonesia dan negara kepulauan lainnya, karena
di wilayah laut antara pulau-pulau terdapat kantong-kantong wilavah vang
merupakan wilavah laut bebas atau laut internasional, sehimgea menjadi ajang
pertarungan kekuatan di lengah-tengah wilavah negara kepulauan. Oleh se-
bab itu, untuk menghindari terdapatnyva wilavah internasional di dalam suatu
negara, diatur rezim negara kepulavan.
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Bab IV UNCLOS 1982, memberikan dasar vuridis vang kuat bagr neg-
ara kepulavan untuk menegakan kedaulatan, karena posisi perairan kepu-
lavan menjads satu kesatuan vang utuh dengan wilavah daratan

2221 Munculnya Rezim Archipelagic State

Dalam The Grolicr Webster Indernational Dictionary Vol |, perkataan kep-
ulavan berasal dari kata Yunani arclipelages. Kata ini terbentuk dari kata
archift) yang berarti terpenting dan pelagos, berarti laut” fika diterjemahkan,
maka arcinpelagos berart suatu kawasan lant vanyg terpenting. Kata arcluipeli-
gos untuk pertama kali dipergunakan pada tahun 1268, vakni dalam perjan-
fan yvang diadakan antara Venesia dengan Rayr Micael Palacologus, O, John
Colombos, mengartikan kepulauan adalah:®

Tt g growpr of fslaeds foeniig part of an arcfupelegn showdd Be considered as a
waet and the extend of lerntorial waters measured fronn the cendre of B arclupelago”

Semula vang dimaksud dengan arclupefages adalab laet Aggean (seka-
rang laut mediterania), lerletak di sebelah Timur Yunam, Pada masa itu, laot
Aryeen diangap sebagail suatu kawasan lant vanyg sangat penting, karena
terletak di pusat kota perdagangan dan merupakan lalu lintas pelavaran ka-
pal-kapal niaga. Dalam keadaan im vang paling menonjol dan lebih mudah
diingat adalah kawasan tersebul merupakan rangkaian atawe gugusan pulau-
pulaw. Jadi ardupelago dimaksudkan adalah rangkaian pulau-pulau yang ter-
letak di lautan (samudera),

Berdasarkan pengertian tersebut, kemudian mbullaby konsepsi kepu-
lavan (arclupelagic concept), vaitu pandangan suatu masyarakat {negara) ten-
tang kepulauan

Secara teoritis, konsepsi negara kepulavan dalam perkembangan
huam laut modern, telah dikaji oleh berbagai ahli, seperh Philip C. Jes-
sup (1927) menvusun arficle tentang kepulaoan, fens Evensen dart Norwegia
mengadakan studi terhadap kepulavan, ia membedakan antara coastal ancln-
pelagos dan mid-ocean archipelegos. Tahun 1943, Cadel seorang sarjana hukum
Prancis menvatakan babwa negara kepulavan {coastal arclipelnges) dapat di-
anggap sebagai satu kesatuan, apabila garis dasar ditarik maksimum antara
pulau dengan kelompok pulan atau antara benua dengan pulan atau kelom:-
pok pulau terdekat.”
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Berdasarkan hasil kajian para ahli, Panitia Persiapan Konferensi Kodi-
fikasi Hukum Internasional Den Haag Tahun 1930, merumuskan kedua
macam bentuk kepulavan, vaitu:"

u.  Coastal Archipelegos adalah rangkaian pulau-pulau vang terdiri dari
sekurang-kurangnyva dua pulau dan jaraknya tidak boleh lebih 10 mil
dari pantai suatu daratan benua. Laut teritorial dapat divkur dart garis
pangkal dengan cara menghubungkan pulau-pulav tersebut dengan
daratan benua. Negara vang dapat dikategorikan sebagai constal
archipetegos, antara lain Norwegia, Denmark, Finlandia, India dan lain-
lain.

b, Mid-Cheean Argliipeleges adalah sualu rangkaian pulau-pulau vang
terdiri sekurang-kurangnyva 3 (hga) pulau yvang terletak di tengah-
tengah samudra dan jarak antara pulau dengan pulau tidak boleh lebih
dari 10 mil. Laut teriterial dapal diukur dar gans pangkal dengan
menghubungkan ketiga pulau tersebut. Negara-negara vang lermasuk
kategori ini, antara lain Indonesia, Philipina, Equador. Malvinas, Fiji,

Iceland dan lain-lam.

Konsep kepulauan (arclupelagic congepi), termasuk salah satu perma-
salahan yang cukup rumit dalam pembahasan di kenterensi hukum laut,
karena banyaknva keberatan dari negara-negara maritim besar. Bagi bangsa
Indonesia konsepsi kepulavan diterjemahkan dengan “konsepsi nusantara”,
Penvebutan ini juga digunakan secara silih berganti oleh para penulis ahl
hukum Indonesia. Lebih kurang 7 % dari luas daratan di dunia terdie dari
pulau-pulau vang berancka ragam bentuk dan ukurannyva.'

Mulalui upaya yvang terus menerus untuk meyakinkan negara-nega-
ra peserta konferensi, akhirnya konsepsi negara kepulauan dapat diterima
dengan dicantumkannva dalam Bab IV UNCLOS 1982,

2,2.2.2 Rezim Negara Kepulauan Dalam UNCLOS 1952

Berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982, untuk menentukan kriteria
kepulavan, tidak saja digunakan pendekatan geografis, tetapr puga politis,
karena pendekatan goegrafis, kepulavan hanva dilihat dan bentuk fisiknya
saja, vaitu sebagai rangkaian {formasi) dan dua atau lebih pulau-pulau vang
secara peogralis dapat dipandang sebagar satu kesatuan vang utuh, fetap
dengan pendekatan politis suatu wilavah vang terdiri dan pulau-pulau atau
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kepulauan, harus dipandang sebagai satu kesatuan geografis, ekonomis dan
politis vang hakiki, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 UNCLOS 192, vang
menetapkan:

(1) Negara kepulavan berarti suatu negara vang seluruhnva terdiri dari
satu atau lebth kepulanan dan dapat mencakup pulau-pulac lain;

(2} Kepulauan berarti sualu gugusan pulau, termasuk bagian pulay,
perairan di antaranyva dan lain-lain wujud alamiah vang hubungannya
satu sama lainnva demikian eratnva sehingga pulau-pulau, perairan
dan wujud alamiah lainnya ite merupakan suatu kesatuan geograh,
ekonaemi dan politik vang hakiks, atau vang secara historis dianggap
sebagai demikian

Detimsi kepulavan dan negara kepulauan vang ditetapkan tersebut
di atas, memberikan pedoman vang pelas, bahwa tidak semata-mata dilihat
dari aspek geografis, letapi juga aspek lainnya, seperti: hubungan yang erat
antara pulau-pulan terkait tentang sejarah terbentuknya pulau-pufau atau
dari aspek ekonomi pulau satu dengan vang lain menjadi satu kesatuan
wilavah perdagangan antar pulau dan di bawah penguasaan satu negara,
sehingga secara polibis kebaradaan pulau tersebut memang sesungguhnya
milik sualu negara (bukan vang diperebutkan).

Rumusan dalam Pasal 46 UNCLOS 1982 tersebut, jika tidak diberi-
kan suatu kreteria untuk menyatakan bahwa hamparan pulav-pulau dalam
suatu negara dapat dianggap negara kepulauan, maka setiap negara vang
terdiri dari pulau-pulav merupakan negara kepulavan. Berdasarkan per-
timbangan int, tidak semua negara vang mempunyai pulau-pulan atan wu-
jud alamiah lainnyva, dapal disebul sebagai negara kepulavan, karena jika
semua negara dinvatakan sebagai negara kepulauan, maka seluruh lautan
akan menjadi wilavah negara. Jalan kompromi masalah ini, UNCLOS 1952
memberikan solusi melalui svarat penarnkan/ penggrunaan garis pangkal
kepulauan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 avat {1-9), vaitu:

(I} MNegara kepulavan dapat menarik garis pangkal lurus kepulavan yang
menghubungkan titik-titik terluar  pulad-pulas dan karang kering
terluar kepulavan itu, dengan ketentuan babwa di dalam garis pangkal
demikian termasuk pulan-pulau utama dan suvatu daerah dimana
perbandingan antara daerah perairan dan Jdaerah daratan, termasuk
atal, adalah satu berbanding satu dan sembilan berbanding satu,
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Panjang garis pangkal demikian tidak boleh melebihi 100 mil laul, keceah
bahwa hingga 3% dari jumlah seluruh garis pangkal vang mengelilingi
setiap kepulauan dapat melebihi kepanjangan tersebut, hingga pada
suatu keparmangan maksimum 125 mil laut,

Penarikan garis pangkal demikian tidak boleh menyimpang terlalu jauh
dari konfigurasi umum kepulauan tersebul

Gaans pangkal demikian tidak boleh ditarik ke dan dari elevast surul,
kecuali apabila di atasnva telah dibangun mercustar alau instalasi serupa
vang secara permanen berada di atas permukaan laut, atau apabila
elevasi surut tersebul lerletak seluruhnya atau sebagian pada suatu
jarak vang tidak melebihi lebar faut teritorial dari pulau yang terdekat,
Sistern garis pangkal demikian tidak boleh diterapkan oleh suato negara
kepulavan dengan cara yang demikian rupa sehingga memotong laut
teritorial negara lain dari laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif,
Apabila suatu bagian perairan kepulauan swatu negara kepulauvan
terletak di antara dua bagian suatu negara letangga vang langsung
berdampingan, hak-hak vang ada dan kepenbingan-kepentigan zah
lainnya vang dilaksanakan secara tradisional oleh negara tersebut
terakhir di perairan demikian, serta segala hak vang ditetapkan dalam
perjanjian antara negara-negara tersebut akan tetap berlaku dan harus
dihormat,

Untuk maksud menghitung perbandingan perairan dengan daratan
berdasarkan ketentuan avat (1), daerah daratan dapat mencakup di
dalamnva perairan vang terletak di dalam tebaran karang, pulau-pulau
dan atol, termasuk bagan platein oceanik vang berlebing curam yang
tertutup atau hampir tertutup oleh serangkaian pulau batu gamping
dan karang kering di atas permukaan laut vang terletak di sekeliling
plalean tersebut

Garis pangkal vang ditarik sesuai dengan ketentuan pasal i, harus
dicantumkan pada peta dengan skala atau skala-skala vang memadai
untuk menegaskan posisinya. Sebagai gantinya, dapat dibuat daftar
koordinat geografis titik-titik vang secara jelas memerinc dofum geodehik,
MNegara kupul.man harus nlnngunurmk.in sebagaimana mestinya peta
atau daftar koordinal geografis denukian dan harus mendepositkan
satu salinan sefiap peta atau daftar demikian pada Sekretaris Jenderal
PEL



Kedamiartn Negra ot 1Welmant Lanet diatmm Heokaoen ferterstirsional il

Kriteria dan persvaratan penggunaan gans pangkal kepulauan, men-
jadi semacam penvaring untuk menveleksi apakah suatu negara dapat dise-
but negara kepulavan atau tidak. Suatu negara walaupun secara geogratis
terdiri dari pulav-pulau, etapi tidak memenuhi svarat sebagaimana yang
diatur dalam Pasal 47 UNCLOS 1982 tidak dapal dianggap sebagai negara

kepulauan.

Konsekuensi vuridis bagi negara vang memenuhi syarat, maka perai-
ran vang terletak di sebelah dalam garis pangkal lurus kepulavan, discbuat
"perairan kepulauan”, dan di luar garis pangkal kepulavan sejauh 12 mil
dari garis pangkal tersebut, negara kepulavan tetap dapat memiliki laut teri-
torial, seperti pada garis pangkal vang lain.

Di perairan kepulauan, sesuai Pasal 49 UNCLOS 1982 negara kepu-
lavan dapat menempatkan kedaulatan, vang meliputi: perairannya, ruang
udara di atasnva, dasar faut dan lanah di bawahnva, serta kekayaan alam
vang terkandung di dalamnyva,

Pengaturan tentang gars pangkal kepulavan dan perairan kepulavan
dalam UNCLOS 1982 memberikan dasar vuridis secara universal bagi nega-
ra kepulavan untuk menempatkan kedaulatannya tanpa tergangizu dengan
adanya kekuasaan internasional diantara pulau-pulan.Namun demikian,
negara kepulauan masih tetap menghormati hak-hak masyvarakat internasi-
onal dalam bidang pelayaran, vaitu memberikan kebebasan pelavaran bag;
kapal-kapal asing untuk melintasi perairan kepulavan melalur Adlur Laut
Kepulauan {ALK) vang ditetapkan cleh negara kepulauan

Mochtar Kusumaatmadia, T98L Hakw Lead Jnbeepaaonad, Binacipta, Bamdung, Tilm 2
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KEDAULATAN INDONESIA
DI WILAYAH LAUT (TERITORIAL
DAN PERAIRAN KEPULAUAN)

3.1 PERJUANGAN BANGSA INDONESIA MENDAPATKAN
PENGAKUAN INTERNASIONAL SEBAGAI NEGARA
KEPULAUAN

angsa Indonesia sejak dahulu telah dikenal sebagai bangsa pelaul,
sopertt suku bugis, Makasar dan Mandar sejak dabulu dikenal se-
bagal pelaut ulung dan telah mampu melavan seluruh pesisir Asia
lenggara, Australia, Madagaskar, Afrika Selatan bahkan sampai Jeddah
Arab Saudi dan telah memiliki konsep-konsep hukum laut sebagaimana ter-

tuang dalam Amunnr Gappn

Sejarah juga telah membuktikan, pada zaman kerajaan-kerajaan di
Indonesia telah juga diakui wilavah Indonesia dikenal dengan negern Mu-
santara dan konseps<i nusantara sebagaimana konsepsi negara kepulavan,
bagi bangsa ini telah terlanam dan berakar jauh bagi bangsa Indonesia se-
belum masvarakat internasional mengakuinya, bahwa konsepsi nusantara
merupakan cara pandang bangsa terhadap wilavah negaranva, Oleh sebab
i, bagi bangsa Indonesia rezim negara kepulavan vang diatur dalam ke-
tentuan internastonal saat 1m1, bukanlah hal vane barw, karena sejak 2aman
rerajaan Majapahit kata “nusantara” vang digunakan untuk menyebutkan
kepulavan,telah ada berawal dari ucapan Mpu Prapanca dalam mahakarya
tulisannyva berjudul * Negare Kerfagama” kurang lebih satu tabhun sebelum
watativva Eaja Majapahit Havam Wuruk Tahun 1364,
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alam buku Negare Kertygerna, dikisahkan keberhasilan sang Maha
Patih mempersatukan berbagai daerah sebagai satu kesatuan wilavah teri-
torial vang disebut dengan Hasfo Mundals Divipa {delapan kawasan pulau/
kepulauan) sesuai dengan “Sumpalt Palapa “vang divcapkan sebelumnya.®

Pada zaman kemerdekaan, Indonesia telah mengklaim sebagal negara
kepulavan sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Djuanda 1957 Namun
deklarasi ini hanva pernyataan sepihak dari bangsa Indonesia belum diakui
aleh negara-negara luar.

Pengakiran sepihak i mendapat tantangan dari berbagai negara pan-
tai, sehingga klaim Indonesia dalam forum Internasional menjadi perde-
batan delegasi vang ingin meruntuhkan argumentast Indonesia untuk men-
jadi negara kepulavuan sesuai konsepsi Indonesia, Salah satunva AS yang
moenvanggah konsepsi tersebul sebagai sualu pengambil-alihan wilayah.

Fada Konferensi Jenewa Tahun 1958, pembahasan tentang kepulfau-
awy o veegpra kepulasan cemakin meniadi babhan gerabicaraan yang cuk-

WP SIS, wrvhama ddepas Armerina Serieat. Terddoatlan semakim senmt
setelah ketua delegasi Republik Indonesia pada Konlerensi tersebul men-
gucapkan pidatonva yang menekankan laut antar pulau merupakan satu
kesatuan. Pada Konferensi ini, delegasi Indonesia belum berhasil memper-
juangkan konsep kepulavan manjadi hukum internasional, tetapi berhasil
mempertahankan pendirian Pemerintah Indonesia mengenai konsep kepu-
lavan vang terdapat datam Pengumuman Pemerintah tanggal 13 Desember
1957 tentang Wilavah Perairan Indonesia.’

Dalam rangka memperjuangkan konsepsi negara kepulavan, Memer-
intah Indonesia juga mempersiapkan peraturan perundang-undangan nasi-
onal untuk mendapat pengakuan Internasional. Sebelum perubahan UUD-
MR 1945, (ULTEDINELD 1945 asli) memang tidak mengatur mengenai " Wilavah
Mepara Republik Indonesia” Namun, semua warga negara sepakat bahwa
ketika para pendin negara inl memproklamasikan kemerdekaan, wilavah
negara Indonesia memiliks cakupan wilavah Hindia Belanda, sebagaimana
vang ditetapkan dalam Ordonanst Hindia Belanda 1939 (Ternronale Zeen en
Marttteme Krngen Ordomantie 1939 atau disingkat TZMEO 1934

Relevansi pengkajian wilayah Indonesia dengan ordonansi lersebut,
karena ordonansi tersebul mengatur matra wilavah berupa laut dan mem-
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punval konsekuensi atas luas berfakunya vurisdiksi nasional Indonesia seb-
#gal suatu negara.” Dengan demikian, vang dimaksud dengan wilayah per-
airan Indonesia ialah laut territorial dan perairan pedalaman.®

Berdasarkan Ordonansi 1939, dapat diketabut bahwa, laut teritorial In-
donesia vang diambil alih dari seluruh wilayah jajahan Belanda, terkandung
2 [dua) hal penting, vaihu: pertama, cara menetapkan lebar laut teritorialnya.
Redua, penentuan lebar laut teritorialnya,

Metode vang digunakan untuk mengukor laut territorial, didasarkan
padka penarikan garis pangkal, [lan titik tersebut ditarik satu garis pangkal
sepanjang pantai dar setiap pulawu ataw setiap bagian pulao vang menjadi
bagian wilayah Indonesia, sedangkan lebar laut wilayah ditetapkan 3 {tiga)
mil laut divkur dar garis pangkal ke arah sist laut,

Cara penarikan garis pangkal seperti ini, menjadikan setiap pulau
hanya mempunyal laut teritorial di sekelilingnva, sejauh 3 (tiza) mil dari
garis pantai, sedangkan di luar 3 (tiga) mil menjadi laut bebas atau laut
internasional sehingga kapal asing dengan leluasa dapat melayari laut vang
mengelilingi atau vang memisalikan pulau-pulau tersebut.”

Pengaturan tentang wilayah laut Indonesia vang terdapat dalam Or-
donansi Hindia Belanda 1939 {Terriroriale Zeeren Maritieme Keivigen Ovdiian-
tie 193% atau disingkat TZMKO 1939 dimaksod akan menimbulkan adanva
kantong-kantong wilavah di antara pulau-pulau Indonesia dan tentunya
merugikan bangsa Indonesia sebagai bangsa vang berdaulat

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa sebagai kesatuan wilavah,
pengaturan dalam TZAMKO 1939 sangal merugikan bangsa Indonesia, se-
hingiza pada Tanggal 13 Desember 1957 Pemerintah Indonesia mengetuar-
kan pengumuman pemerintah vang dikenal dengan Deklarasi Djuanda 1957
vang menyalakan bahwa:

“Megara Republik Indonesia merupakan negara kepulavan (Archipelagi
State). Pada prinsipnva deklarasi menentukan”, semua laot/ perairan di an-
tara pulau-pulau Indencsia tidak terpisahkan dari NKRI karena laut antar
pulau merupakan faut penghuhung dan merupakan satu kesatuan dengan
pulau-pulau tersebut”

Bagi bangsa Indonesia, prinsip negara kepulauan meropakan cara
pandang bangsa Indonesia terhadap wilayah, dan hal ini belumlab dira
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sakan cukup untuk meneguhkan pendirian sebagai negara kepulavan dan
perlu ditkutt dengan cara pandang sebagai kesatuan bangsa vang dikenal
dengan wawasan nusantara. Kedua cara pandang inilah vang membentuk
MNKRI menjadi negara vang kokoh, walaupun antar satu daerah dengan dae-

rah vang lain terpisah oleh lautan.

Lintuk memperiegas tentang kesatuan wilayah Indonesia, Tahun 1957
Pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Djuanda 1957, dan pada
tanggal 18 Februar 1960 Memerintab Indonesia menetapkan Peraturan
Pemerintah Pengpant Undang-Undang vang kemudian disetujui DPR, vai-
tu dalam Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indo-
nesia. Pengundangan undang-undang ini, tertunda selama lebih kurang dua
tahun, karena pada waktu 1tu sedanyg dilaksanakan Konferens: Hukum Laut
[enewa ke-2, sehingga Pemerintah Indonesia ingin menvesuaikan ketentuan
perairan lautmva dengan ketentoan konvensi, namun dalam kenvataannya
Hdak ada perubahan vang mendasar dari hasil kenvensi, maka pemerintah
Indonesia menetapkan Undang-Undang Momor 4/Prp Tahun 1960 tentang
Perairan Indonesia.

Asas-asas pokok konsepsi Nusantara dalam Undang-Undang Nomaor

4/ Prp Tahun 1964} tersebut, yaito:

a. Untuk kesatuan bangsa, integritas wilayah dan kesatuan ekonominya
ditarik garis-garis pangkal lurus vang menghubungkan titik-titik terluar
dari pulau-pulau terluar;

b. MNegara berdaulal atas segala perairan vang terletak dalam garis-garis
pangkal lurus ini, termasuk dasar laut dan tanah &1 bawahnyva maupun
ruang tdara di atasnva, dengan segala kekavaan alam vang terkandung
di dalamnya.

c. lalur laut wilayah {laut territorial) selebar 12 mil diukur terhitung dari
garis-garis pangkal lurus ini.

d. llak lintas damai kendaraan air (kapal) asing melalui perairan nusantara
tarchipelagic watersh dijamin selama tidak merugikan kepentingan negara
pantai dan mengganggu keamanan dan ketertibannya,

Seiring dengan perjalanan pembahasan di Konferensi Hukum Lawt
"R, perdebatan vang cukup panjang, tidak saja mempermasalahkan ten-
tang negara kepulavan, tetapi juga terhadap perluasan yurisdiksi negara-
negara pantal untuk menggali sumber dava laul, secara politis dimanfaatkan
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oleh Pemerintah Indonesia dengan menelapkan Pengumuman Pemerintah

tentang Landas Kontinen pada tanggal 17 Februari 1969 vang isinva terdiri

dari 4 {(empat) hal, vaitu;

a  Segala sumber-sumber mineral dan sumber-cumber kekayaan alam
lamnya, termasuk organisme-organisme hidup jenis sedenter vang
terdapat di dasar laul dan tanahl di bawahnya, tetapi di luar daerah
perairan Indonesia, hingga suatu batas kedalaman yang memungkinkan
penggalian dan pengusahaannya, merupakan milik Indonesia dan
barada di bawah vansdiks: eksklusif.

b, Dalam hal landas kontinen Indonesia, termasuk depressie-depressie (bagian
vang dalam) berbatasan dengan negara lain, Pemerintah Republik
Indonesia bersedia melakukan perundingan untuk menelapkan suatu
garis batas sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan.

£ Menjelang tercapainva persetujuan seperti dimaksod di atas, Pemerintah
Fepublik Indonesia akan mengeluarkan izin untuk mengadakan
eksplorasi serta memberikan izin produksi minvak dan gas bumi dan
untuk eksploitasi sumber mineral ataupun kekayaan alam fainnva,
hanya untuk daerah sebelah Indonesia dari garis tengah {emedian Tine)
vang ditarik antara pantai dant pulau-pulau Indonesia vang terfuar
atau dalam hal wilavah kedua negara terletak berbatasan pada pulau
vang sama, pada daerah sebelah Indomesia dari suatu garis vang titik-
tititknva terletak sama jauh dar titik-titk terdekat pada garis pangkal
laut territorial masing-masing negara,

d.  Ketentuan tersebui di atas, bdak akan mempengaruhi sifat serta status
perairan di atas landas kontinen Indonesia sebagai laut lepas, demikian
pula ruang udara di atasnya.

Pengumuman pemerintah tentang landas kontinen, tidak terlepas dari
konsepsi nusantara vang memandang wilayvah perairan Indonesia dengan
F £ (3 WEMEL E
segala kekavaan alam vang terkandung di dalamnya merupakan bak bangsa
Indonesia. Bangsa Indonesia sebagail bangsa vang menghormati kedaulatan
dan hak bangsa lain, juga bersedia melakukan perundingan dengan prinsip-
(m] :.l'.| =] {m]
prinsip hukum dan keadilan dengan negara lain,

Pencrapan konsep kepulauan seperti Indonesia, juga telab dilakukan
oleh beberapa negara, misalnva Cuba telah menerapkan konsep kepuluan
terhadap kepulauan de fos Cardrios vang terletak di Selatan panta Cuba. Be-
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gitu pula dengan Ecuador terhadap pulau-pulau Galgpages” Namun kedua
negara ini tidak dapat disebut negara kepulauan, karena jarak antara satu
pulau dengan pulau vang lain terlalu jaub dan tidak memenuhi syarat seb-
againama diatur dalam Pasal 47 UNCLOS 1952,

Dalam konferensi hukum laut PBB scelanjutnva, ternyata tidak semua
negara menentang konsepsi negara kepulavan Indonesia, ada juga negara
vang mendukung. Salah satunya adalah Filipina, Filipina juga mengklaim
perlunya rezim khusus untuk negara-negara kepulauan. Tindakan Filipina
ini didasarkan pada Surat Menteri Luar Megeri Filipina yang ditujukan k-
pada Sekretaris Jenderal PBB pada tanggal 12 Desember 19535, Dalam surat
tersebut, menvatakan bahwar

ot e srepiiid, beliveerr aend correectogg Hie di fevend islomds belowgneg he Hie
Phiitippine archipelego irrvspective of fieir widlles or dimensions, are nicessery ap-
prrtenamces of (4 Jand tervitory, foreing an ntogeal part af Mo anational or aelivnnd
witers, sichiect bo rxdusive sovereigmby of the Mlippines....

Klaim Filipina dan negara-negara lain terhadap konsep negara
kepulauan,jika diteliti ternyata berbeda dengan klaim Indonesia. Perbedaan
tersebut tampak pada: pertama klaim [ndonesia terhadap laut teritorial se-
jauh 12 mil, sedangkan Filipina tidak (3 mil}. Kedua, Indonesia mengklaim
'l,-.-i_la}.-,._\h kEJ."H]-:'IIUEI'I‘I ditundukan di bawah kedaulatan negara, sedangkan
Filipina ditundukan di bawah kedaulatan eksklusif

Banyaknya protes dan perbedaan klaim perairan kepulauan oleh ne-
gara-negara lain, Hdak menvurutkan niar bagi delegasi Indonesia tetap pada
pendiriannva, dimana konsep negara kepulauan Indonesia harus dipandang
sebagai konsep vang berbeda dengan negara maritim lainnya, karena apabi-
la Indonesia tidak diakui sebagai negara kepulauan, maka secara geografis,
politis, ekonomis dan historis, keberadaan pulau-pulau tersebut menjadi ter-
pisah, dan akan menimbulkan kantong-kantong laut di tengah-tengah dan
di antara pulau-pulay Indonesia, dalam arti bahwa terdapal wilayah inter-
nasional di dalam wilavah Indonesia dan dapat membahavakan keamanan,
ketertiban dan kedamaian bangsa Indonesia sebagai negara vang berdaulat,

Klaim Indonesia scbagai negara kepulauan, vaitu wilayah perairan
diantara ribuan pulau merupakan wilavah kedaulatan Indonesia Selain
itw, penentuan lebar laut teritorial sejauh 12 mil laut dan cara pengukuoran-



Kediwn!atnn Indomesm df Wilingah Laied ¢ Teettorial dare Perairam fegelindin) g

mva dengan menggunakan garis pangkal kepulauan, merupakan hal vang,
harus dilakukan, Konsepsi inilah vang menimbulkan protes dari delegasi
lain yang menganggap, pulau-pulau vang terpisah oleh perairan menjachi
wilayah nasional dianggap mengambil wilayah laut internasional sehingga
wilavah Indonesia menjadi bertambah luas.

Klaim konsepsi kepulavan Indomesia vang sangat menguntungkan
bagi Indonesia, menumbulkan keberatan negara-negara, seperti; Amerika,
Inggris, New fealand, Belanda, dan Australia,

Delegasi negara-negara besar tersebut, berdalil bahwa laul merupa-
kan hak milik seluruh umat manusia, sehingga hak masvarakat internasi-
onal harus dihormati dan jika ditundukan pada kedaufatan negara, maka
dikhawatirkan akan mengurangi prinsip laut milik seluruh vmat manusia.
Selain itu, konsepsi kepulavan versi Indonesia, vang menjadi bagian wilayah
negara kepulauan dan tunduk di bawah kedavlatannya, dipandang sebagai
sesuatu langkah pengambilan wilavah {appropriafionidan sangat merugikan
kepentingan negara-negara maritim besar. Pada hal, tidaklah demikian,
karena prinsip ini pada hakikatnya untuk memulihkan serta mengaman-
kan wilayah laut Indonesia vang selama ini justru menguntungkan negara-
negara maritim besar, dengan alasan kebebasan di faut mereka mengambil
keuntungan dengan kondisi wilayah perairan Indonesia.” Tanpa meng-
hiraukan kedaulatan Indonesia sebagai negara pantai vang juga memiliki
hak terhadap lautnva dan merasa sangat terganggu dengan adanva ke-
bebasan di laut, negara-negara maritim besar membahavakan keamanan
dan kedamaian, tidak saja bagi Indonesia tetapi juga bagi kawasan.

Alasan delegasi Indonesia vang tetap mempertahankan konsepsi ke-
pulauan, vaitu secara geografis Indonesia vang terdivi dari ribuan pulau
tidaklah mungkin terpisah-pisah oleh laut bebas, (leh sebab itu, konsepsi
negara kepulavan Indonesia harus dilaksanakan demi kedaulatan, keaman-
an, kedamaan, dan keutuhan bangsa Indonesia. Pertimbangan-pertimbang-
an inilah vang memicu Pemerintah Indonesia untuk mempertahankan prin-
sip negara kepulavan.

Perkembangan =elanjutnya, konsep kepulavan yvang disampaikan
pemerintah Indonesia dikenferensi internasional, lelah mengilhami lahimya
konsep negara kepulavan secara internasional, vaitu wilavah daratan {pu-
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lau) dan wilayah laut vang mengelilingi rangkaian pulav-pulau stu, di-
anggap sebagai suatu kesatuan (unit) yang tidak terpisahkan dan sesuai
persyaratannegara-negara vang diakui sebagai negara kepulavan hanya
terbatas bag Indonesia, Filipina, Mauritios dan Fiji."!

Diari aspek hukum internasional, Indenesia telah diakui sebaga negara
kepulavan. Oleh sebab itu, dari aspek hukum nasional juga perlu penetapan
vang disesuaikan dengan LNCLOS 1982 dan hal ini diiringi dengan peruba-
han kensitust Indonesia vang menegaskan secara konstitusional Indonesia
sehagai negara kepulauan (nusantara), sebagaimana diatur dalam Pasal 254
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNE] 1945), mene-
tapkan bahwa:

"Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuzh negara kepulavan
yang bercirikan Nusantara dengan wilavah yang batas-batas dan hak-
haknva ditelapkan dengan undang-umndang.”

Pernyvataan datam UULNRI 1945 bahwa lndonesia adalah negara kep-
ulavan (Archipelagic State) merupakan pernvataan de fure, sedangkan secara
i facte, didasarkan pada kondisi geografis Indonesia vang sebagian besar
terdiri dari wilavah perairan (75.26%), memiliki 17.508 pulau dengan kes-
eluruhan panjang szaris pantainya tidak kurang dar 81.000 km dengan luas
5193250 km'.

Kondisi wilayah Indonesia seperti di atas, menuntut bangsa Indone-
sia untuk mampu Hdak saja mempertahankan, tetapi juga memperkuat ke-
daulatan dan mengolah sumber daya alamnva untuk kesejahteraan seluruh
bamgrsin,

Perjuangan panjang bangsa Indonesia beserta negara-negara kepulau-
an lainnya untuk mewujudkan rezim negara kepulauan, akhirmya terwujud
dengan diaturnya rezim hukum negara kepulavan (Archipelagie stafe) dalam
Bab IV UNCLOS 1982 vang ditandatangani oleh peserta konferensi di Mon.
tego Bay Jamaika " UNCLOS 1982 diratifikasi oleh Pemerintah Republik n-
donesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tenfang Ratifikasi
UNCLOS 1962,

Diakuinya Indonesia sebapgai negara kepulauan, wilavah Indone-
sia menjadi bertambah luas, vaitu memjadi 819325 km® vang terdiri dari
2027 087 km® daratan dan 6.166.163 km? wilayah perairan.'’ Namun, negara
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kepulavan, wajib mengakur hak-hak vang ada dan kepentingan-kepent-
ingan sah lainnya dari negara tetangga, seperti hak perikanan tradisional,
peletakan kabel dan pipa Jdi dasar laut, dan hak lintas damai melalui alur
laut kepulavan

Konsekuensi yvuridis disahkannya UNCLOS 1982 dan telah diratifika-
si, Indonesia harus mengambil tindakan untuk melakukan berbagar kewa-
jiban vang diperintahkan oleh UNCLOS 1982, antara lan:

a,  Penetapan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar,

b, Penentukan garis pangkal vang menghubungkan titik-titik tersebul
sebagai batas negara kepulauan.

€ Melakukan perundingan tentang batas wilavah yang berhadapan
denpgan negara lain.

d. Mendaftarkan titik-titik koordinat dengan peta vang jelas ke Sekretaris
Jenderal PBB sebagai batas wilavah NKRI sehingga dapat diketahui oleh
negara-negara lain,

£ Menentukan alur faut kepulauan untuk kepentingan pelavaran {lintas
damai}

Berdasarkan pemikiran di atas, dapat ditegaskan babwa terhadap
wilayah laut Indenesia, terdapal 3 (tiga} hal vang menjadi prieritas pemban-
Bunan, yarhu:

Pertannt mempertahankan dan memperkuat kedaulatan, dalam arb
hahwa pengakuan secara di-frcto dan de-jure lerhadap wilayah Indonesia
sebagai negara kepulavan. Kenvataan in lidak dapat dapandang hanva se-
batas di atas kertas saja, dan hanya menjadi pembicaraan dalam diskusi-dis-
kusi {seminar) dan cerita-cerita rakyal saja, letapi lebih dar itu kedaulatan
Indonesia harus diperkuat dan dipertahankan agar keberadaan wilayah
yang demikian luas dapat tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Re-
publik Indonesia (NKRI). Tidak ada jalan lain bagi bangsa Indonesia kecuah
meningkatkan koalitas sumber dayva manusia, melalui berbagai pengusaaan
Smu pengetahuan dan teknologt vang saat ini disadari masih tertinggal dan
Bangsa lain,

Kedug, melakukan langkah-langkah konkrit untuk mengelola sumber
dava alam secara optimal, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
:llrena. potensi sumber dava vang melimpah int memiliki nilai ekonomi




42 Mentperkiat Kedunletan Tudomesta de Lant Mevau Pores Marstion Dueie

yang potensial bagi permbangunan bangsa. Mamun, pengelolaannya harus
memperhatikan aspek kelestrariannya (su mber dava alam Indonesia meru-
pakan warisan generasi vang akan datang). Dalam konteks ini, prnguasaan
dan pengelolaan oleh bangsa asing harus diminimalisir, karena sumber daya
alam Indonesia adalah milik bangsa Indonesia. Bukankah Bung Hatta salah
satu proklamator Indonesia pernah berkata “biarkan kekayaan alam Indo-
nesia terkubur di bumi Indenesia sampai bangsa kita sendiri mampu men-
gelolanva”, Pernvataan int menunjukkan tekad dari pendin negara bahwa
kekavaan negara adalah untuk bangsa Indonesia,

Saat ini, secara vuridis formil bangsa Indonesia telah diakw masyara-
kat Internasional scbagai negara kepulauan. Namun, untuk menjadikan per-
airan kepulauan sebagai poros maritim dunia, diperlukan langkah-langkah
konkrit, vaitu memperkuat kedaulatan Indonesia di laut sebagan fondasinya,
dan melakukan pembangunan dengan fekuos utamanya di laut, kedua lang-
kah ini tentunva tidaklah mudah, semua elemen masyarakat harus mendu-
kung dan berupaya keras dalam melakukan pembangunan maritim Indone-
sia vang didasarkan pada kebijakan-kebijakan hukum vang fo kus, sehingza
spcara saty kesatuan seluruh kebijakan tersebut mengarah pada Indonesia
sebagal poros maritini dunia, sesuai sembovan *falesoeea Jagaoale”, di Laut
Justru Kita laya.

Ketiga, menumbuhkan jiwa dan budava maritim kepada segenap
bangsa Indonesia, karena jiwa maritim yvang kokoh vang hidup dalam sa-
nubari bangsa Indonesia merupakan landasan utama dari setiap pembangu-
nan maritim Indonesia

Kesadaran bangsa akan kondisi dan posisi wilavah negara yang
dikelilingi vleh laut memberikan peluang vang besar untuk pembangunan
maritim Indonesia. Jiwa dan budava bahari vang telah tertanam pada masa
]dl'"l_ﬁﬂu_. {olah memberikan efek |_'I|._Hil'iF I\'..t"'Fli:'I da ek Y ANE ban b -
nesia menjadi pelaut ulung yang mampu menguasan samudera, sehingga
dikenal oleh bangsa-bangsa lain, Jiwa dan budaya bahari ini sudah semesti-
nva sehagai modal dasar untuk orientasi penguasaan ilmu pengetabuan dan
teknologi kemaritiman. Hilangnva kesadaran akancara pandang bangsa ter-
hadap wilavah negaranva akan menvurutkan langkah untuk menatap masa
depan Indonesia sebagai bangsa maritim dan akan selamanya wilayah laut
Indonesia vang banyak mengandung potenst sumber daya alam menjadi
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afang perebutan negara-negara maritim besar sementara bangsa Indonesia
h.an:.-'a. menjadi penonton.

3.2 ADOBSI UNCLOS 1982 DALAM PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DI INDONESIA

Berlakunyva UNCLOS 1982, menimbulkan konsekuensi vuridis bag
senua negara, tidak saja bagi negara pantai tetapt juga bagi negara yang
tidak memiliki laut.

Padd saat ini lebth dari &) pegara telah meratifikasi UNCLOS 1982,
Oleh karena itu, UNCLOS 1982 telah berlaku secara universal, vailu ber-
laku tidak saja bagi negara vang menandatangami naskah konvensi pada
saat konferensi dilaksanakan, tetapi juga bagi negara-negara vang telah
meratifikasi, pthak Negara ketiga dan organisasi internasional., Pentingnya
UNCLOS 1982 untuk dijadikan landasan hukum dalam memanfaatkan dan
melindungi laut, datam Pasal 310 disebutkan bahwa:

ratifikasi vang dilakukan suatu negara tidak dapat dihalangi oleb suatu ne-
sarapun, ketika menandatangani, meratifikasi atau aksesi pada konvensi
ini, membuat deklarasi-deklarasi atau pernyvataan-pernyataan, bagaimana-
pun dirumuoskan atau dinamakan, dengan maksod, pefer alia, untuk me-
nyelaraskan hukum dan perundang-undangannva dengan ketentuan-ke-
tentuan kenvensi mil asalkon deklarasi atau pernvataan demikian tidak
dimaksudkan untuk mengenvampingkan atau merubah akibat hukum dari
ketentuan-ketentuan Konvensi ini dalam penerapannys terhadap negara
bersebil,

Bagi Indonesia diberlakukannva LINCLOS 1952 merupakan suatu
bentuk pengakuan negara-negara lam akan keberadaan wilayah Indonesia,
eh sebab itu, menjadi suatu keharusan:

Pertama seluruh peraturan perundang-undangan Indonesia yang ter
kait denpan pengaturan kelautan Indonesia disesuaikan dan diharmonisasi-
kEan dengan ketentuan UNCLOS 1982, Langkah penyesuaian peraturan pe-
mundani-undangan dengan UNCLOS 1982 merupakan wujud upaya bangsa
dalam memantapkan prinsip dasar negara kepulavan dalam wilayah NKRL
Ssekaligus menunjukkan komitmen untuk mempertabankannyva.
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Keidua, UNCLOS 19582 harus dilaksanakan dalam bentuk nyvata Tidak
hanya dalam lataran normative, tetapi juga dalam tataran kebijaksan dan
program secara empirik

Selain menetapkan peraturan perundang-undangan dan menghar-
monisasikan dengan UNCLOS 1982, juga perlu upaya-upava lainnya, ter-
masuk dalam merumuskan kebijakan dan program-program nyala untuk
memantapkan kedaulatan dan eksistensi wilavah laut Indonesia, sehingga
negara lain dapat menghormatinya. Jika ini tidak dilakukan pengakuan In-
donesia sebagai negara kepulauan hanva sebalas pengakuoan saja tanpa efek
nvala dalam arti wilayah Indonesia masih menjadi wilavah perairan inter-

nasicnal.

Pengakuan intermasional kepada Indonesia sebagai negara kepulavan,
harus dipandang sebagan upava awal mewujudkan Indonesia sebagai negara
vang berdaulat untuk mencapai tujuan vang telah digariskan oleh pendin
negara dalam Pembukaan ULDRI 1945

Eksistensi negara sangal bergantung pada hak negara atas teritorial
vang menjadi miliknva dan ini harus ada upaya nvata mengelola dan men-
jalankan aktifitas bahwa wilavah tersebut memang dikuasai secara nvata
{asas efektifres), sebagaimana pengelolaan wilayah daratan secara satu kesal-
uan, karena kesatuan negara Hdak mesti terdiri dari satu kesatuan daratan,
akan tetapi dapatjuga terdin dari daratan-daratan vang terpisah seperti um-
umnvia dijumpai di negara kepulavan,

Kesatuan teritorial nesgara merupakan kesatuan hukum, bukan se-
mata-mata kesatuan geografis alami. Oleh sebab itu, memandang wilayah
suatu negara tidak dapat hanya dilihat dar aspek geografis, karena akan
menvulitkan kepastian batas, tetapr juga harus dipandang sebagai kesatuan
hukum. Aspek hukum ini menjadi dasar untuk adanva kepastian teritorial
negara sehingga dapat menempatkan kedaulatannya.

Prinsip Ji atas, harus dipahami oleh bangsa Indonesia, sebelum Ji-
pahami oleh bangsa lain, Perbedaan secara geografis bentuk negara Indo-
nesia dengan negara lain, harus dipandang sebagai suatu vang memilik
kekhasan dan perlu cara penetapan batas zona maritimnya secara khusus

Fru:].'a
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Berbagai peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk perganji-
an bilateral vang difermalkan dalam bentuk undang-undang dan keputusan
presiden, maupun peraturan perundang-undangan nasional lainnya yang
terkait dengan pengaturan batas wilavah negara merupakan satu kesatuan
sistern hukum Indonesia vang dijadikan dasar dalam penentuan eksistensi
dan kedaulatan negara di wilavahnya

Berdasarkan konsepsi di atas, pemerintab Indonesia berupava me-
lengkapi berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan wilavah,
sekalipus pula mengharmomisasikan seluruh peraturan satu dengan vang
lain terkait dengan Indoenesia sebagai negara kepulavan. Pengakuan Inter-
nasional tentang bentuk wilavah Indonesia, harus diimplementasikan dalam
peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan program sehingga bangsa
lain dapat memandang bangsa Indonesia dengan segala kekhasan wilayah
negaranya sebagai negara kepulavan dan lentunya menjadi keharusan
bangsa dan negara lain untuk menghormatinya. Penghormatan yang kon-
sisten dengan segala konsekuensinya diwujudkan dalam bentuk peraturan
perundang-undangan.

Adapun Peraturan perundang-undangan vang telah ditetapkan
ditetapkan, mengacu kepada: pertama, wujud Indonesia sebagai negara
hukum vang segala sesuatunya didasarkan pada hukum Keduoa, sebagm
konsekuensi dalam hubungan internasional vang mendudukan negara-
negara sederajat, sehingga pematuban hukum negara lain oleh bangsa In-
donesia juga berimbas pematuhan negara lain terhadap hukum Indonesia,
karena azas hukum internasional menentukan bahwa antara satu negara ha-
ras menghormati kedaulatan negara lain, begitu pula aturan hukum yang
ditetapkan sualu negara harus dipatuhi oleh bangsa dan negara lain secara
fimbal balik

Dibidang kelautan, sesuai dengan implementasi UNCLOS 1982,
pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan perundaniz-undang
vang pada mtinya memantapkan posisi Indonesia dipergaulan internasional
sebagai negara kepulavan yang memaliki hak, wewenang dan kewapiban hu-
fum dan bukan hanva sekedar pengakuan sepihak,
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3.2.1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah
Negara

Ditetapkannyva Undang-Undang Nomer 43 Tahun 2008 Tentang
Wilayah Negara, didasarkan pada pertimbangan bahwa “Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagai negara kepulavan vang bercirt nusantara mem-
punyai kedaulatan atas wilavahnya serla memilik hak-hak berdaulat di luar
wilavah kedaulatannva dan kewenangan tertentu lainnva untuk dikelola
dan dimanfaatkan sebesar-besarnva bagi kesejahteraan dan kemakmuran
rakval lpdonesia®

Wilavah negara sebagaimana dimaksud dalam UUDNRI 1945 tersebut
menganut sistem:

3. Pengaturan suatu Pemerintahan negara Indonesia yang melindung
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;

b. Pemanfaatan bumi, air, dan udara serta kekayaan alam vang terkandung

di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

Desentralisasi pemerintahan kepada daerah-daerah besar dan kecil vang

bersifat otonom dalam bingkal Negara Kesatuan Republik Indonesia;

dan

d. Kesejahteraan sosial bag seluruh rakvat Indoenesia

M

Pertimbangan penetapan Undang-Undang tentang, Wilavah MNegara,
sebagai konsekuensi bentuk geografis negara Indonesia sebagal negara
kepulauan dengan segala hak, kewenangan dan kewajiban dalam negara
berdaulat vang penting diakui oleh masyarakat imternasional sekaligus pula
untuk menjamin kepastian hukum bagi semua pihak dengan segala aktivi-
tasnva dalam wilayah NKRI, dengan tujuan sebagai berikut:"

a.  menjamin keutuhan wilavah negara, kedaulatan negara, dan ketertiban
di Kawasan Perbatasan demi kepentingan  kesejahteraan  segenap
banjsa;

b.  menegakkan kedaulatan dan hak-hak berdaulat; dan

¢, mengatur pengelolaan dan pemantaatan wilavah negara dan kawasan
perbatasan, lermasuk pengawasan batas-batasnva,

Masar pertimbangan ditetapkannyva Undang-Undang tentang Wilavah
Megara telal sesuai dengan prinsip-prinisp tentang wilavah yang diatur
dalam berbagai ketentuan internasional.
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Sejalan dengan pertimbangan tersebutl di atas, terkait dengan batas
wilayah perairan, Pasal 1 Undang-Undang tentang Wilavah Negara men-
egaskan bahwa Wilayah Negara adalah: "salah sabn unsur negara vang
merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, peratran
kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, ser-
ta ruang udara di atagnya, termasuk seluruh sumber kekavaan yang rerkan-
dung di dalamnva”. Dengan demikian, ruang lingkup pengaturan walayah
negara, meliput:

a.  Ruang lingkup Wilavah Negara vang, meliputi wilavah daratan, wilayah
perairan pedalaman, perairan kepulavan, laut teritorial, dasar laut, dan
tanah di bawahnva, serta ruang odara di atasnva termasuk seluruh
sumber kekavaan vang terkandung di dalamnva,

b, Hak-hak berdaulat Negara Republik Indoneszia di Zona Ekonomi
Ekeklusif dan Landas Kontinen serta hak pengawasan di Zona
Tambahan

¢.  Kewenangan Pemerintah melakukan pengaturan pengelolaan dan
pemantaatan wilavah negara serta Kawasan Perbatasan,

d. Kelembagaan vang dibert kewenangan untuk melakukan penanganan
Kawasan Perbatasan, Unsur keanggotaan kelembagaan ini berasal dari
unsur Pemerintah dan Pemerintah Dacrah mengingat posisi strategis
wilavah perbatasan terkait dalam hal seperti kedaulatan negara,
keutuhan wilavah, penegakan hukum dan kesejahteraan rakvat,

e Keikutsertaan masvarakat dalam menjaga dan mempertahankan
Wilavah Negara termasuk Kawasan Perbatasan.

f.  Larangan dan sankst bagi setiap orang vang melakukan pelanggaran
terkait dengan Wilavah Negara dan batas-batasnya.

Pengaturan zona maritim dalam Undang-Undang Wilayah Negara,
terdiri dari dua hal, vaitu: Pertama, wilayah perairan vang terdiri dari perai-
ran pedalaman, perairan kepulavan, dan laut teritorial dan kedua, wilayah
yuridisksi negara, vaitu wilayah di luar Wilayvah Negara yang terdiri dari;
ZEE, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan, Di wilavah ini negara memiliki
hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnva sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan dan hukum mternasional. Kesemua
pengaturan tentang rona maritim dalam undang-undang ini telah disesuai-
kan dengan UNCLOS 192
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3.2.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

Undang-Undang Kelautan, merupakan pengaturan khusus tentang
wilayah laut Indonesia dengan segzala hak dan kewajibannyva, Keberadaan
Undang-Undang Kelautan sebetulnyva jawaban dari pengaturan wilavah
laut Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982 vang selama ini masih didasar-
kan kepada ketentuan vang lama, vaitu Undang-Undang Momor & Tahun
1996 tentang Perairan Indonesia,

Pernyataan bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan
dan menempatkan kedaulatan di perairan kepulauan dengan segala hak
dan wewenang vang ada di dalamnya, sebagaimana diatur dalam UNCLOS
1982, ditindaklanjuli dengan Pasal 3 Undang-Undang Kelautan, yaitu: Peny-
elenggaraan Kelautan bertujuan untuk:

a. menegaskan Indonesia sebagai negara kepulavnan berciri nusantara dan
maritim;

b, mendavagunakan Sumber Dava Kelautan dan/atau kegiatan di wilayah
Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
hukum laut internasional demi tercapainva kemakmuran bangsa dan
NEgATa;

c. mewujudkan Laut yang lestari serta aman sebagai ruang hidup dan
ruang juang bangsa Indonesia;

d. memanfaatkan Sumber Dava Kelautan secara berkelanjutan untuk se-
besar-besarnva kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengor
bankan kepentingan generasi mendatang;

e, memajukan budava dan pengetahuan Kelautan bagimasvarakat;

[, mengembangkan sumber dava manusia di bidang kelautan yang pro-
fesional, beretika, berdedikasi, dan mampu mengedepankan kepentin-
gan nasional dalam mendukung Pembangunan Kelautan secara optimal
dan terpadu;

. memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat
sebagai negara kepulavan; dan mengembangkan peran Negara Kesatuan
Republik Indonesia dalam percaturan Kelautan global sesuai dengan
hukum laut imternasional untuk kepentingan bangsa dan negara.

Adapun keberadaan zona maritim Indonesia dengan segala konsekue-
nsinva sebagai implementast dari UNCLOS 1982, diatur dalam Pasal 5, 6, 7,
R dan 9, selengkapnya isi pasal tersebut sebagai berikut;
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Pasal 5

i1} Indonesia merupakan negara kepulavan vang seluruhnya terdini atas
kepulavan-kepulavan dan mencakup pulau-pulau besar dan kecil yang,
merupakan satu kesatuan wilavah, politik, ckonomi, sosial budaya,
dan historis vang batas-batas wilayahnva ditarik dari garis pangkal
kepulauan,

{2) Kedaulatan Indonesia scbagai negara kepulavan meliputi: wilavah
daratan, perairan pedalaman, peratran kepulauan, dan laut teritorial,
termasuk ruang udara diatasnva serta dasar Laut dan tanah d
bawahnyva, lermasuk kekayaan alam vang terkandung di dalamnya.

1% Kedaulatan Indenesia sebagaimana dimaksud pada avat(2) tunduk
pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Konvensi PBB lentang
Hukum Laut Tahun 1982, dan hukum internasional vang terkait

Masal 6 mengatur tentang wilayah laut vang terdini dari wilavah perai-
ran Indonesia, wilayah vurisdiksi dan laut serta Indas kontinen. Munculnya
Pasal 6 merupakan implementasi dan penyesuaian tentang xona maritim
vang diatur dalam UNCLOS 1982 vang menentukan bahwa di wilayah laul,
diatur berbagai rezim vang satu sama lain tunduk pada rezim sendiri-send-
iri, seperti rezim laul teritorial, rezim ZRE dan landas konbinen serta rezim
laut lepas dan rezim kawasan samudra dalam. Indonesia sebagai negara
vang telah meratifikasi UNCLOS 1952 berkewajiban memantapkan kembali
rezim zona maritimnya, khususnva terkait dengan wilayvah vang tunduk di
bawah kedaulatan, di bawah vurisdiksi negara dan wilavah internasional.
Pasal & terdiri 3 avat:

(1} Wilayvah Laut terdirt atas wilayah perairan dan wilayah vunsdikst serta
laut lepas dan kawasan dasar laut internasional.

{2) Megara Kesatuan Republik Indonesia berhak melakukan pengelolaan
dan pemantaatan kekavaan alam dan hingkungan Laut di wilayah Laul
sebagaimana dimaksud pada avat (1)

{3 Pengelolaan dan pemantaatan sebagaimana dimaksud pada avat (2
dilaksanakan sesuat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan hukum mternasional.

Penpaturan dalam Pasal 6 im sekahgus juga pernyvataan dan komitmen
Indonesia terhadap hak dan kewajibannya di zona maritim vang, sesoai ke-
tentuan Internasional. Selanjutnva int penting vang diatur dalam Undang-
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Undang, Kelautan sebagaimana diatur dalam Pasal ® ditegaskan kembali
dalam Pasal 7, § dan 9. Pasal-pasal ini, merine wilayah perairan Indonesia
sesuai dengan zona maritim dalam UNCLOS 1982, vang terdir:

(1} Wilavah perairan sebagaimana dimiksud dalam Pasalb avat {1) meliputi:
a. perairan pedalaman:
b, perairan kepulavan: dan
¢ laut teritorial.
(71 Wilayah_ yurisdikst sehagaimana dima Leud dalam Pasal & avat (1)
meliputi:
a, Zoma Tambahan;
b, Zona Ekonomi Eksklusit Indonesia; dan
¢, Landas Konhnen.
(3) Negara Kesataan Republik Indonesia memiliki:
2. kedaulatan pada perairan pedalaman, perairan Kepulauan, dan laul
teritorial;
b, vurisdiksi fertentu pada Zona Tambahan; dan
¢ hak berdaulat pada Zona Ekonomi Ekeklusif dan Landas Kontinen.

(4) Kedaulatan, yurisdiksi tertentu, dan hak berdaulat di dalam wilavah
perairan dan wilavah yurisdiks) sehagaimana dimaksud pada avat {3)
dilakeanakan berdasarkan ketenluan peraturan pcrundangaundangan
dan hukum internasional

Pasal 8

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia  berhak menetapkan  fona
Tambahan Indonesia hingga jarak 24 mil laut dari garis pangkal.
(2y Di Zona Tam hahan Indonesia berhak untuk:
a.  mencegah pulanggaran ketentuan peraturan ]:'-En:|‘|L{'=1|'|g-u11dungem
tentanyg bea cukai, fiskal,
b, imdgrasi, atau caniter di dalam wilavah atau laut
c. teritorialnya; dan menghukun pelanggaran terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaiman dimaksud pada
huruf a vang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya.
(3 Penetapan dan pengelolaan Zona Tambahan Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} dan avat 12y diatur sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,
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Pasal 9

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak untuk mengklaim Landas
Kontinen di luar 200 mil laut dari gans pangkal.

7 Batas Landas Kontinen di luar 200 mil laut dari garis pangkal harus
disampaikan dan dimintakan rekomendasi kepada Komisi Batas-Batas
Landas Kontmen Perserikatan Bangsa-Bangsa scbelum  ditetapkan
sebagai Landas Kontinen Indonesia oleh Pemerintah,

(3) Landas Kentinen di luar 200 mil laet vang telah ditetapkan harus
dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
hukum laut internasional.

Konsekuensi yuridis terhadap pengaturan di atas, perlu dintindaklan-
juti dalam peraturan teknis dan dalam menentubkan batas wilavah dengan
negara tetangga dalam bentuk perjanjian internasional (bilateral} dan pen-
gaturan wilavah dalam hukum Indonesia juga harus menjadi acuan karena
tidak boleh bertentangan dengan hukum internasional dan hukum nasional,

3.2.3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEL merupakan tin-
dakan politis Indonesia untuk segera mengimplementasikan UNCLOS 1982,
Keradaan ZEEl sebagai pengaturan vang disesuaikan dengan UNCLUS
1982, dapat ditemukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1983
tentang ZEEL menyatakan bahwa

dimaksud dengan ZEFEI adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laul
wilavah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang
vang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di
bawahnva dan air di atasnya dengan batas terfuar 200 {dua ratus) mil laut
diukur dari garis pangkal laut wilayah Indenesia.

Melalui pengaturan ini, Indonesia mendapat tambahan wilayah pen-
gelolaan laut sekitar 2.7 juta km?, hingga menjadi 5.8 juta kme "

Komitmen Indonesia terhadap pematuban hukum imternasional, pen-
gelolaan ZEE] vang berdampingan dan berhadapan dengan ZEE negara
tetangiza, pemerintab Indonesia bersedia untuk melakukan perundingan
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batas, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1983 menyatakan bahwa;

apahila ZEE Indonesia tumpang tindih dengan ZEL negara-negara vang
pantainya saling berhadapan, atau berdampingan dengan Indonesia, maka
batas ZEE antara Indonesia dan negara tersebut ditetapkan dengan persetu-
juan antara Indonesia dengan negara tersebut.

Adapun Perjanjian internasional antara Indonesia dengan negara tet-
angga tentang ZEE vang telah ditandatangani, vaitu: Perjanjian ZEE den-
gan Australia melalui Penanpan Antar Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Australia tentang Penetapan Batas Zona Fkonomi Eksklusif dan
Batas-Batas Dasar Laut Tertentu vang ditandatangani di Perth pada tanggal
14 Maret 1997 '»

Beberapa peraturan perundang-undangan untuk menidaklanjuti Un-
dang-Undang ZEE Indonesia lebih ditujukan untuk pemanfaatan ZEE Indo-
nesia it sendiri, namun untuk penentuan batas ZEE secara past, khusus-
nya yang berhadapan dengan ZEE negara lain, baru perjanjian batas ZEE
dengan Vietnam dan Australia vang telah disepakati, pada hal cukup ban-
yak wilayah ZEE vang behadapan dengan negara lain vang belum tuntas
diselesaikan.

3.24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen
Indonesia

Pada saat dilaksanakannva konferensi hukum laut PBB vang mem-
bahas tidak saja masalah negara kepulauan tetapi juga terhadap perluasan
vurisdiksi negara-negara pantail untuk memantaatkan SDA lautan,

Pengumuman Pemerintah tentang landas kontinen ditindaklanjuts
dengan Undang-Undang Momor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen In-
donesia. Undang-Undang Landas Kontinen Indonesia ditetapkan sebelum
ditetapkannva UNCLOS 1982, sehingga kriteria lentang landas kontinen
masih mengacu pada kriteria landas kentinen menurut Konvensi lenewa
1958 yang menetapkan bahwa kriteria landas kontinen berdasarkan kedala-
man dan kemampuan eksploitasi

Pasal 1 Konvenst lenewa 1958 mengatur tentang pengertian landas
komtiner adalah:
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{a) Dasar laut dan tanah bagian bawah laut dari wilayah bawah laut vang
berhubungan dengan bawah laut vang berdekatan dengan pantai, tetapd
di luar wilavah laut teritorial, sampai kedalaman 200 meter atau di antara
batas itu, sampai kedalaman perairan vang melekat memperkenankan
eksploitasi sumber daya alam yvang disebutkan;

(b} Sampai dasar laut dan tanah bagian bawah dari wilayah bawah laut
serupa vang berdekatan dengan pantai-pantai pulau.

Pasal 1 Konvensi Jenewa 1958 kemudian diadobsi dalam Pasal T Un-
dang-undang Landas Kontinen Indonesia, menyalakan bahwa:

"Tarmdas kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah dibawahova di
luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Un-
dang Nomor 4 Prp Tahun 1% sampai kedalaman 200 meter atau lebih, di-
mana masih mungkin diselenggarakan eksploras: dan eksploitasi kekayvaan
alam”

lika Indonesia mengacu pada kriteria landas kontinen menurut Kon-
venst jenewa 1958, maka sangat merugikan, tidak saja bagi Indonesia tetapt
fuga bagi negara-negara berkembang, karena hanya negara-negara maju saja
vang kemampuan ekplotasi dasar lautnya dapat mencapai wilavah yang
fauh dar: pantai, sedangkan negara-negara berkembang masih jauh dari
kemampuan negara-negara maju, sehingga landas kontinen negara-negara
berkembang hanva sampai kedalaman 200 m saja. Sementara itu, sumber
dava laut vang kandungan minvak dan gas bumi vang besar berada di luar
batas tersebul.

Pasal lain yang terpenting dalam Undang-Lindang Landas kontinen
Indonesia, vaitu Pasal 2 vang menvalakan bahwa:

“Thalam hal landas kontinen Indonesia, termasuk depresi-depresi vang
terdapat i landas kontinen Indonesia, berbatasan dengan negara lain, pe-
netapan garis batas landas kontinen dengan negara lain dapat dilakukan
dengan cara menpgadakan perundingan untuk mencapai suatu persetu-
juan”.

Pasal 3 di ataz, merppakan komitmen pemerintah Indonesia untuk me-
matuhi hukum internasional, sebagai bangsa vang sederjat dengan bangsa
lain. Indonesia selalu ingin menjaga ketertiban dan keamaan kawasan dan
persetujuan tentang batas dengan negara tetangga merupakan salah satu
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wuud politik luar negern Indonesia vang bebas dan akuf untuk mewujud-
kan salah satu tujuan negara yaitu menjaga ketertiban dunia berdasarkan
perdamaian abadi dan keadilan sosial.
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MEMPERKUAT KEDAULATAN
INDONESIA DI LAUT

4.1 PERMASALAHAN PENEGAKAN KEDAULATAN INDONESIA
DI LAUT

ndonesia sebaygal negara kepulavan betum dapat dikatakan berdaulat
secara hakiki, karema berbagai permasalahan dalam penegakan ke
daulatan di laut, Penegakan kedaulatan berbeda dengan penegakan

Pukum, karena penegakan hukom meropakan upaya untuk menjaga ke-

daulatan, Penegakan hukum merupakan proses hukum dari penvelidikan

penyidikan, penunlutan, dan pengadilan di wilavah kerja sampai ZEE. Se-
gangkan penegakan kedaulatan merupakan proses mtelijen, identitikasi an
f2man, preventit, otfensif, wilavah kerja teritorial.’

Berbagai permasalahan dapat ditdentifikasi, antara lain:’

1) Banvaknya kepentingan asing vang ingin bermain, sehubungan dengan
letak Indonesia vang sangalt strategis, vaitu di persimpangan jalan antard
benua dan samudra;

4 Struktur geograhs vang sulit, karena memiliki pantai vang sangat
panjang dan hamparan laul vang sangat luas, mengeliling ribuan pulau
besar maupun kecil dengan komposisi vang tidak seimbang (Indonesia
di bagian barat terdapat banyak pulawe besar dengan laut vang dangkal,
sedangkan dibagian tmur justru banvak palau kecil dengan laut yang
sangat lnas dan dalaml;

) Kelemahan di bidang penegakan bukum (e enfercement) di laul

misalnva dalam hal persatuan: mencegah dan memberantas kejahatan
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di laut; masalah pemeliharaan lingkungan laut (termasuk masalah
pencemaran laut serta perusakan ekosistem) dan pemanfaatan kekavaan
alam laut secara berkelanjutan; penetapan batas wilavah laul dengan
negara-negara Wangga serta penjagaan keamanan perbatasan wilavah
laut; masalah keselamatan pelayaran,

Dibidang Pengelolaan SDA pertambangan laut Indonesia sebagian b
sar 75 % dikuasai asing, sehingga banyak memberi peninghatan pendapatan
bagi orang asing dibanding pendapatan negara dan warga negara Indone-
sia. Demikian pula dibidang perikanan

Berdasarkan data dari Badan Pangan Dunia (FAQY), tercatat nilai per-
ekonomian laut Indonesia diperkirakan mencapai 3 triliun dollar A5 sampai
3 triliun dollar AS, atau setara Rp 36.000 triliun sampai Rp 60L0X triliun per
tahun, Hasil studi FAQ tabun 2014, penangkapan ikan illegal di dunia di-
perkirakan berkisar 11 juta-26 juta ton pertahun, total kerugian 10-23 milyar
dollar AS, dari jumiah itu 30 Persen kejahatan perikanan dunia berlangsung
di Indonesia, Dengan ukuran FAQ itu potensi penerimaan ikan vang hilang
akibat perikanan illegal di Indonesia lebih dari Kp. 1080 triliun/tahun.*

Banyaknya pencurian ikan di perairan Indonesia, salah satunya chisie-
babkan oleh aturan domistik, seperti alih muatan kapal transshipment) di
tengah laut dan longgamya aturan pemakaian Sistem Pengawasan Kapal
(VMS). Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pujiastuti menvatakan:

... teriadi kesalahan dalam pengelolaan perikanan, vakni membiarkan ka-
pal ikan asimg menanghkap than dengan berlindung dibalik instrumen pena-
naman mo<dal asing, Ironisnya, ekspor tkan Thailand, Veatnam, Tiongkok
dan Malaysta dengan wilavah laut yang lebih kecil daripada Indonesia
berkali lipat dibandingkan Indonesia.*

Permasalahan lain, batas zonamaritim Indonesia sampai saatini, juga
masih menyisakan persoalan vang belumtuntas, yaitu pertama batas zona
maritime antara Indonesia dengan Malaysia vang berada di tepi Selat Mala-
ka, Pemerintah Malaysia masih kukuh mempertahankan batas wilayahnya
berdasarkan Peta Malaysia Tahun 1979, walaupun bertentangan dengan
UNCLOS 1982, Kedua, batas zona maritim Indonesia dengan Singapura di
tept Selat Malaka yang belum terselessikan, vaitu di Segmen Timur Satu
dan Segmen Timur Dua, Untuk SegmenTimur Satu terietak antara Batam
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dan Changi, sedangkan untuk Segmen Timur Dua terletak sekitar Bintan
dan Sowth LedgeMiddle Rock/Pedra Brance. Pada segmen ini penyelesaian titik
batasnva masih menunggu hasil negosiasi lebib lanjut antara Singapura-hfa-
laysia pasca keputusan Interaational Courl of Justice {1C]) vang dimenangkan
Singapura.’

Permasalahan peraturan perundang-undangan kelautan vang belum
terpadu vang berakibat lemahnva koordinasi antar lembaga penegak hu-
kum di laut, serta budava bahari vang selamaini terasa lersingkirkan akibat
dari onentasi pembangunan masih ke daratan, sehingga melemahkan jiwa
bahari bangsa,

Berbagai permasalahan di atas, menuntul bangsa Indonesia bekerja
keras untuk memperkoat kedaulatan di wilavah lautnya. Upaya untuk me-
nitik beratkan pembangunan vang berorientasi kelaut mulai dilakukan, na-
mun lentunya harus diiringi dengan pembangunan jiwa dan mental serta
komitmen vang kuat dari pemerintah,

4.2 UPAYA MEMPERKUAT KEDAULATAN INDONESIA DI LAUT

Hukum mternasional secara tegas telah menetapkan kedaulatan, hak,
kekuasaan dan wewenang kepada negara kepuluan, namun bukan berar-
ti negara-negara lain dapat dengan sadar untuk menghormati kedauolatan
tersebut

Permasalahan penegakan kedaulatan di wilayah laut, seringkal me-
nimbulkan permasalahan yang memerlukan tindakan nvata melalui unjuk
kekuatan dari negara pantai agar negara-negara fain menghormatinya, Di
samping itu, upava-upaya nvata dan tegas juga perlu dilakukan, baik se-
cara perorangan, kelompok, badan usaha dan negara untuk penegakan ke-
daulatan di wilavah laut. Tanpa adanva ketegasan dan keinginan kuat dari
bangsa Indonesia untuk menegakan kedaulatannya, kedaulatan vang telah
diatur dan disepakati secara tegas dalam hukum internasional tidak me-
nimbutkan efek positif untuk, mencegah tindakan negara-negara meleceh-
kan kedaulatan Indonesia di wilayah ini,

Penguatan terhadap kedaulatan Indonesia di seluruh NKRI harus di-
lakukan secara terencana, terus menerus dan terpadu selurub bangsa, me-
lalui pembangkitan kembali kesadaran bangsa bahwa bangsa Indonesia
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merupakan bangsa maritim vang terkenal sejak dahulu kala, Pembangunan
vang dilakukan di wilayah daratan harus terintegrasi dengan wilavah laul
Pembangunan tisik (infrastruktur) harus terintegrasi dengan pembangunan
non fisik imental, mindset, dan cara pandang) bangsa dalam mentandang
dan memahami wilavah Indenesia vang terdiri dari kepulauan, Demikian
pula pembangunan hukum Indonesia harus terintegrasi secara menveluruh
antara; hukum nasional dan hukum internasional, aturan hukum dan pen-
egakan hukum, maupun antara seluruh sistem hubkum termasuk budaya -
kum bangsa Indonesia.

4.2.1 Kembali Pada Cara Pandang Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara merupakan perwujudan kepulauan Nusantara
sebagai kesatuan politik, termasuk didalamnoya satu kesatuan bangsa, satu
kesatuan hukum, satu kesatuan perjuangan bangsa. satu kesatuan sosial bu-
dava, ekomomi dan pertahanan dan keamanan,

Dalam TAF MPR Nomor 1V/1978 hworuf B, disebutkan bahwa Wa-
wasan Musantara merupakan wawasan untuk mecapai tujuan permbangu-
nan, Pada pokoknva mencakup:

a. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik dalam
arti;

(1} Bahwa kebulatan wilavah nasional dengan segala isi dan
kekayaannya merupakan satu kesatuan wilavah, wadah, ruang
lingkup dan kesatuan matra seluruh bangsa, serta menjadi madal
dan milik bersama bangsa,

(2} Bahwa bangsa Indonesia vang terdiri dari berbagai suku dan
berbicara dalam berbagai bahasa, memeluk dan meyakini berbagai
agama dan kepercavaan terhadap Tuban Yang Maha Esa harus
merupakan satu kesaluan bangsa vang bulat dalam art vang seluas-
luasnya,

(% Bahwasecara psikologis, bangsa Indonesia harus merasasatu, senasib
sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, erta mempunyai suatu
tekas dalam mencapai cita-cila bangsa.

{4) Bahwa Pancasila adalah satu-satunyva falsafah serta ideologi bangsa
dan negara yang melandasi, membimbing dan mengarahkan bangsa
menuju hujuannya.
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(%) Bahwa seluruh kepulavan nusantara merupakan satu kesatoan
hukum dalam arti babwa hanya ada satu hukum nasional yang
mengabdi kepada kepentingan nasional,

b. Perwujudan kepuluan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan
budaya, dalam arti:

(1) Bahwa masvarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa
harus mwerupakan kehidupan vang serasi dengan terdapatnaya
tingkat kemajuan masvarakat yang sama, merata dan seimbang
serta adanya keselarasan kehidupan vang sesuai dengan kemajuan
bangsa.

(2} Bahwa budaya Indomesia pada hakekatnya adalah satu, sedangkan.
corak ragam budayva vang ada menggambarkan kekavaan budava
bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budava
bangsa seluruhnya vang hasilnyva dapat dinikmati oleh bangsa,

¢. Perwujudan kepulanan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi,
dalam arti:

{1} Bahwa kekayaan wilavah nusantara baik potensial mavpun efektif
adalah modal dan milik bersama bangsa dan bahwa keperluan
hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilavah tanah
air.

{2) Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di
seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas vang dimiliki
oleh daerah-daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya,

d. Perwujudan kepulavan MNusantara sebagai satu kesatuan pertahanan
dan keamanan, Jdalam arti:

(1) Bahwa ancaman terhadap satu pulau atan satu daerah pada
hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan
egAra.

(2} Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang
sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.

Prinsip Wawasan Nusantara im, kembali ditetapkan dalam Ketetapan
MR Rl Nomwor IL/MPE/ 193 tentang Gars-Garts Besar Haluan Negara,
vang menyebutkan bahwa: wawasan nusantara adalab wawasan nasional
vang bersumber pada Pancasila dan UUDNRE 1845, vaitu cara pandang dan
sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengu-
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tamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilavah dalam pe-
nvelenggaraan kehidupan bermasyarakal, berbangsa dan bernegara yang
mencakup; perwujudan kepulavan nusantara sebagai satu kesatuan politik,
satu kecatuan ckonomi, satu kesatuan sosial dan budava, dan satu kesatuan
pertahanan dan keamanan.

Upava-upayva vang perlu dilakukan dalam mewujudkan Wawasan
Nusantara, dengan memberikan pemahaman kepada seluruh bangsa In-
donesia, bahwa bangsa Indonesia memifiki wilavah laut yang merupakan
satu kesatuan,dengan wilayah daratan. Bangsa Indonesia vang mendiami
wilayah Indonesia, sebagai suatu bangsa yaitu bangsa Indonesia.

Pemahaman tentang Wawasan Nusantara akan menimbulkan rasa
cinta tanah air dengan segala bentuk dan kondisinva vang pada akhirnva
akan memmbulkan kecintaan untuk membela dan mempertabankannya.

Memahaman terhadap nilai-milai Wawasan Nusantara dapal dilaku-
kan dengan cara menvebar-luaskan/ mensosialisasikan prinsip Wawasan
Musantara dan Resim Hukum Negara Kepulauan kepada seluruh bangsa,
khususnya kepada seluruh generasi muda, Sosialisas: dapat dilakukan me-
lalui pertemuan-pertemuan ilmiah dan menempatkan materi Wawasan Nu-
santara pada kurikulum dari Hingkat Sekoloh Dasar sampan ke perguruan
g,

Selain terdapat materi Wawasan Nusantara pada kurikulum, ada bai-
knya juga dilakukan penataran-penataran terkait dengan materi Wawasan
Musantara, sebagaimana pada era Presiden Soeharto diadakannva Penata-
ran Tentang Pedoman Penghavatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Penata-
ran ini bertujuan untuk membangkitkan rasa nasionalisme, patriotisme dan
kesadaran berbangsa dan bernegara, Tanpa adanva pemahbaman terhadap
Wawasan Nusantara dikhawatirkan akan memimbulkan krisis kebangsaan,
dalam arti runtuhnya kesadaran dan kecintaan terhadap terhadap tanah air
dan bangsa, Oleh sebab itu, "revolusi mental” vang dikumandangkan oleh
Mresiden Joko Widodo perlu diwuojudkan melalu program-program penata-
ran dan materi muatan kurikulum tentang wawasan nusantara dan 4 (em-
pat) pilar berbangsa dan bernegara.
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4.2.2 Penyelesaian Batas Wilayah Laut Berdasarkan Ketentuan
Internasional

Batas wilavah negara terkast erat dengan kedaulatan negara. Ke-
daulatan negara dapat ditegakkan di wilavah negara apabila jelas batas-ba-
tasniva, karena secara teoritik kedaulatan negara akan berhenh pada hatas
wilavah suatu negara, Batas wilavah negara harus diakur oleh negara vang
berbatasan, tanpa adanya pengakuan sama halnya suatu negara tersebut
tanpa batas, Tidak ada kedaulatan negara di wilayah vang tidak memiliki
bakas.

Berkaitan dengan masalah perbatasan anlar negara, salah satu hal
menarik adalah perbedaan rezim hukom landas kontinen dalam UNCLOS
1982 dan pengaturan sebelumnva, di mana kriteria heterikatan geomortol-
ogis (mafural profongafion) oleh banvak kalangan dinilai tidak lagi menjadi
ukuran dalam perhitungan klaim landas kontinen negara pantai. Sebaliknya
Konvensi Hukum Laut 192 memperkenalkan faktor jarak sebagai salah
satu faktor penentu dalam pengukuran dan penetapan batas wilavah nega-
ra, mengingat klamm minimal landas kontinen dapat diajukan negara pantas

hingga 200 mil faut.

UNCLOS 1982 menghasilkan rumusan baro tentang ream hukum
landas kontinen dengan memberikan batas klabm minimal sejauh 200 mil
laut dan klaim maksimal sejauh 350 mil laut bagi negara pantai dengan kri-
teria tertentu. Berdasarkan rumusan baru ini, keterkartan faktor geomor-
fologis dan geofisik dengan daratan suatu negara pantai hanya berkaitan
dengan klaim maksimal landas kontinen. Hal ini berbeda dengan prinsip
vang dianut oleh Konvenst FHukum Laut 1958, di mana digunakan prinsip
eksplotabilitas, sehingga hanva menguntungkan negara-negara tertentu
vang memiliki teknologi pertambangan vang maju. Sehubungan dengan
hal tesebut rumusan vang tertuang dalam UNCLOS 1982 telah memberikan
suatu kepastian hukum vang adil bagi semua negara pihak,

Sehubungan dengan perjanjian antar negara vang berbatasan di
wilavah laut, UNCLOS 1982 merujuk kepada tercapainyva kesepakatan para
pihak vang dibuat berdasarkan sumber hukum internasional publik, De-
ngan demikian UNCLOS 1982 memberikan keleluasaan kepada para pihak
untuk mencan prinsip-prinsip hukum vang dapat ditermma bersama oleh
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negara-negara pihak sebagai dasar dalam penentuan perbatasan di wilayah
laut.

Beberapa prinsip umum yang perlu juga dijadikan dasar dalam menye-
lesaikan masalah perbatasan antar negara vaitu prinsip hidup berdampingan
secara damai, sebagaimana dapat ditemukan dalam:

(1) Pasal 24 Piagam PBB 195 mensyaratkan setiap anggota PBB untuk
hidup bertetangiza baik dengan sesama anggota PBB lainnva

{2y Deklarasi Majelis Umum PBB 14 Desember 1957 tentang prinsip hidup
berdampingan secara damai.

{3 Resolusi Majelis Umum PBB tanggal 3 November 1947, pada pokok
mengutuk propaganda yang menimbulkan provokasi atau ancaman
terhadap perdamaian, pecahnva perdamaian atau tindakan agresi.

(4] Hasil Konferensi Asia Afrika Bulan April 1955 di Bandung vang terkenal
dengan Dasa Sila Bandung, dalam konferensi ini disepakati beberapa
prinsip vang berkastan dengan penentuan batas wilavah:

a. Menghormati hak-hak asasi manusia, tujuan dan asas-asas PBB

b. Menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah semua bangsa,

€. Mengakui persamaan derajat antara semua ras dan persamaan
derajat antara semua bangsa besar dan kevil.

d. Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam urusan
dalam negeri negara lain,

¢ Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri, baik
sendiri maupun kolektif sesuai dengan Piagam PHE

f. Tidak menggunakan tatanan pertahanan politik yang menunjang

kepentingan khusus dari setiap negara adi kuasa dan setiap negara

tidak melakukan tekanan-tekanan terhadap negara fain.

o Tidak melakukan tndakan agresi atau ancaman agrest atau
kekerasan senjata terhadap keutuhan wilavah atau kemerdekaan
porlitik negara lain
h. Peningkatan kepentingan timbal balik dan kerja sama.

i. Menghormati keadilan dan kewajiban internasional

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, hadup berdampingan dan ber-

hubungan dengan baik merupakan keinginan semua pibak. Oleh sebab itu,

negara-negara vang berbatasan harus mematuhs prinsip mi. karena benisikan
nilai-nitai kebaikan universal. Dapat dibavanghkan apabila semua pihak vang
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berkepentingan memaksakan kehendaknva masing-masing tentunya keda-
maian tidak akan tercipta dan akibamya kesengsaraan bagi semua umat ma-
nusia. Peran negara-negara vang batas wilavah zona maritimnya berdampin-
gan untuk menvelesaikan batas wilayah secara damai merupakan titik awal
untuk terciptanya kedamaian dalam tingkat regional, seperti halnva Asean
dan pada akhirnva akan tercipta kedamaian pada iingkat vang lebih luas.

Akibat negatif daliun penyelesaian batas wilayah yvang tidak memperha-
tikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ketentuan intermasional di alas,
tidak saja akap dirasakan oleh negara vang bersangkutan letapi juga masvakat
internasional secara keseluruhan. Negara pengguna selat perlu memperhas
tikan prinsip-prinsip tersebut agar negara bepi selat dapat menvelesaikan ba-
tas wilayahnya Campur langan negara pengguna selat untuk memaksakan
kepentingannya terhadap negara-nesara tepi selat akan membahavakan ke-
damaian Asean dan pada akhimya negara-negara pengguna selat juga akan
menanggung kerugian,

Indonesia sebagai negara kepulauan vang menetapkan garis batas-
nva berdasarkan prinsip-prinsip gans pangkal kepulavan perlu dihormati
oleb negara yang berdampingan karena telab diakui dalam UNCLOS 1952
vang juga telah mengatur tentang prinsip-prinsip umum penyelesaian batas
wilayahnya. Bag: Indonesia berlakunya UNCLOS 1982 merupakan bomggzak
sefarah vang penling, vakni sebagai bentuk pengakuan internasional terha-
dap konsep hukum Wawasan Nusantara vang digagas Pemerintah Republik
Indomesia sejak tabun 1957, namun dalam konteks penentuan batas maritim,
LNCLOS 1982 perlu dikaji secara lebih seksama untuk melibat seberapa besar
kontribusinva terhadap isu defimitasi batas mantim

Indonesia di wilavah laut berbatasan dengan 10 negara, vaitu India,
Malavsia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia,
Timor Leste dan Papua Nugini. Saat ini Pemerintah Indonesia telah meratifi-
kasi perjanjian bilateral tentang batas zona maritim dengan negara tetangya.

Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, batas-batas wilavah neg-
ara sebagan diatur dalam UNCLOS 1952 vang telah diratifikasi melalui
Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 dan sebagian lagi diatur melalu
peranjian-perjanjian atau freaty antara Indonesia dengan negara telangga,
perlu diwujudkan seperti Di wilavah daratan, Indonesia berbatasan dengan
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Malaysia, Papua New Guinea (PNG) dan dengan Timor-Leste, sedanghan
di laut, Indonesia berbatasan dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura,
Vietnam, Filipina, Palau, "apua ;"'-«iiug,ini:, Australia dan Timor-Leste”

Perjanjian-perjanjian atau traktat/treatv yvang menjadi dasar dalam
penetapan batas wilavah Negara Republik Indonesia dan perla dituangkan
dalam peraturan perundang-undangan nasional

Beberapa peraturan perundang-undangan yvang telah ditetapkan oleh
pemerintah Indonesia terkait dengan tindak lanjut perjanjian batas wilayah
dengan negara tetangga, vaitu:

a, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1971 tentang Perjanjian antara
Republik Indonesia dan Malaysia tentang Penetapan Garis Batas Laut
Wilavah kedua Negara di Selat Malaka;

b, Undang-Undang Nomor & Tahun 1%73 tentang Perjanjian Antara
Indonesia dan Australia Mengenai Garis-Garis Batas Tertentu Anlara
Indonesia dan Papua New Guinea;

c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1973 temtang Perjanjian antara
Republik Indonesia dan Republik Singapura mengenai garis Batas laud
Wilayah kedua Negara di Selat Singapura;

d. Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 199 tentang Persetujuan Antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malavsia tentang,
Penetapan Garis Batas Landas Kontinen Antara Kedua Negara;

e Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1971 tentang Persetujuan Antara
Pemerintah  Republik Indonesia dan Pemerintah  Commonwealth
Australia tentang Penetapan Batas-Batas Dasar Laot Tertentu;

{.  Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1972 tentang Persetujuan Antara
Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Malaysia dan Pemerintah
Kerajaan Thailand tentang Penetapan Garis-Gans Batas Landas Kontinen
di Bagian L'tara Selat Malaka;

g Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1972 tentang Persetujuan Antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand
tentang Penetapan Suatu Garis Batas Landas Kontinen di Bagian Ulara
Sclat Malaka dan Laut Andaman;

h. Keputusan Presiden Momor 66 Tahun 1972 tentang Persetujuan Bersama
Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth
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Australia tentang Penelapan Garis Batas Dasar Laut di Daerah Laut
limor dan Laut Aratura;

Keputusan Mresiden Nomor 51 Tahun 1974 tentang Persetujuan Antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang,
Penetapan Batas Landas Konlinen Antara Kedua Negara;

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1977 tentang Persetujuan Antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemenmtah Kerajaan Thailand
tentang Penetapan Garis Batas dasar Laut Antara Kedua Negara di Laut
Andaman;

KFPHHIR:{H‘E’J'ESMEH Momor 20 Tahun 1977 tentang Persetujuan Antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang
Cearis Bakas Landas Kontinen Tahun 1974 Antara Kedua Negara di Laut
Andaman dan Samudera Hindia:

Keputusan Presiden Momor 24 Tahun 1975 tentang Persetujuan Bersama
Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India,
dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Titik Pertemuan
Tiga Garis Batas dan Penetapan Garis Batas Ketiga Negara di Laut
Andaman; dan

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1982 tentang Persetujuan Antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerimtah Papua Nugini tentang
Batas-Batas Maritim Antara Pemerintah RI dan Papua Nugini dan
Kerjasama lentang Masalah-Masalah Yang Bersangkutan Sebagai Hasil
Perundingan Antara Delegasi Pemerintah Rl dan Delegasi Pemerintah
Papua Nugini,

Persetujuan antara Pemerintah Rl dan Simgapura tentang Perjanjian
Perbatasan Laut bagian Barat dekal Tuas dan Pulau Nipa) antara
Indonesia dan Singapura ditandatangani di [akarta tanggal 10 Marel
2008 oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirgjuda dan Menlu
Singapura George Younyg Boon Yeo,

Persetujuan-persehijuan tentang batas wilayah laut dengan T EATA

tetangga, menunjukkan bahwa eksistensi wilavah perairan laut Indonesia
semakin diakui oleh negara-negara. Namun demikian, masih ada batas zona
maritime belum tuntas dipenamjikan, karena masing-masing negsara vang
berbatasan masih bertahan dengan peta vang mereka tetapkan, bukan pada
svstem penarikan garis yvang diatur dalam UNCLOS 1982 Di sampingitu,
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persoalan bagi Indonesia, seringkali banvaknva pulau-pulau, sehingga li-
dak semua pulau dapat dikeloka secara elektif, sedangkan penguasaan nyata
merupakan asas hokum internasional terhadap wilavah negara.

Sementaraitu, beberapa batas wilavah negara yang belum tuntas
diselesaikan, yvaitu Timor Leste dan Malavsia-Singapura. Kedua tiik batasan
tara Indonesia dengan Negara tetangga perlu sepgera disclesaikan, mengingal
perkembangan pesat di bidang pelayaran dan pemanfaaan Selat Malaka, ter-

dap kerjasama pengglolaan Selat Malaka

Klaim Malaysia terhadap Pulau Jemur vang merupakan bagian
wilayah Indonesia juga menumbulkan persoalan. Pulaw Jemur adalah dae-
rah pariwisata Malavsia dapat dilihat dari Traze! firna! dan Laman Osaga
net. i laman-laman tersebuat, Pulau Jemur dinviatakan sebagai destinasi wi-
sata negara Bagian Selangor Malaysia. Pada hal, pulau ini jelas malik Indo-
nesia. Pulau i termasuk dalam wilavah Kabupaten Rokan Hilir, Provins
Riau, sekitar 724 kim dari Bagan Siapi-api dan 64,3 km dari Melabuban Klang
di Malaysia.’

Penguasaan wilayah Indonesia oleh Negara tetangea tidakboleh dibi-
arkan. Pemerintah Indonesia harus melakukan langkah-langkah konkrit
dan tegas dan menguasai pulau-pulaw terluar tersebut secara efektit. Modus
Megara tetangea untuk memperluas wilavah negaranya seringkali dilakue-
kan dengan cara penguasaan wilavah vang jauh dan sulit dijangkaw secara
perlahan-lahan, Jika ini dibiarkan, maka penguasaa ntersebut berkembang,
sehingea dijadikan bukti untuk menjadi pemilikan,

Batas wilavah lain vang sampat saat ini masih belum selesai, yaitu
batas wifavah Indonesia di Selat Malaka antara, Malaysia dan Singapura,
Kedua negara in masih kukuh pada pendiriannyva menyamakan cara pen-
gukuran garis pangkal vang digunakan Indonesia, pada hal Malaysia dan
Singapura merupakan negara vang memiliki status hukum perairan vang
berbeda (ndmesia as arclupeiggre state, Maloystie and Singepore o= the cogstl
shakej.

Kesepakatan perjanjian batas laut antara Rl dan Singapura di Segmen
Baratdekat Tuas dan Pulau Nipa, telah ditandatangani, namun di Segmen
Timwur sampai saatini masih belum tuntas ditetapkan. Jika dalam menen-
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lukan garis batas laut wilayah itu, Indonesia menggunakan referensi Litik
dasar {basepoint) Indonesia di Pulau Nipah serta garis pangkal kepulauan In-
donesia (arclupelayic baseline) vang ditarik dar Pulau Nipa ke Pulau Karimun
Besar, maka di wilayah timur seharusnva menggunakan dasar vang sama.
Penetapan garis batas laut wilavah di segmen barat itu akan mempermudah
aparat keamanan dan pelaksanaan keselamatan pelayaran dalam bertugas
di Selat Singapura karena terdapat kepastian hukom tentanyg batas-batas ke-
daulatan kedua negara, karena Pulau Nipah merupakan pulau terfuar vang
selama im sering dibicarakan dan dijadikan sebagai lokasi penambangan
pasir, bila penambangan itu terus dilakukan dikhawatirkan Pulau lersebul
akan tenggelam (hilang) dan berpengarub terhadap penentuan batas an-
tara Indonesia dengan Singapura, Namun dengan disetujuinya petjanjian
perbatasan di bagian barat antara Indonesia dan Singapura kekhawatiran
itu menjadi hilang, Selain itu, kekhawatiran Singapura akan menggunakan
garis pangkal setelah reklamasi pantan yang menyebabkan wilayah menjadi
lebih luas juga menjadi tlidak beralasan®

[Mua segmen batas wilayah anatara Indonesia dan Singapura vang
belum tuntas dirundingkan, vaitu Segmen Timur Sata dan Segmen Timur
Dua. Untuk Timur Satu terletak antara Batam dan Changi, sedangkan untuk
Timur Dua terletak sekitar Bintan dan South {edgeMiddle Rock/Pedr Brance
yang masih menunggu hasil negosiasi lebih lamut Singapura-Malaysia pasca
keputusan interpational Court of fustice (BC]) vang memenangkan Singapura.
Setelah bersengketa selama 28 tabun dengan Malaysia, Singapura akhirnya
dinyatakan berdaulat atas sebuah pulau kecil vang bermama Pulan Batu
Puteh. Mahkamah, dengan pemungutan suara 12 melawan 4, menvatakan
kedaulatan terletak pada Republik Singapura, ujar hakim Awn Shawkat al-
Khasawneh pada waktu membacakan putusan Mahkamah Internasional di
Den | aag, Belanda pada hari Jumat 23 Me: 2008, Malaysia mengklaim pulau
seluas setengah lapangan bola itu sebagai Pulaw Batu Puteh {Batu Putih]. Se-
mentara Singapura menvebulnva Pedra Branca yang juga berarti Batu Putib
dalam bahasa Portugis. Singapura mengoperasikan mercusuar Horsburgh
di pulau karang tersebut selama 130 tabun tanpa protes dari tetangganya
Penguasaan efektif i membuat Mahkamah Inlernasional memenangkan
Singapura meski pemegang nama sebenarmya dari pulau tersebut terbukti
Kesultanan Johor Malaysia.” Mahkamah membukbkan bahwa sejak 1980
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kedaulatan atas Pedra Branca/ Pulau Batu Puteh telah dipegang Singapura,”
Kata Khasawneh. Meski kecil, pulau ini sangal strategis karena hanva ber-
jarak 14 kilometer melalui sisi timur untuk menuju Selat Singapura melaluai
Laut China Selatan. Sengketa muncul, ketika Singapura memprotes tinda-
kan Malavsia memasukkan pulau ity dalam teritorinya saat menerbitkan
peta baru Malaysia. Kemenangan mi dianggap Malaysia win-win situation
karena Mahkamah Internasional menetapkan satu dari dua karang di Pulau
Batu Puteh tersebut masuk ke dalam wilavah Malaysia yakni Karang Ten-
gah."

Pengakuan atas Karang Tengah ini dianggap Malaysia sebagai ke-
menangan. Sementara Karang Selatan belum ditentukan, Mahkamah me-
nyatakan, Singapura dan Malaysia tidak memandatkan pengadilan BB it
menetapkan garts teritorial laut vang memisahkan kedua negara, karena
Karang Selatan hanva bisa dilihat ketika pasang rendah, Kedua negara ber-
harap status Karang Selatan imi bisa nant ditentukan dengan membentuk
komisi khusus,"

Selain dengan Malavsia dan Singapura, perundimgan batas zona man-

Hm Indonesia vang juga mendesak untuk diselesaikan adalah:"”

a.  Indonesia-Filipina, Berdasarkandokumen perjanjian batas-batas maritim
Indonesia dan Filipina sudah beberapa kali melakukan perundingan,
khususnva mengenai garis batas maritim di laut Sulawesi dan sebelah
Selatan Mindanao (sejak 1973), Namun sampai saat ini belum mencapai
kesepakatan. Salah satu pulaw milik Indonesia, vaitu Miangas vang
terletak dekat Filipina, diklaim oleh Filipina sebagai miliknva. 1Hal it
didasarkan atas ketentuan konshtus: Filipina vang masih mengacu pada
dan Indonesia berpegang pada Wawasan Trealy of Paris 1898 Nusantara
(the archipelagic principles) sesuai dengan UNCLOS 1982, Penvelesaan
hal ini telah dilakukan oleh Menter: Loar Negeri Indonesia-Filipina
pada tanggal 8 Maret 2011, Menteri Luar Negeri kedua negara telah
menandatangani Joraf Declaration beloven the Bepublic of ndongsa and Hie
Republic of the Plulippines concerning Marthine Bewrndary Delimidation, vang
intinya:

(1) Mempercepat proses penvelesaikan penetapan batas maritim RI -
Filipina sesuai dengan ketentuan UNCLOS T982;



.‘;,-{g'l.lrlrlr.rﬂ;u.'.l.' Kaalirpdiadun Tndeveeesio i Lt A

(2} Menginstruksikan Tim Tekmis Bersama Penelapan Batas Maritim
antara Republik Indonesia dan Republik Filipina untuk bertemu

dalam waktu vang secepat mungkin.

b, Indonesia - Republik Palau berada di sebelah Timur Laut Indonesia. Palau
juga merupakan negara kepulavan dengan luas daratan £ 50 km'.
Berdasarkan konstitusi 1979, Republik Palau memiliki yuridiksi dan
kedaulatan pada perairan pedalaman dan Laut Teritorialnva hingga
200 mil laut. Palau memiliki Zona Perikanan vang diperluas (Exfended
Fishery Zone], sehingga menyebabkan tumpang tindih antara ZEE
Indonesia dengan Zona Perikanan Republik Falau vang diperluas.

¢, Indonesia-Timor Leste. Berdinnva negara Timor Leste sebagai negara
merdeka, menyebabkan terbentuknyva perbatasan baru antara Indonesia
dengan negara tersebut, Perundingan penentuan batas darat dan laut
antara Rl dan Timor Leste telah dilakukan dan masih berlangsung
sampai sekarang. First Meeting Joird Border Comprufler Indonesia-Timor
Leste dilaksanakan pada 18-19 Desember 2002 di Jakarta. Pada tahap ini
disepakati penentuan batas darat berupa deliniasi dan demarkasi, vang
dilanjutkan dengan perundingan penentuan batas maritim Kemudian
perundingan Joimt Border Comumittee kedua diselenggarakan di Dally,
pada Juli 2003,

Masih belum selesainyva batas zona maritim Indonesia dengan negara
tetangsza, dapat melemahkan kedaulatan Indonesia di laut Terhadap persoa-
lan ini, dapat ditempuh melalul peningkatan penguasaan efektif terhadap
pulau-pulau terluar vang berhadapan dan berdampingan dengan MNegara
tetangga dan melakukan perondingan berdasarkan UNCLOS 1982, dan
menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara kepulavan vang memiliki
cara dan metode penentuan batas zona maritim yang berbeda dengan neg-
ara vang bukan Negara kepulauan. Negara kepulavan diizinkan oleh ho-
kum internasional untuk menggunakan gans pangkal vang berbeda Hal ini
merupakan prinsip vang harus dijumung tinggi oleh pemerintah Indonesia.
Segala upaya untuk melemahkan arti dan makna Indonesia sebagai Negara
kepulavan harus dikesampingkan
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4.2.3 Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil di Perbatasan Wilayah Negara
Secara Terpadu

Salahsatu persoalan dan sekian banyak persoalan terkait dengan batas
wilavah, vaitu pengelolaan pulau-pulau kecil vang berhadapan langsung
demeran Negara tetangga (beranda depan negara). Terdapat 67 pulau-pulao
terluar vang berhadapan langsung dengan negara letangga. Adapun jumlah
pulau-pulau terluar tersebut, vaitizIndia 5 pulau, Malaysia 22 pulau, Singa-
pura 3 pulau, Veatnam 3 pulaw, Filipina 10 pulau, Austrafia 15 pulau, Timor
Laste 1 pulau, Palau 6 pulau, Papua Nugini, 1 pulau dan Samudra Pasifik,
1 pulan.™

Drari 67 pulau yang berhadapan, terdapat 12 pulau-pulau kecil yang
berhadapan dengan negara tetangga vang sampai saat ini masibh mem-
prihatinkan dan memerlukan perhatian serius. [ika haling tidak dilakukan
dikhawatirkan kecenderungan masyvarakat penghuni pulau, secara kebang-
saan akan lebih dekat kepada Negara betangga dari pada dengan negara In-
donesia dan ini akan mengakibalkan penggerusan rasa kebangsaannya,

Sejarah pahit pernah dialam di Indonesia pada saat hilangnya 5i-
padan dan Ligitan dalam kasus sengketa Indonesia dan Malaysia mempere-
butkan Sipadan dan Ligitan vang diputuskan Mahkamah Internasional 17
Desember 2002, bahwa pulaw Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malayvsia,
keputusan itu diambil dengan pertimbangan azas effecfine occupetion atau
bukli penguasaan efektif, sebagaimana pernyataan Hakim Mahkamah In-
ternasional Shigeru Oda:

8 re ok fo keep e eriend that sovereigaly over five tny, arendiaiiitedd siind,
et the ene haved, and fhose tstand fnfTeence on e delioiletion of Hur contimen-
tal _=.I;L-J_|r: a1 e eifrer, wee dieno epeife deflereen! mablers. ]Illlll.fl':.:.r.l |"rT4r|'.:r_|.'.-i.'|r Frarss drceen
auarded sovereignty oy tre tsland. The Teguect of Bie Courd's Judgement on e
delinibation of the comtinerchal stielf-afuch Jis boew the leading issue i the mego-
tiatiom Betioeen fioo skafes siige 1968s stowdd be considered from a differcet magle
r'.|.1'.-|_|_|'. Hur rride COMCTTRIG dettern Fekictaas 1:!|" Hae cortinen ol a‘J.'.‘.'_f is sef ok Arhcle
83 of the Lk nafions Conaen o on the Lo of the Ser (LINCLOYS) calling fnr
“ane eguitabie sofution”. The mam question remenn cenelsion, | st that e
present puedgenien! determindeng soversiguty over ishand does nol necessarily hive a
direct bearteng on M defimitation of the contiental shelf, wilic fues beer i suiict
of dispride befaeen bure shifes sinee bile [9607. 0
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Keputusan Mahkamah Internasional di atas, haros diterima sebagan
konsekuensi Indonesia sebagai negara vang taat hukom dan pengalaman
ini hendaknya dijadikan pelajaran penting dalam penguasaan suatu pulau,
tidakhanva dimasukan dalam peta, tetapi jugah arus dikelola secara nvata

Beberapa persoalan vang harus diupayakan dalam pengelofaan pu-
lau-pulau, yaitu:

a. Kekurangan sarana dan prasarana, ketimpangan ekonomi masyarakat
vang berakibat rawan terhadap intervensi, provekast dan okupast dari
negara lelangea.

b, secara vuridis masih memerlukan acuan hukem dan pengaturan
jelas dan menyveluruh untuk pemanfaatan potensi pulau-pulau kecil
perbatasan,

€. Penvelesaian masalah masih bersifat insidentl dan situasional. Hal ind
perlu dilakukan secara permanen dan terpadu dari setiap kementerian
dan pemerintah daerah.

d.  Kondisi bio-geofisik pulau-pulau kecil rawan bencana vang dapat
mengurangi garis pantai seperti kasus pulau Nipah, Batek, danFani.™

4.2.4 Membangun Hukum Nasional Berkarakteristik Nusantara

Dalam persfektif hukum, untuk memperkuat kedaulatan di laut, tidak
cukup menvandarkan kepada hukum internasional saja, tetapi juga harus
mempersiapkan perangkat hukum nasional sebagal implementasi ketentu-
an internasional

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan perun-
dang-undangan terkait dengan laut Indonesia. Namun, peraturan perun-
dang-undangan tersebut belum terintegrasi dan tidak bertumpu pada kara-
kteristik MNusantara vang memandang wilavah negara dan bangsa secara
satu kesatuan vang utuh.

Peraturan  perundang-undangan vang berkarakieristik nusantara,
vaitu menjadikan Wawasan Nusantara sebagai prinsip hukum yvang harus
ada pada setiap aturan, Tidak adanva perbedaan dimata hukum, antara ma-
syarakat satu dengan vang lain, daerah satu dengan daerah vang lain, an-
tara daratan dan lautan, termasuk juga anlar pulau-pulay kecil dan besar.
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Seluruh wilavah Indonesia merupakan salo kesatuan yang dasarnya adalah
Pancasila,

Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus pula sebagai sumber dari
sepala sumber hukum Indonesia, mengharuskan setiap peraturan perun-
dang-undangan vang dirumuskan dan ditetapkan harus sesual dengan
sumbernya dan antara aturan satu dengan vang lamnpun harus merupakan
satu kesatuan vang harmonis, karena lahir dar sumber vang sama, yaitu
Pancasila.

Dalam kehvataannya, Peraturan perundang-undangan nasional masih
banyak vang tumpang tindih. Menurut Ketua Umum Ombrdsenn Danang
Grindrawardana, menyatakan sebanyvak 1.762 peraturan tumpang tindih
sebagal akibat tingginya ego sektoral diantara kementerian, lembaga atau
antara pemerintah pusat dan daerah. Ini menjadi masalah vang perlu diatasi
oleh pemerintahan baru sebagai bagian dari reformasi birokrasi. !

PE,"I'I}'{']&T{!HHFI, FIE,"!'I";'I"TH.‘i'i:'I'I'I.. FI’-‘!'I:'I.-'E"EI!H!.'[I'I seluruh PE"'!':‘ItIJFiJ.!'I F‘L"'TLJI!-
dang-undangan merupakan pekerjaan besar dan tugas berat lembaga-
lembaga negara. Seluruh peraturan perundang-undangan harus diharmon-
isasikan, dan materi vang harus diharmonisasikan, minimal: ruang lingkup
wilayah keberlakuan, kewenangan, dan peran serta masyarakal secara utuh
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan letap memperhatikan perkemban-
gan masyvarakat internasional,

Berdasarkan hasil penelitian, tidak kurang dar 20 undang-undang
dan ribuan peraturan pelaksanaan vang mengatur tentang laut indonesia,

Peraturan perundang-undangan vang demikian banvak, teradi ouer-
fﬁ,lilllll.g, wontradibtf dan mkonsistens: baik secara vertikal maupun horizontal
dan bahkan beberapa peraturan perundang-undangan telah ketinggalan
zaman. Munculnva peraturan perundang-undangan vang Hdak harmemns,
disebabkan adanya ego sektoral masing-masing kementernan dan lembaga
pemetintahan.

DM wilayah laut, terdapal 12 instansi vang berwenang; TINI Angka-
tan L, }a;,_n]_-.uli:aian, Direktorat Jenderal Bea dan Cukar {I'2), Direktorat
jenderal Perbubungan Laut, Kementernian Kelautan dan Perikanan (KEP),
Kementerian ESDM, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kement-
erian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung Rl Kementerian Pertamian, k-
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menterian Kehutanan dan Lingkungan hidup dan Kementerian Kesehatan,
Masing-masing instansi merasa memiliki wewenang, sehingga sering terjadi
benturan kewenan EAT.

Bersvukur, di akhir masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhovo-
na, tefah ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelau-
tan, dan di masa Presiden Joke Widodo telah dibentuk Kementerian Koordi-
nator bidang Kemaritiman vang diharapkan dapat mengkoordinir instansi
terkait dengan kewenangan di laut, sehingga dapat menjalankan fungsi dan
wewenangnya secara lerpacdu.

Keterpaduan melaksanakan pembangunan sektor kelautan menjadi
tuntutan utama karena banyak kementerian vang terkait dengan kelautan,
sehingga tidaklah mungkin dapat menjalankan program pembangunan ke-
lautan tanpa adanya sinkronizasi dan koordinasi.

D sisi lain, wewenang dan fungst kementerian juga perlu diinventari-
sasi untuk diharmoenisasitkan, dengan mengedepankan budava hukum In-
donesia, asas-asas hukum yvang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila, dan
prinsip-prinsip hukum negara kepulavan (rezom foekun Archipelagic stafe )

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Kelautan,
berimplikasi kepada seluruh peraturan perundang-undangan terkail den-
wan wilayah laut. Implikasi pertama, vaitu perlu adanva harmonisasi hu-
kum. Kedua, perlu penvesuaian penataan kelembagaan terkait dan ketiga
pengembangan peran negara sampai pada daerah dalam percaturan Laul
wlobal, melalui perencanaan terpadu dan kegasama internasional.”

Dikaji dari aspek harmonisasi hukum, salah satu undang-undang
vang menuntut segera diubah, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973
tentang Landas Kontinen Indonesia, karena rumusan pasal undang-undang
ird banyak yang bertentangan dengan UNCLOS 1982, Jika dipelajari ditetap-
kannva Undang-Undang Landas Kontinen dalam rangka antasipasi hasil
Konvensi lenewa 1958, sehingea kriteria landas kontinen mengacu kepada
Konvensi lenewa 1958, vaitu menggunakan kriteria “kedalaman 200 meter”
dan "kemampuan eksploitasi samypai 350 mil” sangat merugikan negara-
negara berkembang dan kriteria ini digunakan juga dalam Undang-Undang
Landas Kontinen.
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Banvaknva tuntutan negara-negara, eomasuk Indonesia terhadap
kriteria landas kontinen, dalam UNCLOS 1982 kriteria ini dinbah menjadi
kriteria “jarak 200 mil” dan kriterta “geologis” sampai 350 mil. Oleh sebab
itu, untuk Hdak memmbulkan kerancuan dan penafsiran vang merugikan,
maka tidak ada kata lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 segera dire-
visi dan disesuaikan dengan ketentuan UNCTAYS 1932,

Perbedaan kriteria landas kentinen dalam Undang-Undang Landas
Kontinen dengan UNCLOS 192, berimplikasi pada pengertian landas kon-
tinen dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2(0] tentang Minvak dan
Gas Bumi, karena Undang-Undang Minvak dan Gas Bumi, untuk pertam-
bangan lepas pantai (offshore) di landas kentinen didasarkan pada Lindang-
U'ndang Landas Kontinen."”

Dalam rangka memperkuat kedaulatan Indonesia di laut, selain per-
aturan perundang-undangan vang haras harmonis, juga harus berkarakter-
istik nusantara. Berbagai peraturan perundang-undangan terkat dengan
wilayah laut. tidak berkarakleristik Nusantara. Peraturan perundang-un-
dangan vang berkaraktenstik MNusantara, dimaksudkan setiap peraluran
perundang-undangan harus dipandang bahwa wilavah negara (daratan,
perairan, dasar laut dan tanah di bawahnva, termasuk ruang udara) meru-
pakan satu kesatuan(terintegratif) vang batasnva 12 mil dari garis pangkal
negara kepulavan, sehingga tidak terjadi pengkotak-kotakan wilavah, ter-
masuk pengaturan laut vang ada di daerah

Membangun peraturan perundang-undangan vang berkarakleristik
Musantara, tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan dan kewenangan
daerah di laut. Oleh sebab i, pelaksanaan pengelolaan wilayah laut seb-
agaimana diatur dalam Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 yvang di-
ubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, juga harus menjadi
perhatian pemerintah, khususnva terkait dengan kebijakan dan aturan tek-
nis tentang pengelolaan wilavah laut daerah

Penvelesaian terhadap permasalahan lant di daerah, memerlukan
penegasan pemerintah pusat, sehmygea masing-masinyg daerah idak menat-
sirkan undang-undang dengan cara sendiri-sendiri. Selain itu, daerah harus
diberi peluang untuk melakukan pengelolaan SIA laut vang ada, termasuk
ch dasar laut dan tanah di bawahnyva. Selama ini daerah hanva berhak bukan
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berwenang untuk mengelola wilavah perairannya, sedangkan pengelolaan
SDA di dasar laut dan tanah di bawahnva daerah hanva berhak atas bagi
hasl.

Selain masalah norma atau peraturan perundang-undangan, perma-
salahan hukum di wilayah laut, juga terkait dengan penegakan dan penga-
wasan. Pengawasan atau penegakan hukum vang adil, cepat dan berkepas-
tian, ditentukan oleh peraturan ite sendirt.

Kompas memberitakan bahwa; sejumlah kalangan mendesak pemer-
mtah mengoptimalkan pengawasan di laut dari mulai tingkat perizinan
sampai pengawasan operasi kapal penangkapan ikan, Pengawasan vang le-
mah membuat implementasi regulasi tidak efektif dan pelanggaran marak
terpadi. Pengawasan laut saat ini masih terbelah dibanyak instansi, koordi-
nasi lintas sektoral masih lemah, karena setiap instansi terikat pada sistern
dan aturannyva masing-masing. Oleh sebab itu, pemerintah segera memben-
tuk Badan Keamanan laut vang diharapkan dapat mensinergikan kewenan-
gan instansi terkait,'*

Badan Kemanan laul (Bakamla), secara vuridis formal telah diatur
dalam Pasal 59 avat (3) Undang-Undang Kelautan. Bakamla dalam Undang-
Undang Kelautan, dibentuk dalam rangka penegakan hukum di wilayah
perairan dan wilayah vurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli
keamanan dan keselamatan di wilavah perairan dan wilavah vurisdiksi In-
donesia. Namun, badan ini belum terbentuk, dan saat ini masih member-
lakukan Badan Koordinasi Keamanan laut (Bakorkamla). "

Bakamla diharapkan dapat mensinergikan seluruh instansi vang ber-
wenang melakukan pengawasan dan penegakan hukum, sedangkan untuk
koordinasi terkait dengan wewenang pengelolaan dilakukan olel Menteri
Eoordinator Kemaritiman vang baru saja dibentuk.

Banvaknya instansi vang berwenang melakukan penegakan hukum
di laut, membutubkan system penegakan secara terpadu dan tentunva juga
membutuhkan suatu badan khusus vang dapat mengkoordinir seluruh
proses penegakan hukum, sehingga dapat difakukan sesuai asas hukum
penvelesaian perkara secara cepat, singkat dan biava murah, Pelanggaran
hukum di laul pada umumnya terkail dengan pelanggaran penggunaan
tzin. Mekanisme penvelesaian pelanggaran izin juga memerlukan penata-
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an, karena proses izin vang berbelit-belit dan penyelesaian pelanggarannya
lambat akan menurunkan kewibaan negara.

4.2.5 Memperkuat Pertahanan dan Keamanan Laut

Menjaga puru]mmm dan keamanan di laut, sama hEItl'L_".ﬂ Liengaﬁ
menjaga kedaulatan negara, Pertahanan negara adalah segala usaha untuk
menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilavah NKRIL
dan melindungi keselamatan segenap bangsa dar ancaman dan gangguan
terhadap keutuhap bangsa dan negara, dan disusun dengan memperhatikan
kondist geografis Indonesia sebagai negara kepulauan,

Menjaga pertahanan dan keamanan di wilavah laut Indonesia vang
luas, memerlukan strategi, profesionalitas aparat kemanan laut, alutsista
dan teknologi. Strategi Pertahanan mantim yang digunakan Tentara Nasi-
onal Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) adalah Strategi Pertahanan Laut
Nusantara, Strategi pertahanan maritim merupakan bagian dari strategi per-
tahanan negara Indonesia vang dikenal dengan Pertahanan Rakyat Semesta,
vaitu segala upaya pertahanan vang bersifat semesta yang penvelenggaraan-
nva didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban selurub warga ne-
para serta kevakinan akan kekuatan sendini untuk mempertahankan kelang-
sungan hidup bangsa dan negara Indonesia vang merdeka dan berdaulat.™

Memperkuat kedaulatan Indonesia di laut, tidak cukup dengan mem-
perkuat pertahanan, tetapi juga harus mengamankan wilayah laut Indonesta
dari seala indakan vang akan melemahkan posisi Indonesia di pergaulan
internasional sebagai suatu negara yang berdaulat.

Posisi strategis Indonesia vang menjadi perlintasan pelayaran kapal-ka-
pal asing, di satu sisi merupakan kekuatan dan peluang, di sisi lain merupak-
an ancaman, vaitu rawan akan gangguan keamanan, baik vang berasal dari
datam wilayvah maupun dari luar, Untuk mempertaharkan dan mengamank-
an wilavah laut Indonesia, baik untuk mengaman kapal pada saat berlayar,
berlabuh, maupun untek menjaga perbatasan. Keamanan lerhadap kapal di
wilavah Indonesia, akan menimbulkan kepercayaan internasional di kawasan
Asia Tenggara dan Asia Pasifik, bahkan diperhitungkan dunia,

Capten Radial Huda menegaskan, untuk mewujudkan negara maritim
kuat dibutuhkan kapal-kapal berbendera Indomesia vang menguasai lautan
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Indonesia. Dia mengingatkan laut tidak ada pemiliknva, Pemilik laut adalah
pemilik kapal. "Kalao tidak memihki kapal berbendera Indonesia, negara
ini hanva memiliki laut di atas pefa iafieer”, negara belum hadir i laat
Indonesia, karena tiga golomgan kapal vang diperbolehkan berada di laul
tidak terpenuhi. Pertama. golongan kapal perang. Kedua, golongan kapal
dagang dan nelavan. Ketiga, golongan kapal kesclamatan. “Kenvataanya
kapal dagang dan nelayvan di Indonesia sangat sedikil, sedangkan kapal kes-
clamatan sama sekali tidak ada, vang ada hanya kapal milik KKP, Polisi Air,
[inas Perhubungan.™

Keamanan di laut Indonesia masih memerlukan upava peningkatan
kepercavaan masyvarakat internasional, pelavaran di wilayah laut Indonesia,
baik melalui Alur Laul Kepulavan Indonesia (ALKL) maupun selat Malaka
seringkali terjadi perampokan, pembajakan dan terorisme.

Allignz Global Corporate & Spegalty (AGCS, 2014}, melaporkan, fokus
pembajakan di laut saat ini bergeser dari Somalia ke spot baru, vaitu Indo-
nesia dan Afrika Barat. Dari 128 serangan pembajakan di Asia Tenggara, 106
diantaranva terjadi di Indonesia. Meskipun serangan pembajakan tergalong
pencurian oporfmstit tingkat rendah, akan tetapi jika tidak kendalikan
dapat memingkat menjadi serangan pembajakan terorganisir, tuntutan akan
kapasitas Angkatan Laut untuk mengontrol, mengawasi, dan melindungi
keamanan maritim perlu ditingkatkan. ™

Kekuatan armada laut Indonesia, di pusatkan pada 2 (dua) armada
tempur {armada barat dan timur) dan satu armada tempur dalam persiapan,
dengan prediksi kekuatan alutsista masing-masing, sebagai berikut:~
(17 Armada Barat. Pangkalan utama di Tanjung Pinang dan Belawan,
pangkalan pendukung Dumai, Batam, Natuna, Lhok Seumawe, 5a bang,
Padang, Mempawah. Jumlah KRI berkisar B0-85 KR dari berbagai jenis
(Fregat, Korvet, KCR, LPD, LST). Wilayah pengawaszan Armada barat
adalah Selat Malaka, Selat Singapura, Laut Natuna, Selat Karimata dan
antai Barat Sumatera diperkuat dengan 3 Brigade Marinir

{21 Armada Tengah. Pangkalan utama di Surabaya dan Jakarta, pangkalan
pendukung Makassar, Balikpapan, Tarakan, Bitung, Cilacap, Teluk
Lampung dan Benca. Armada Tengah diperkuat dengan 85-3%) KR dari
berbagai jenis termasuk satuan kapal selam, kapal ramah sakit. Wilayah
pengawasannya adalah Sefat Sunda, Laut |awa. Pantad Selatan Jawa,
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Soelat Bali, Selat Lombok, Selat Makassar dan Laul Sulawesi. Armada
Tengah diperkuat dengan 4 Brigade Marinir,

{3 Armada Timur. Pangkalan utama di Ambon dan Kupang, pangkalan
pendukung di Merauke, Javapura, Sorong dan Ternate. Sebaran KRI
berkisar antara 82-85 KRI dari berbagai jenis {Fregat, Korvel, Kapal
Selam). Wilayah pengawasan adalah Laut Timor, Laut Arafuru, Laut
Banda, Laut Maluku, Pantai Utara Papua. Mengingat kontur laut di
wiayah ini adalah laut dalam maka KRI vang beroperasi adalah dari
jenis Fregat dan Korvet Armada Timur diperkuat dengan 3 (tiga)
Brigade Marimr,

Jumlah selurub KRI vang dimiliki 3 (tiga) armada tempur itu berkisar

250 KRL Ini adalah jumlah minimal vang akan mengts: ketiga armada terse-

but, sementara dalam Buku Mutih Kembhan jumlah kekuatan KR vang harus

dipunyai oleh TN AL adalah 274 KR Artinva alutsista im dapat dipenuhi
dengan memaksimalkan selurnh potenst galangan kapal dalam negeri. Se-

cara maksimal PT PAL dan Fasharkan dapat memproduksi 12-15 FPB 57/

FPB 60 per tahun, bahkan saat ini sudah memproses pembuatan kapal per-

ang jenis ligh! fregat bekerjasama dengan Schelde Belanda ™

Kekuatan Armada Tempur Indonesia masih memerlukan peninghatan:

a.  Dibidang alutsista, peningkatannya diiringl dengan pengembangan in-
dustri strategis, seperti industri kapal, persenjataan, peralatan tempur
lain, kesemuanva memerlukan peningkatan teknologi Pengembangan
industri ini diupayakan untuk menggunakan produk dalam negeri, se-
hinguea industri persenjataan Indonesia berkembang searah perkemban-
gan industri persenjataan negara lamn,

b. Tidak kalah pentingnva adalah peningkatan kualitas dan profesionalitas
prajurit. wilavah vang luas, tingkat kepadatan pelayvaran yang tinggi dan
tingkat kompleksitas dan pemasalahan di laut vang tinggi, memerlukan
kesiap-siagaan setiap saat, Hal ini menuntut profesionalitas prajurit,
tidak saja dari aspek penguasaan peralatan lempur, tetapi juga mental
spritual vang tangguh. Ketangguhan prajurit melaksanakan tugas harus
pula diiringi dengan peningkatan kesejahteraan prajuril.

o, Unsur penunpang, seperti pembenahan pelabuhan laut berstandar
mternasional, fasilitas labuh atau sarana labuh, gudang, tasilitas
mengisian bekal wlang, kecepatan pengurusan dokumen eksport-
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import, izin melintas, pos-pos keamanan, dan teknologl satelit untuk
pemantauan aktivitas di laut, menjadi bagian penting untuk ketangguhan
pertahanan dan keamanan di laut,

Dukungan seluruh elemen, baik pemerintah dengan kebijakan vang
konsisten dan masyarakat, dengan Sistem Pertahanan dan Keamanan
Rakvat Semesta seluruh elemen masvarakat mempunyai kewajiban
untuk mendukung upaya Armada Tempur Indonesia untuk menjaga
keamanan wilayah Indonesia,
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INDONESIA MENUJU PORO
MARITIM DUNIA

5.1 KONSEPSI POROS MARITIM DUNIA

ebelum membahas tentang pengertian poros maritim, periu diketahu

terlebih dahulu artt maritime itu sendire Istilabh maritim seringkali

disamakan denean istilah kelautan, Secara harfiah, kedua kata im
memiliki arti vang berbeda, Arsvad, B, 2012 dalam Ririn Ambarwati me
nvatakan bahwa; kata “maritin” diartikan sebagai berkenaan dengan laut;
berhubungan dengan pelavaran dan perdagangan di laut. [stilah maritim
mengandung 2 (dua) arti.

Dalam pengertian sempil, vaitu hanva berhubungan dengan angkatan
laut atau angkatan laut dalam hubungan dengan kekuatan darat dan udara.
Draltam arti luas, vaitu angkatan laut dan semua kegiatan vang berhubungan

dengan penggunaan komersial nonmiliter terhadap laut

Dalam bahasa Inggris, kata vang digunakan untuk menunjukkan sitat
atau kualitas penguasaan terhadap laut adalah seapower. Sementara ilu, kata
kelautan lebih cenderuny diartikan laut sebagai wadah, vailu sebaga ham-
paran air asin vang sangal luas vang menutupi permukaan bumi, hanya meli-
hat fisik laut dengan segala kekavaan alom vang lerkandung di dalamnya, is-
tlah maritim lebih komprehensif dibandingkan dengan istilah kelautan, yaitu
tidak hanya melihat laut secara fsik, wadah dan isi, tetapi juga melihat laol
dalam konteks geopolitik, terutama posisi Indonesia dalam persilangan an-
tara dua benua dan dua samudra serta merupakan wilavah laut yang sangal
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penting bagi perdagangan dunia. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengarti-
kan maritim sebagai berkenaan dengan laul, berhubungan dengan pelavaran
dan perdagangan di laut.'

5.2 MODAL DASAR INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM
DUNIA

Dalam Pidato Presiden Joke Widedo di Konterensi Tingkat Tinggi
Asia Timur di May Pyvi Taw Taw, Myanmar tanggal 13 Nopember 2015, Saat
ini transformasi pesar sedang terjadi di abad ke-21. Pusat gravitasi geo-eko-
nomi dan geo-politik dunia sedang bergeser dari Barat ke Asia Timur, Neg-
ara-negara Asia sedang bangkit, Momentum ini dijadikan oleh pemerintah
Indonesia untuk memaparkan visi Indonesia kedepan sebagai negara vang
menjadi poros maritime dunia,

Menpadikan Indonesia sebagai poros maritime dunia didasarkan pada
posisi geografi Indonesia, vaitu berada pada daerah equator, antara dua
benua Asia dan Australia, antara samudera Pasifik dan Hindia, serta negara-
negara Asia Tenggara’

Dari aspek geograhs, Indonesia berada pada posise silang dunia yang
berarti menjadi pusat jalur lalulintas dunia. Batas wilavah Indonesia secara
geogratis berbatasan dengan’

a.  Bagian utara berbatasan dengan selat Malaka, laut Andaman, Samudera
Pasifik, laut Cina Selatan, (sekarang laut Natuna Utara)dan Malavsia
Tarmir.

b, Begian Selatan berbatasan dengan Benua Australia, Laut Timor Timur,
Samudera Hindia dan laut Aratura.

¢, Bagian Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

d. BagianTimur berbatasan dengan Samudera Pasifik dan Papua Nugini.

Selainitu, dari aspek astronomis, Indonesia berada pada gans lintang
dan garis bujur, vaitu berada f derajat lintang Utara, 11 derajal Lintang Se-
latan.95 derajat Bujur Timur dan 141 derajat Bujur Timur.

Dikaji dar aspek geograhs, menjadikan laut Indonesia, sebagai poros
maritim dunia, merupakan hal vang sangat memungkinkan, karena posisi
Indonesia berada diantara duia benua dan dua samudra, dan menjadi tempat
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pelavan singkat kapal-kapal untuk melintas: dan samudra satu ke samudra
fain.

Connie Rahakundini Bakrie menvatakan:

sangat memungkinkan menmadi poros dunia, karena lintas kapal vang pa-
dal melalui 3 (tiga) ALK vaitu ALKI I: melintasi Laut Cina Selatan-Selat
Karimata-Laut Jakarta-Selat Sunda, ALKI T melintasi Lawt Sulawesi-Selat
Makassar-Luat Flores-Sefal Lombok, dan ALK [l metintas Sumadera
Pasifik-Selat Maluku, Laut Seram-Laut. Sebetulnya Pemerintah Indonesia
dapat memantaatkan ALK untuk meraup devisa miliaran rupah setiap ta-
hunnya, Bandingkan dengan Singapura vang hanva senggolan jalur perda-
gangan dunia mampu memanfaatkan kondisinya dengan meraup devisa
vang besar buat negaranya.’

Sejalan dengan pemikiran Connie, Rokhmin Dahuri dalam suatu
W AWANCATS ﬂlﬂﬂ}'ﬂlﬂ]&-ﬂﬂ:

Indonesia memiliki letak geografis vang sungguh strategis, baik secara poli-
tis, lebih-lebih secara ekenomis. 45 persen perdagangan dunia lesat Indo-
nesia, Anda tahu nilainva? Mencapai § 1.500 trifiun. Ingat bukan rupiah.
tapi dolar AS. APBN kita saja sckitar 1LBOD triliun rupiah. Artinya tidak
sampai 1 (satu) persen dari nilai itu.”

Potensi dan peluang vang besar, jika dikelola secara baik, terus menerus
dan konsisten, Indonesia dapat tumbuh sebagal negara maritim besar dan
menjadi poros maritim dunia. Kebijakan dan program vang jelas dan terarah
dibutubkan untuk merealisasikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Program kerja yang telah digariskan oleh Pemerintahan Joko Widedo ter-
hadap gagasan menciptakan Indonesia sebagal poros marnitim dunia, sep-
erti; rencana pembangunan "tol laut” untuk menghubungkan antar palay,
pengembangan industri perkapalan dan perikanan, pembangunan pelabu-
han, perbaikan transportasi laut, memerlukan regulasi vang jelas dan tidak
menghambat, Pengembangan sektor-sekior tersebul tentunyva memerfukan
pembiayaan yvang besar, Jangan sampai dengan fokus pada pembangunan
infrastruktur kemartiman mengabaikan peningkatan kesejahteraan rakvat,
teriebith nelayvan.
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5.3 UPAYA MEWUJUDKAN INDONESIA SEBAGAI PORODS
MARITIM DUNIA

Menurut Presiden Joko Widodo, ada lima pilar pembangunan maritin
Indonesia vang diharapkan menjadi pores maritim dunia, vaitu:”

a. Pembangunan kembali budava mantim Indonesia. "Sebagai negara
vang terdiri atas 17 ribu pulau, bangsa Indonesia harus menyvadari dan
melihat dirinya sebagai bangsa yang wentitasnva, kemakmurannya,
dan masa depannya, sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengeiola
samudera,” mgkapnva.

b. Komitmen untuk menjaga dan mengelola sumber dava laut, dengan
fokus membangun kedaulatan pangan laut, melalui pengembangan
industri perikanan, dengan menempatkan nelayan scbagai pilar utama,
"Kekavaan maritim kami akan digunakan sebesar-sebesarnyva untuk
kepentingan rakval kami,” urai [okowi,

¢, Komitmen untuk mendorong  pengembangan  infrastruktur - dan
konektivitas maritim, dengan membangun tol laut, pelabuhan laut
dalam, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritin.

d. Diplomasi maritim yvang mengajak semua mitra-mitra Indonesia untuk
bekerja sama di bidang kelautan. “Bersama-sama kita harus menghilang-
kan sumber konflik di laul, seperh pencurian ikan, pelanggaran ke-
daulatan, sengketa wilavah, perompakan, dan pencemaran laut,”.

e Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun kekoatan pertahanan
maritim, “Hal ini diperlukan bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan
kekayvaan maritim kaimi, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab
datam menjaga keselamatan pelavaran dan keamanan maritim.”

Berdasarkan lima pilar pembangunan maritim tersebut, untuk mewu-
judkannya sembovan falesoera favanhe, perlu dijabarkan dalam berbagai
strategi dan program pembangunan vang bertumpu pada 2 (dua) hal, vai-
tu: meningkatkan sumber dava manusia {(SDM) berbasis kemaritiman, dan
pembangunan ekonomi maritim, vang didalamnva pembangunan infra-
struktur kemariliman.

5.3.1 Kebijakan Pembangunan Maritim

Pembahasan mewujudkan semboyan Jalesveva layamahe vang me-

ngarah pada pembangunan Indonesia menjad: poros maritim dunia, mulai
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menjadi topik hangat pada saal Presiden Joko Widodo menyampaikan pi-
dato pertamanya sebagai seorang residen, ia menyatakan:

....Kita harus bekerja keras bahu membaho. Sebagai negara maritim, samu-
dra, laut, sefat dan teluk adalah masa peradaban kita. Kita tefah [ama me-
munggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk,
Ini saatnva kita kembalikan semuanya schimgga Jalesivra Jayamalye, *di laut
justru kita java” sehagai semboyan kita masa lalu bisa kembali....

Dalam pid,]!_u tersebul di atas, Presiden Joko Widodo berkomibmen
bahwa origntasi pembangunan ke depan adalah pembangunan maritim
yvang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia
vang selama ini lidak menjadi prioritas pembangunan Indonesia atau den-
gan kata lain bangsa Indonesia telah memunggungi laut, samudra dan teluk.

Pada masa lalu, hampir seluruh program pembangunan di fokuskan
di daratan, pada hal wilavah Indonesia sebagian besar merupakan lautan.
Semboyan [alesvena Jawamalic vang sejak dule telah ada dan digunakan oleh
Angkatan Laut, fernvata dianggap hanva sebagai sembovan biasa, Pada hal
semboyan mi seharusnva menjadi landasan wama pembangunan Indonesia.

Presiden Jokowi mengatakan "Kita harus bekerja dengan se keras-ker-
asnva untuk mengembalikan [ndonesia sebagai negara mariim. Samudera,
laut, =elal dan teluk adalah masa depan peradaban Kita. Kita telah terlalu
lama memunggung laut, memunggungi samudera, memunggung selat
dan teluk. Kini saatnva kita mengembalikan semuannya sehingea falesoer
Jaymnte, di laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek movang kita di
masa lalu, bisa kembali membahana™.

Komitmen Presiden Jokowi vang disampaikan dalam Pidato setelah
dilantik oleh MPR Rl tersebut, beberapa hal telah dituangkan dalam arah
kebijakan RPJMN 2015 - 2019 vaitu:

1. Memperkuat jati diri sebagai negara maritim melalus: penvelesatan tata
batas dan batas landas kontinen di luar 200 mil laut, penamaan pulaw-
pulau dan pendaftarannya: pengaturan dan pengendaliaan ALKL serta
penguatan lembaga pengawasan laut.

Pemberantasan tindakan perikanan liar melalui peningkatan koordinasi
dalam penanganan pelanggaran tindak pidana.

B



A Mpmperkual Kedaufabaer Todonesin i Laat Menaifes Poros Mdaritine Drusenr

3 Membangun konektivitas nasional (tol laut) dengan meningkatkan
pembangunan sistem transportasi multimeda; serta melakukan upava
keseimbangan antara transportasi yvang berorientasi nasional dengan
transportasi vang berorientasi lokal dan kewilayahan.

4, Pengembangan ckonomi maritim dan kelautan dengan percepatan
pengembangan ekonomi kelautan: meningkatkan dan mempertahankan
kualitas, dava dukung dan kelestarian fungsi lingkungan  laul;
meningkatkan wawasan, budava bahari, pengutan SDM dan Iptek
Kelautan; serta meningkatkan harkat dan taraf hidup nelavan serta
masyarakal pesisir

Komitmen Presiden Jokowi dalam pembangunan kemaritiman tefah
dituangkan dalam beberapa kebijakan, antara lam:

|, Terbentuknva Kementerian Koordinator Maritim vang membawahi 18

kementerian yang saling terkait dengan dunia laut, keamanan, teritoral,

serfa ekonomi

Badan Keamanan Laul. Penguatan kelembagaan ditetapkan Perpres

No. 178 Tahun 20014 tentang Badan Keamanan Laut dan membentuk

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui Perpres No. 10

Tahun 2015.

3. Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Hiegal (Illegal
Fishing), dibentuk melaui Perpres No. 115 Tahun 2015,

4. Komite Nasional Prakarsa Segitiga Karang untuk Terumbu Karang,

Perikanan dan Ketahanan Pangan, ditetapkan berdasarkan Perpres No.

E5 Tahun 25 tentang,

Pencapaian target fingkat hunjungan wisata 20 juta wisman pada tahun

2019, diterbitkan Perpres 104 Tahun 2015 vang menjadi dasar pemberian

Pl

W

Fasilitas bebas visa kunjungzan bagi 75 negara,

6. Kemudahan bagi Kapal Wisata Asing (Yacht) untuk masuk ke wilavah

perairan Indonesia dengan penetapan Perpres 105 Tahun 2015

Perpres No. 126 Tahun 2015 sebagi jaminan pemberian subsidi LPG bag

nelavan kecil.

B, Instruksi Presiden kepada Menteri PUPERA  untuk melakukan
revitalisasi kampung nelayan,

Y Kebijakan untuk mengurangi disparitas ckonomi antara Indonesia Harat
dan Indonesia Timur melalui konsep pembangunan tol laul, prioritas

~4
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pembangunan 5 pelabuhan besar dari Pelabuhan Kuala Tanjung sampai
dengan Pelabuhan Sorong,

Pepres No. 106 Tahun 2005 melalui pembenan jaminan (subsidi)
kelangsungan pelavanan pengelenggaraan angkutan barang ke daerah
tertinggal. terpencil, terluar dan perbatasan, sedangkan dasar hukum
penvelenggaranan pelavanan bagi angkutan penumpang untuk daerah
tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan,

Pembahasan program kegiatan lintas sektor {Kementerian/ Lembaga)
vang melibatkan banyak stakeholder tentanggrand desmn pembangunan
kelautan tersebut dituangkan dalam bentuk  Kebijakan Kelaulan
Masional (National Ocean Policy) vang ditetapkan dalam suatu Peraturan
Perundang-Undangan guna mengikat seluruh pihak dan menjadi
jaminan untuk ditaati®

Menindaklanjuti Pasal 13 UL Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelau-

tan. Kebijakan Pembangunan Kelautan tersebut kemudian dijabarkan ke
dalam program setiap sektor dalam rencana pembangunan dan pengelo-
laan Sumber Daya Kelautan. Kebijakan Pembangunan Kelautan meliput:
pengelolaan Sumber Daya Kelautan; pengembangan sumber daya manusia;
pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di Laul; tata
kelola dan kelembagaan; peningkatan kesejahteraan; ekonomi kelautan;
pengelolaan ruang Laut dan Pelindungan Lingkungan Laut; dan budaya ba-
hari. Pada tanggal 20 Februari 2017, Presiden Joke Widodo telah menetap-
kan Peraturan Presiden Nomeor 16 Tahun 2017 tentang Kebyjakan kelautan
Indonesia. Pertimbangan ditetapkannya Perpres i, vaitu:

ek

bahwa Indonesia memiliki wilavah perairan yvang sangat luas dengan
potensi sumber daya kelautan vang melimpah schingga perlu dikelola
secara optimal dan berkelanjutan;

bahwa pengelolaan sumber dava kelautan dilakukan dalam rangka
mewujodkan cita-cita Indonesia sebagar Poros Maritim Dunia dan
dalam upaya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran
rakvat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruaf
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kebijakan
Kelautan Indonesia
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Kebijakan kelautan Indonesia dimaksudkan untuk menjads pedoman
umum kebyakan kelaatan dan langkah pelaksanaannya melalui program
dan kegiatan kementerian/ lembaga di bidang kelautan vang disusun dalam
rangka percepatan implementast Poros Maritim Dunia. Disamping itu, kebi-
jakan kelautan Indonesia juga dijadikan acuan bagi masvarakat dan pelaku
usaha dalam ikut serta melaksanakan pembangunan sektor kelautan untuk

mewujudkan Poros Maritim Duma.

Pasal 2 Peraturan Presiden (Perpres) Momor 16 Tahun 2017 menve-
butkan, Kebijakan Kelautan Indonesia terdiri atas: (a) Dokumen Nasional
Kebijakan Kelautan Indonesia; dan (b) Rencana Aksi Kebijakan Kelantan [n-
donesia, Sedangkan dalam Pasal 2 Perpres ity disebuthan, bahwa Dokumen
MNasional Kebijakan Kelautan Indonesia sebagaimana dimaksud tercantum
dalam Lampiran | vang merupakan bagian tidak terpisahkan dart Peraturan
Presiden ini.

Datam Dokumen Kebijakan Kelautan Indonesia, Visi Kelautan [Indo-
nesia adalah mewujudkan Indonesta menjadi Poros Maritim Dunia, vaitu
menjadi sebuah negara maritim vang maju, berdaulal, mandin, kuat, serla
mampu memberikan kontribusi positif bag keamanan dan perdamaian ka-
wasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional

Misi dari Kebijakan Kelautan Indonesia adalah:

a.  terkelolanya sumber dava kelautan secara optimal dan berkelanjutan;

b. lerbangunnya koalitas sumber dayva manusia, itmu pengetahuan dan
teknologi kelautan vang andal;

€. lerbangunnva pertahanan dan keamanan kelautan yang tangguh;

d. terlaksananya penegakan kedaulatan, hukum, dan keselamatan di laut;

e, terfaksananya tata kelola kelautan vang baik;

. terwujudnya kesejableraan masyarakal pesisir dan pulav-pulau kecil
vang merata;

g, terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan industri kelautan
vang berdava saing;

b terbangunnva infrastruktur kelastan vang andal;

i terselesaikannyva aturan lentang tata ruang laut;

| terlaksananva pelindungan lingkungan laut;

k. terlaksananva diplomasi maritim; dan

. terbentuknva wawasan identitas, dan budava bahari,
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Perwujudan visi dan misi kelautan Indonesia harus berpegang teguh
pada kepentingan nasional, serta keadilan dan manfaat sebesar-besarnya
untuk kescjahteraan rakvat Indonesia,” bunyvi. Kebijakan Kelautan Indone-
sia disusun berdasarkan enam prinsip dasar, vaitu:

a.  Wawasan Nusantara;

b pembangunan berkelanjutan;

ekonomi biru;

d.  pengelolaan terintegrasi dan ransparan;
. parlisipasi; dan

f. kesetaraan dan pemerataan,

i

Kebijakan Kelautan Indonesia itu terdiri atas 7 (tujuh) pilar, yaitu:

a. Pengelolaan sumber dava kelautan dan pengembangan sumber dava
manusia;

b. Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut;

¢.  Tata kelola dan kelembagaan laut;

d.  Fkonomi dan infrastruktur kelautan dan perangkatan kesejahteraan;

e, Pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut;

f. Budava Bahari; dan

g Diplomas Maritim

Menurut dokumen ini, pelaksanaan Kebijakan Kelautan Indonesia
dilakukan oleh kementerian dan lembaga sesuai tugas dan fungsi masing-
masing. Sedangkan pelaksanaan dan pemantavan Kebijakan Kelautan Indo-
nesia dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

“Laporan pelaksanaan program dan kegiatan Kebijakan Kelautan In-
donesia secara berkala k._'-]_ﬁﬂda Presiden disampaikan oleh Menteri Koordi-
nator Bidang Kemaritiman setelah berkoordinasi dengan Menteri Koordi-
nator Bidang Palitik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia
dan Kul:ru-;i,v:.-'mn" bunyi Bab VI poin (3} dokumen tersebuat

Dalam dokumen ini juga disebutkan, Kencana Aksi Kebijakan Kelau-
tan Indonesia merupakan penjabaran dari 7 (tujuh) pilar Dokumen Nastonal
Kebijakan Kelautan Indonesia yang didetailkan dalam beberapa program
prioritas.
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“Hencana aksi dimaksud disusun untuk menvinergikan program dan keg-
itan kementerian/ lembaga dalam melaksanakan pembangunan kelautan,
yang dirinci dalam strategi, kegiatan, sasaran, target/ output, jangka waktu,
penanggung fawab, instansi terkail, dan sumber pendanaan,” bunyi Bab V1
poin (5] dokumen tersebut.

Untuk Rencana Aksi Kebijakan Kelautan indonesia 20016-201%, menu-
rut dokumen tersebut, terdin atas 5 (lima) kluster program prioritas, vaitu:
(1) Batas Mantim, Ruang Laut, dan Diplomasi Maritim; (2) Industri Maritim
dan Konekbivitas Laut; (3) Indusirn Sumber Dava Alam dan Jasa Kelautan
Serta Pengelolaan Lingkungan Lawt; {4) Pertahanan dan Keamanan Laut;
dan (5) Budaya Bahari,

5.3.2 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Kema-
ritiman

Dalam rangka memperkuat kedaulatan Indonesia di faut dan menuju
Indomnesia sebagai poros mantim dunia, lidak dapat ditempuh lanpa pen-
ingkatan SDMyang berbasis kemaritiman, Kualitas SDM, secara teoritis se-
lalu dikaitkan dengan penguasaan ilmu pengetabuan dan teknologi (1PTEK)
vang biasa diperoleh melalui pendidikan formal dan nonformal.

Pendidikan vang berbasis kemaritiman di Indonesia masih sangat
minim. Materi pelajaran vang mengkaji kemaritiman di tingkat sekolah
dasar sampai sekolah menengah atas, secara khusos tdak dijumpai. Kalau-
pun ada hanya bersitat sisipan. Sebetulova jika kita berkomitmen babwa
kita adalah negara kepulauvan, maka setiap jenjang pendidikan kajian ten-
tang kemaritiman seharusnva ada.

litik tumpu membangun kemaritiman Indonesia, harusnva dimulai
dari materi pelajaran di tingkat sekolah dasar, sehingga anak bangsa men-
cintai laut. Seluruh program pendidikan diberbagai jenjang, materi pelaja-
ran kemaritiman merupakan langkah awal untuk membangkitkan perha-
tian terhadap laut. Dengan perhatian vang besar, akan menghasitkan 5DOM
vang ahli dibidang kemaritiman

Pendidikan kemanbman dijenjang pendidikan/ perguroan bimggsi juga
sangat sedikit, tidak sebanding dengan pergurvan tinggi ilmu non kemari-
timan. Menurut Supora, saat int Indonesia hanva ada 14 perguruan tingg
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mempunyai 31 program studi (prodi} kemaritiman dan hanva 3 (bga) po-
liteknik kemaritiman.* Jumlah prodi kemartiman vang minmm, perlu upava
untuk membuka prodi baru berbasis kemaritiman atau setidak-tidaknya di-
setiap prodi vang ada, terdapat materi atau kajian kemaritiman.

Pengembangan disiplin ilmu-ilmu pada perguruan linggi vang tidak
ada prodi khusus tentang kemaritiman atau kelautan, perlu pula memasukan
materi tentang kemaritiman atau kelautan, seperti: di Fakultas Teknik, perlu
adanva kajian teknolog kelautan, Fakultas Ekonomi dengan kajian ekonomi
kelautan, begitu pula di Fakultas Hukum terdapat kajian hukom laut, dan
kajian sosial budava kelautan di Fakultas Hmu-ilmu Sosial, Demikian pula
dengan lembaga-lembaga pelatihan, perlu dikembangkan dengan adanyva
pusal-pusal latihan kemaritiman. Dengan penyebarluasnyva pengelahuan
dan keterampilan masyarakat akan kemaritiman niscaya pembangunan ke-
maritiman Indonesia akan cepat berkembang pesat

Selain pendidikan dan pelatihan, riset-riset di lembaga riset perlu
dikembangkan dan diberikan peluang vang besar untuk kajian kemariti-
man, [¥ata riset kelautan atau kemaritiman dapal digunakan tidak saja untuk
pengembangan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan SDM, tetapt juga
sebagai dasar memperkuat kebijakan pemerintah dibidang kemaribman.

Peneliti pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPEYP-
BPIT) Wijo Kongko menyatakan;
pengembangan kelautan Nusantara harus didasarkan pada riset, angga-
ran riset harus ditambah dan lembaganva puga harus dioptimalkan, namun
vang tidak kalah pentingnva memastikan riset tersebut dajadikan dasar ke-
bijakan pembangunan, selama ini kebijakan pembangunan kerap tidak di-
dasarkan pada riset vang memadai ™

Sejalan dengan pengembangan riset kelautan, sebanyvak 13 penelili
asal Indonesia menggarap sistem aplikasi osranografi berbasis Teknologi
Satelit Radar {Indeso), Sistem aplikasi penerima data satelit ito mular di-
operasionalkan pada Oktober 2014 di Pucak, Bali. Sistem itu digarap beker-
jasama dengan tujuh Lembaga riset di Prancis di bawah keordinator Colleche
Localisation Satellites (CLS). Indeso melaksanakan 7 (tujuh) fungsi: peman-
tauan praktik penangkapan ikan ifirgal, pengelolaan sumber dava ikan dan
pemantavan kondisi terumbu karang dan hutan bakau, pengelolaan pesisir



o Memperkuat Kedawtatan edoneswe di Lawed Mermupn Poros Marshim Dania

vang terinlegrasi, pengkajian lokasi perairan untuk budidaya rumuput laul,
pengamatan tambak udang dan penelusuran lokasi vang baik untuk tam-
bak udang, pendeteksian tumpahan minvak di laut, Menorut Hermawan
(Penelit dari Badan Pepeliban dan Pengembangan Kelautan dan Perikan-
an), kelemahan pengawasan perairan selama ini, salah satunya disebabkan
minimnya daya jangkau pemantauan perairan Indonesia. Melalui sisteny ini
effekil untuk memantau wilayah perairan Indonesia vang luas. "'

Berbagail pernvataan di atas, untuk menentukan kebijakan terkat den-
gan pembangunan maritim diperlukan riset untuk menghasilkan data vang
dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan untuk program-program
pembangunan. Data tentang kandungan SDA, posisi atau lokasi, kerimasuk
data tentang leknologi dan jumlah armada kapal, dan lain sebagainya secara
akurat sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan, karena kebijakan
hanya didasarkan pada asumsi-asumsi saja dapat berakibal gagalnyva sualu
kebijakan, sebagaimana dikatakan Wiyo Konghka:

Pengembangan kelautan harus didasarkan pada riset terpadue. Riset
memiliki fungsi penting mengenali kondisi lautan, Lebih penting lagi, me-
mastikan riset itu dijadikan dasar kebijakan. Tanpa dasar riset, pembangu-
nan hanya akan didasarkan pada asumsi dan dapat salah sasaran, Kisel ke-
lautan selain untuk mengeksplorasi potensi 5DA, juga dibutubkan untuk
mewaspadai ancaman. "

5.3.3 PPenguatan Ekonomi Berbasis Kemaritiman

Diakuinyva Indonesia sebagai negara kepulavan, memberikan kepastian
untuk mengelola SDA laut Indonesia vang dapat dijadikan sumber kekuatan
ckonemi, bahkan menjadi pusat ekonomi kelautan dunia. Perairan Indonesia
terkenal dengan kekayvaan alamnya, antara lain:'

(1) 28.0K) spesies flora, 350 spesies fauna dan 110000 spesies mikroba,

(2) B0 spesies terumbu karang dan 40 genera, jaub lebib kaya dibandingkan
Laut Merah yvang hanva memiliki sekitar 40 spesies dari 7 genera,

{3 Sumberdava vang dapat diperbaharn (ronewable resgurces), bermasuk
ikan, udang, moluska, kerang mutiara, kepiting, rumput laat, mangrove,/
hutan bakan, hewan karang dan biota laut lainnva,
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{4) Sumberdaya vang tidak dapatl diperbaharui (non rencioable resources),
seperti minyak bumi, gas alam, bauksit, timah, bijih besi, mangan, fosfor
dan mineral lainnya,

(3} Energi kelautan seperti: encrgi gelombang, pasang surut, angin. dan
Ocennt Thermal Energy Conversion,

(6} Jasa lingkungan fenotrommental sotices) termasuk tempat-tempat vang
cocok untuk lokasi pariwisata dan rekreasi, seperin pantai vang indah,
perairan berterumbu karang vang kava ragam biota karang, media
transportas: dan komunikasi, pengatur iklim dan penampung limbah,

i7) Terbangunnya titik-titik dasar di sepanjang pantai pada posisi terluar
dari pulau-pulau terluar sebagai Htik-titik untuk menarik garis pangkal
darimana pengukuran batas laul berpangkal,

{8) Terwujudnva beberapa kesepakatan/ pejanjian batas laut vaitu: dengan
India, Thatland, Malaysia, Singapura, Filipina, Australia dan PNG

Scjumlah potensi tersebut di atas, merupakan sumber daya vang san-
gal potensial untuk menimgkatkan kesejahteraan rakval. Mengubah ekono-
mi potensial menjadi ekonomi riil vang berbasis kelautan, dapat diupayakan
dengan memanfaatkan kekuatan industri dalam negeri, Indonesia jangan
menjadi pasar produksi negara-negara lain. Bangsa Indonesia harus men-
jadi pasar bag produksinya, mencintai produk dalam negen akan mening-
katkan keberhasilan dunia usaha dalam neger.

Sampai saat ini kebijakan pengembangan ekonomi kemaritiman han-
va bersifat insidental, belum terencana secara menyelurush dan mendasar,
kebijakan kadang-kadang ditetapkan hanya karena keterpaksaan atau aki-
bat adanya tekanan dan pihak asing. Salah satu kebijakan membuat in-
dustri kemaritiman Indonesia nyaris hancur, yaitu adanya Instruksi Pres-
ilen (Inpres) Nomor 4 Tahun 1985, Inpres ditetapkan dengan alasan untuk
menunjang kelancaran arus barang, seluruh pelabuhan di Indonesia dibu-
ka seluas-luasnya untuk kapal-kapal asing. Akibatnva membual industri
maritim nasional terpuruk, hdak mampu menghadapi persaingan dengan
perusahaan-perusahaan pelayaran besar asing vang memiliki modal besar
dan didukung oleh jaringan luas. Melalui desakan berbagai pihak dan fakta
bahwa negera-negera maju telah lama melakukan perlindungan terhadap
incustri maritimnya, pemerintah akhirnva mengeluarkan Inpres No. 5 Ta-
hun 2005 tentang Cebofage vang mengharuskan kapal yang berlavar di laut
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Indonesia harus berbendera Indonesia. Dalam tempo kurang dari 10 tahun,
jumiah armada nasional memingkat dua Kali lipat lebih dari 6.041 Unit di
tabun 2005, melonjak menjadi 14.300 Unit tahun 2014, dengan total investasi
LiS&20.6 milvar.™

kebijakan yvang bersifat insidental dan tidak terarah seba gaimana con-
teth di atas, pemerintabhan harus mampu melakukan perubahan dengan mela-
hirkan kebijakan secara terpadu, terarah, sistemnatis dan berkesina mbungan
dengan mengutamakan kepentingan bangsa Indonesta. Oleh sebab itu, Blue
Print pembangunan Kemaritiman dengan menekankan pada strategi pem-
bangunan kemaritiman berbasis kekuatan lokal perlu segera disusun, Sek-
tor kemaritiman yang memerlukan upaya perbaikan, antara lain: dibidang
pengelolaan SDA kelautan, khususnya perikanan, perkapalan, dan pelabu-
han, termasuk didalamnya pembangunan infrastrukiur kemaritiman untuk
menunjang sektor tersebut.

1) Perikanan

Sektor perikanan merupakan sektor utama dan penting dalam pem-
bangunan kemaritiman. Berkembangnya usaha perikanan akan berpengaruh
terhadap usaha-usaha perekonomian maritim lainnva. Untuk mewnjudkan
Indonesia sebagai poros maritim dunia, Indonesia harus mengambil peran
strategis dalam menjawab persoalan dan tantangan pangan lokal, nasional,
maupun global, dengan menjadikan produksi tkan kita sebagai produsen
dan penvuplai kebutuhan pangan terbesar dunia, serta menjadikan pusal
pemasaran ikan melalut pusat-pusat pelelangan ikan vang ada menjadi pu-
sat pelelangan tkan dunia.

Di sektor perikanan, SDA laut Indonesia vang kava ternyata hanva
menjadi tempat penjarahan nelavan-nelavan asing. Kerugian vang sangat
besar di sektor i juga disebabkan oleh kebijakan yang tidak berpihak ke-
pada nefavan Indonesia, sebagai contoh adanva izin hongkar muat tang-
kapan ikan di laut, kebijakan ini membuka peluang adanya penvelundupan
dan pencurian ikan vang merugikan bangsa Indonesia, seperti banyaknya
pasar gelap tuna di perairan Indonesia, sekitar Rp 14 triliun potensi pen-
dapatan negara hilang Hap tahun akibat pasar gelap perikanan,

Maraknya pencurian dan penyelundupan di laut Indonesia, akibat Te-
mahnya pengawasan dan potroli di laut, Keterbatasan armada kapal patroli
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menjadi penyvebab ulamanva. Wilavah laul Indonesia vang sangat luas, sulit
kiranva hanva diawasi dengan jumlah kapal vang terbatas, Kapal pengawas
vang dimiliki KKI* hanya 27 kapal, terdiri dari 210 kapal kecil dan 7 kapal
standar dan ditambah dua kapal pesanan baru SKIPI {Sistem Kapal Inspeksi
Pertkanan Indonesia), panjangnva 60 meter dan dilengkapi dengan sonar
serta penginderaan jauh." Jumlah kapal vang sangat sedikit tentunya tidak
sebanding dengan luas wilavah laut vang akan diawasi. Oleh sebab itu, jums-
tah kapal pengawas harus ditambah melalui pembuatan kapal industri pem-
buatan kapal Indonesia.

Selain peningkatan usaha disektor penangkapan ikan, Industri peng-
olahan ikan Indonesia juga masth perlu ditingkatkan, Industri pengolahan
ikan pada saat ini masih bersifat hiome mrdustrn dan usaha sampingan saja,
hanva sedikit industri pengolahan ikan modern. Howie teduste: pada umum-
tiya dijalankan dengan modal kecil dan minim pengetahuan dan teknolog,
Solusi masalah ini, vaite pemerintah dibarapkan memberikan modal usaha
melalui pengaliban subsidi bahan bakar dan minyak, bantuan kredit, pela-
Hhan penggunaan teknelogi pengolahan, dan bimbingan usaha produkrif,

Usaha pengolahan ikan dapat juga dikembangkan dengan model ke-
mitraan {tripatrit) antara o mdusin nelavan, perguruan tinggi dan pihak
swirsta dengan modal usaha dari pihak permerintah.

Pengembangan industri pengolaban ikan, budidaya perikanan dengan
karamba (jaring apung) juga merupakan usaha perikanan vang prosfektif
baik untuk meningkatkan usaha ekonomi kerakvatan. Saat ind produkes: bu-
didava laut mencapai 3,7 juta ton/tahun, dan ditargetkan meningkat jadi
15,8 juta ton /tahun. Dari sis1 pendapatan, saat ini pendapatan budidaya laut
mencapal Bp 11 trlivn/tahun, dan ditargetkan meningkat jadi Ep 155 tril-
iun/tahun atau peningkatan drastis sebesar Rp 147 triliun, Lahan karamba
vang ada baru 117 ribu heklar, dan ditargetkan meluas menjadi 5080 ribu
hektar, sedangkan potenst lahan karamba itu sendird vang belum digarap
masih sangat besar, vakni 12 juta hektar 7

Selurubh pembangunan sektor kemaritiman, perlu memperhatikan
pengelolaan 50A yang berkelanjutan. Pengelolaan SDA berkelanjutan, ti-
dak dapat dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri, letapi memerlukan ker-
jasama dengan negara-negara lain, khususnva negara-negara vang sering
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melakukan ﬂkl’iﬂjlﬂﬂt‘l_’-'d di wilavah laul Indonesia. Kerjasama harus didasar-
kan pada Nota Kesepahaman (MOL) vang jelas, Tidak berhent: hanya pada
level diplomasi saja, tetapt juga harus sampai pada tingkat implementasi
dan teknis di lapangan,

i bidang perikanan pemerintah telah melakukan pertermuan untuk
melakukan kerjasama dengan perwakilan pemerintah enam negara, vartu Mla
besar Malavsia, Thailand, Singapura, Tiongkok, Australia, Veatnam, Kuasa
Usaha Ad Interim Filipina. Perternuan ini untuk membahas hal-hal terkait. im-
plementasi queta than (jumlah tangkapan, batas teritorial penangkapan, wakiu
penangkapan, batas ukuran produk, metode penangkapan dan alat tangkap),
pengelolaan perikanan berkelanjutan, dan vang paling penting dari kerjasama
ni adalah kesepakatan untuk melakukan pemberantasan pencurian ikan, " Na-
mun pertemuan ini belum ditindaklanjuti dengan Nota Kesepahaman antara
pihak,

Berdasarkan uraian di atas, potensi perikanan Indonesia vang besar,
harus dikelola oleh bangsa Indonesia sendiri. Bangsa lain vang ikut menge-
lola hanya dalam rangka mengembangkan kemampuan bangsa Indonesia,
untuk ini diupavakan hal-hal sebagai berikut:

(1) Meningkatkan upava untuk melindungi potensi  perikanan  dari
perjarahan dan pencurian pihak asing. Pengawasan melalui patroli
yang terus menerus harus dilakukan. Untuk dapal melaksanakan patroli
di wilayah laut vang luas diperlukan armada kapal dan pembiayvaan
vperasional vang besar

(2) Meningkatkan usaha perikanan dengan berhasis masyarakat nelavan,
usaha penangkapan ikan, budidava laut, industri pengolahan melalui
himbingan dan pengawasan dari badan usaha swasta dan/atau negara,
Sektor hotie imdustn vang selama i telah teruji tidak terkena krisis
menjadikan pelajaran untuk dikembangkan,

(3) Kemitmen  pemerintah melalui  kebijakan-kebijakan vang  lebih
mengedepankan kepentingan bangsa dari pada kepentingan asing.
Contoh kebijakan vang membuka peluang asing untuk memanfaatkan
potensi faut Indonesia, adalah langkah kelira karena nelavan Indonesia
tidak akan mampu bersaing dengan nelavan asing. Kebijakan ini menjadi
pelajaran berharga bagt bangsa Indonesia,
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{2} Transportasi Laut

Sampai Tahun 2012, 88,3% kapal motor perikanan laut adalah kapal
kecil dengan bobot hingga 10 G Rapal ukuran 30 GT hanva 2% dari total
sckitar 199.000 kapal motor perikanan laut, Pemerintah melakukan morato-
rium atau penghentian sementara ixin operast kapal ikan berat di atas 30 GT
dan membebaskan pungutan untuk nelavan yang memiliki kapal di bawah
moT

Kebijakan moratorium izin operasi kapal ikan besar merupakan ke-
bijakan strategis untuk memberikan peluang bagi bangsa dalam mening-
katkan pendapatannya. Namun perlu pengawasan, karena 182 kapal ikan
buatan luar negeri berukuran di bawah 100 G L mendapat izin menangkap
tkan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, ™

Kapal-kapal Impor vang beroperasi melanggar Peraturan Menteri ini,
berasal dari Tiongkok 1, Thailand 116, Taiwan 10, Jepang 14, Malaysia 1,
Belize 1, dan Filipina 39 kapal, Kapal-kapal ini dapat beroperasi, menurut
Direktur Pelayanan Usaha Penangkapan kan Kementerian Kelautan dan
Perikanan, kemungkinan lzin vang diperoleh, karena kapal lama vang di-
jual ke pemilik baru dan kapal tersebut menggunakan anak buah kapal dari
Indonesig @

Terlepas apapun argumentasinya pelanggaran ini harus dihentikan,
Banyaknya kapal impor menghambat perkembangan industri pembuatan
kapal Indonesia. Pada hal untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros
maritim dunia, keberadaan kapal menjadi kata kunei penguasaan laut oleh
suatu bangsa.

Dibidang pelavaran rakvat, keberadaan kapal Indonesia masih jauh
tertinggal dibandingkan dengan pelayvaran rakyal negara-negara tetangga,

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2014, mendefinisi.
kan Pelavaran Rakvat sebagai kegiatan anghkutan laut vang menggunakan;
(1) kapal lavar tradisional; (2) kapal motor berukuran sampai 500 G {gruss
forinage) vang digerakkan oleh tenaga angin sebagai pengrerak utama dan
motor sebagai tenaga penggerak bantu; {3) kapal motor dengan ukuran an-
tar 7 GT sampai 35 G1. Untuk memmngkatkan usaha pelavaran rakyal, see-
ual amanat Peraturan Menteri Perhubungan No. 93 Tahun 2014, diperlukan
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penvediaan pelabuhan vang memadai, kemudahan, serta penyediaan BEM
bersubsidi.™

{3) Pelabuhan

P'elabuhan merupakan faktor penting dalam mewujudkan poros mar-
itim dumia. Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengakui,
jumlah pelabuhan yang disediakan Pelindo di seluruh Indonesia berjum-
lah 111 pelabuhan dengan 1.129 non komersial dan 914 terminal khusus.
Alokasi dana pemerintah Rpl triliun per tahunnya dianggap belum cukup
mengimbaﬁgi kebutuhan sekbor pelabuban secara keseluruhan. 118 pelabu-
han baru dibangun di Indonesia. Selanjutnva, Direktur Transportas Kemen-
terian PPN/ Bappenas, Ir. Bﬁmbﬂng Prihatono, menvatakan terkail dengan
pembangunan pelabuhan, Keputusan Kementerian Perhubungan No.o 414
Tahun 2014 menetapkan, schanvak 1.2400 pelabuhan vang mencakup 33
pelabuhan utama, 217 pelabubhan pengumpul, dan 9% pelabuban pengum-
pan. “Jumiah pelabuhan tersebut belum termasuk pelabuban khusus, termi-
nal atau dermaga untuk kepentingan sendiri, vang diperkirakan mencapai
&) pelabuhan™. >

Jumlah pelabuhan vang ada, belumlah sebanding dengan garis pantai
Indonesia vang merupakan garis pantai lerpanjang keempat di dunia, Wibi-
sono (2004) menvatakan:

jumlah pelabuban kita vang masih relabf sedikit untuk negara vang me-
miliki paris pantai sepanjang 95.181 km. Sebagai perbandingan, panjang
pantai Jepang adalah 34.000 km dan memiliki satu pelabuhan perikanan
di setiap 11 ki garis pantai. Kemuodian Thailand memiliki satu pelabuhan
perikanan setiap 30 ki gars pantal. Jauh terbelakang dan kedua negara
ini, Indonesia hanya memiliki satu saja pelabuhan perikanan untuk setiap
4.500 km garis pantai. Seharusnya Indonesia memiliki satu pelabuban un-
tuk setiap H km =

lumlah pelabuban vang tidak sebanding, kondisi pelabuhan di Indo-
aesia juga belum banvak vang berstandar internasional. Pelabuhan di In-
donesia harus dimodernisasi sesuai dengan standard inbernasional sesuai
-'.‘EH‘I'I:’._.’.HTI. Irbermatoontad Ships and Prarts Secariby Coude (ISPS Cande).

Cina vang dianggap berhasil meningkatkan pelabuhan internasional
dapat dijadikan contoh dalam pengembangan pelabuhan Indonesia. Cina
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menerapkan tiga strategi dalam menjalankan pembangunan mdustrs pelabu-
hannya, bagaimana mencapai posisi tertinggi dalam armada jenis pengiri-
man, perbatkan massif dalam pelayvaran vang terkait dengan infrastruktur
baik dipesisir pantai maupun di sungai, serta membuka sektor pelavaran-

nva selebar-lebarnya untuk dunia luar ™

Sementara, kondisi pelabuhan Indonesia, dari 1,240 pelabuhan, menu-
rut Kepala Bagian Hukum dan Homas Diten Perhubungan Laut Departe-
men Perhubungan, Umar Ards, ternyata baru 24 fasilitas pelabuhan di In-
donesja dinvatakan telah menerapkan standar Inbermabonal Slap and Pord
Facility Securthy (15PS) Coude secara penuh. Artinya, fasilitas ke-24 pelabuhan
tersebut telah sesuai dengan standar keselamatan dan keamanan vang dike-
luarkan oleh International Mantime Organization (IMO).™

MNegara kepulavan seperti Indonesia tentu membutuhkan banvak
pelabuhan berstandar internasional. Kelas pelabuban vang belum me-
menuhi standar internastomal, sulit untok membangun Indonesia sebagai
poros maritim dunia. Perlu diketahui pula bahwa pelabuhan merupakan
sumber dava bualan vang dapat meningkatkan devisa negara. Singapura,
Cina dan Amerika memiliki pelabuhan Internasional vang sangat sibuk
dapat dijadikan contoh dalam pengembangan pelabubhan di Indonesia,

Permbangunan bidang kemartiman vang memerlukan kerja keras dan
terus menerus, untuk percepatannyva diperlukan kerjasama dengan negara
lain. Hukum internasional telah memberikan kewenangan kepada negara
untuk melakukan kerjasama internasional, baik pada tingkat bilateral, re-
gional maupun miltilateral, baik dilakukan antar negara, anlara negara dan
organisasi internasional, maupun antara organisast internasiomal satu sama
lain

Kerjasama imternasional vang perlu dibangun dalam kerangka pem-
bangunan kemaritiman adalah kerja sama vang "selara” dan “saling men-
guntungkan”. Setara dimaksudkan bahwa para pihak dalam melakukan
kerjasama adafah sederajat tidak ada vang lebih tinggi atau lebih rendah
dari vang lain, sedangkan saling menguntung dimaksudkan bahwa, pem-
bebanan terhadap tanggung jawab setiap kegiatan adalah sama, dalam arti
bahwa para pihak yvang berkerjasama satu sama lain tidak ada yang dirugi-
kan*
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Prinsip setara dan saling menguntungkan di atas, menjadi dasar ker-
jasama Indonesia ke depan. Jangan sampai kefjasama vang dilakukan lebih
menguntungkan pihak asing dari pada bangsa sendiri. Jika hal ini tidak
mengadi perhatian kita semua, pepatah vang mengatakan tikus mat di lum-
hl.lil'lf__" padi, akan terjadi pada ba.FIEF.ﬂ kita yvang hanyva ma mpu menenton pi-
hak asing menikmat kekavaan Indonesia

Perwujudan Indonesia sebagai poros maritim dunia, masih memer-
lukan kerja keras tanpa henti. Kebijakan pembangunan fokus pada kema-
ritiman harus diupaya secara terus menerus, Fengalaman sejarah membuk-
tikan, pada era presiden sebelumnya kebijakan kemaritiman juga pernah
dilakukan, tetapi terhenti karena banvaknva kendala va ng dihadapi, sehing-
ga pembangunan maritim Indonesia sampai saat ini masih belum terwujud,
Semboyan Jalesoena Jayamahe dan Indonesia menjadi poros maritim dunia
haras terus diperjuanghkan, sebagaimana pendabuls kita berhasil mempet-
juangkan rezim hukum arcipelegic State, sehingga Indonesia diakui oleh
masyarakat Internasional sebagzai negara kepulauan.
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